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1.1. LATARBELAKANG 

BAB1 
PENDAHULUAN 

Sebagai kelanjutan restrukturisasi perhankan Indonesia yang sudah 

djjalankan sejak tahun 1998, yang sekaligus merupakan perwujudan salah 

satu program utama pembangunan perekonomian Indonesia yang telah 

ditetapkan di dalam Buku Putih Pemerintah yang diterbitkan berdasarkan 

Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi 

Menjelang dan Sesudah Berakhlmya Program International Monetary 

Funds 1
, pada tanggal 9 Januari 2004 Bank Indonesia rneluncurkan 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang pada dasamya merupakan 

suatu kerangka dasar sit>tem perbankan Indonesia yang bc-.rsifat 

menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan indusn-i perbankan 

untuk rentang waktu sepuluh sampai lima belas tahun ke de pan, 

Kerangka Berdasarkan Amandemen keempat Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD t945), Pasal 27 dan Pasal 33 lJUD 1945 merupakan 

landasan ynng harus dipegang dalam pelaksanaan kegiatan pcmbangunan 

ekonomi di indonesia. Dengan demikian, setiap pelaksanaan 

pembangunan ekonomi harus bcrtujmm meningkatkan kesejnhteman dan 

kemakmurnn bangsa secara keseluruhan. 

Dalam upaya mcningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

bangsa) maka kegialan ekonorni termasuk pergcrakan arus barang dan jasa 

harus bekerja dengan efCktif dan baik agar dapat mendorong pcrtumbuhan 

ekonomi sccan:1 kcsetunthan, Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan 

iktim yang schat yang bisa mendukung terlaksananya kegiatnn ekonomi 

1 Bcrdasarkan lnstr.JkSI Pres:den No . .? !ahun 200:1 tcntang Pako::t Kc21Jakan Ekcrmmi Mcnjclang 
dan Scsudah Berakhirrty<.~ Program K<."rj;;s.Jm;; dcugar. illti!f'Uationaf Monetm} Fwuis., discbulkan 
b:lhwa sa!ah satu progr;)f:n uumw yang uio:nn dijaiankan oleh Pemetimah ad;l.lah rne!anjutkan 
rcs!rukturisasi dan refonnas: struktu: kcuangan. 

l 

Universitas Indonesia 
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dengan baik, termasuk diantaranya adalah stabilitas politik. adanya 

kepnstian hukum dan penegakkannya dan Stabilitas Sistem Keuangan 

(SSK). 

Dati pengalaman krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 an, 

terbukti bahwa sistcm keuangun yang tldak stabil akan mcnimbulkan 

dampak yang buruk tidak hanya terhadap perekonomian Negara tetapi 

juga terhadap menurunnya kepercayaan publik yang bemjung kepada 

terhambatnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

Tidak dapat dipungklri bahwa keberadaan lembaga perbankan di 

dalam SSK dan pelak.sanaan pembangunan ekonomi suatu Negara 

memiliki penm yang amat penting, karena disamping sebagai lembaga 

yang dapat melakukan kegiatan penghimpumm dana dari masyarakat. 

melalui peoyaluran berbagai fasifitas kredit, pinjaman, maupun bentuk 

pendanaan lainnya, perbankan juga bisa berpartisipasi aktif dalam 

mcmbantu pelaku usaha dan masyarakat dalam rncwujudkan kegiatan 

ekonomi yang direncanakannya2
• 

Fungsi utamn bank sebagaimana yang diatur di daiam UU 

Perbankan adalah sebngai penghimpun dan penyalur da.na niasyarakat, 

<limana untuk memaksimalkan fungsinya tersebut, khususnya scbagai 

penyalur dana masyarakat, sudah selayaknya perbankan lndonesJa harus 

memiliki pemlodalan yang kuaL 

Sejalan dcngan program yang dicanangkan dl dalam APJ 

sebagaimana telah diuraikan di atas, pennodalan Bank terse but mcrupakan 

faktor pentlng bagi Bank dulam r<mgka mengembangkan usaha, sertu 

untuk menganlisipasi resiko kerugian yang mungkin diderita oteh Bank. 

Dengan kala lain, modal Bank merupakan motor penggerak bagi kegiatan 

usnha Bank. Besar kecilnya modal Bank secara langsung akan 

2 Herdasark:m Pasal 4 t:ndang·Undang Ko:nor LO LJh<Jn 1993 !cn!omg l>erubuhar. alas Uncla:1g~ 
Undang: ~omor 7 lahun 1992 Lcntan:;; Perbank:m, disebulkan bahwa '"Perbankan TnC:onesia 
bcr'!uju;m mcnunjang pdaksann:m pembangumm Nusional dlam rangka meningk:nk:u1 peme::na:u1, 
pcrlumbuhnn ekonoml, dan stal::ulitas Nasional ke arnh peningka!an kesejahternan ro:iky.n ban yak". 

2 

Unlversltas lndonuia 
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mempengaruhi kemampuan Bank untuk menjalankan kegiatan 

operasionalnya a tau untuk mengembangkan kegiatan usahanyn, 

Dengan modal yang kecil, Bank cenderung memiliki keterbatasan 

da!am menampung atau mengantisipa.si resiko kemgian yang mungkin 

timbul. menutup biaya operasional, dan lebih jauh lagi untuk mclakukan 

pengembangan atas kegiatan usaha yang sudah dijalankannya, 

Program~progmm yang dicanangkan rnelaiui APl merupakan 

langkah persiapan untuk menghadapi .Ba$el Acord lf, dimana berd.e.sarkan 

Basel Accord II tersebut, jurnlah modal Bank harus disesuaikan dengan 

resiko yang akan dihadapi oleh Bank tersebut, sehingga Bank memiliki 

kemampuan yang baik untuk rnenghadapi dan mengatasi resiko yang 

mungk:in timbul. 

Maka dari itu, Modal fnti Minimum perlu ditetapkan untuk 

rnengakomodir resikcHesiko yang dihadapi oleh Bank, baik itu resiko 

kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, maupun resiko iainnya. Dengan 

modal yang memadai, memungkinkan Bank untuk meningkatkan skala 

usahanya sccara lcbih efisien dan mempccbaiki sumber daya manusia agar 

menjadi lebih baik. 

Kebutuhan akan adanya arah dan strategi jangka panJ<mg 

pembrmgunan perbankan sebctulnya sudah menjadi program~program 

pembangunan ekonomi yang dijalankan di bcberapa negara seperti Hong 

Kong, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Hal ini sekaHgus mcnunjukkan 

bahwa keberadaan suatu blue print a tau cetak biro perbankan di Indonesia 

merupakan suatu kebuluhan mcndesak yang tidak bisa dibindari lagi, 

schingga perlu segera disusun untuk memenuhi kebutuhan perbankan 

jangka panjang. 

1 Basel Aaord mcrupakan peraturan lntemasional y.mg discpakati di Basel. Swiss Un1uk per:am>~. 
kah ditctapkan pada !ahun 19SS, atau Oikenal dcngan nama Basel Accord L Guna mcnyesuaikan 
dengvn perkembangan pasar kcuangan intemasmnul, Basel Acconll tersebu! telah d1sempumak:m 
deng:w Bowl Acnwd n dimana Uiclul.unny;:; bcrisi kesepakat;ll: tm:uk me11etapkan SV4W S!<~m.hJr 

pcrhitungun pcm10dnla.n tmnk yang lebih sensitif ter!mdap rcsiko scr!a un!uk mcmbcriknn lnst:ntif 
peningka!(ln ku;;li!Js pc11crapan mannjcmen rcs1ko di bvnk. 

3 

Universitas Indonesia 

Aspek Hukum..., Diana Arsi Yanti, FH UI, 2008



Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang 

yang dirumuskan dalam API dikmdasi oleh visi mencapai suatu sistem 

perbankan yang seha:t, kuat dan efisien guna mencipiakan kestahilan 

sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional, sehingga pada akhimya diharapkan perbankan 

Indonesia memiHki kernamp®n dan daya saing yang balk di dunia 

Internasional. 

Sejak diluncurkan pada tahun 2004, Bank Indonesia te1ah 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap program~program 

kegiatan yang dimasukkan di dalam API dengan memperhatikan 

perkembangan yang terjadi pada perekonornian nasional maupun 

lntemasionaf, sehingga diharapkan program-program yang dicanangkan 

di dalam API bisa mencakup program kegiatan yang lebih lengkap da.n 

komprehen.qif yang mencakup sistem praktek perbankan di Indonesia 

secaro menyeluruh yang tid.ak hanya mengenai Dank Umum dengan 

sistem konvensional, tetapi juga bank~bank dengan sistem Syariah dan 

Bank Perkredita-n Rakyat. Perbaikan dan penyempumaan API terscbut 

secara kongkrit membawa akibat kepada bertambahnya program dan 

kegiatan API ynng pelaksanaannya akan dilakukan secara bc:rtahap sampai 

dcngan !alum 20ll1. 

Secara umum, APJ yang disusun oleh Bank Indonesia dirumuskan 

d.alam enam pilar6
• Melalui API, Bank lndonesia mencoba untuk 

membangun pondas1 pi:lrbankan nasional yang kokoh, kuar dan sebat. 

• Pcnycmpumaan program API yang tc:!ah dijalankan Bank Indonesm dalam kunm waktu 2 lahun 
ini ontura Jain melipmi :nra!egi yang lebib spesiftk mcngcnai pc:ngembangan perb:mkan yang 
mempergunakan system Syariub, Bunk PerkreJitan Rakyat, dan Usaha Mikro Kecil dan Mcncngah 
UKMK). 

" Bcrdas:~rbn BukJ API Edisl Kcdua yang ditcrllitkan B:~nk lmkm~ia, program API yang 
scmula lcrdiri dari 19 progfnm yang tenuany dai;tm 34 kcgiamn. bcnambah menjadi 20 program 
ya~g diluangka~ dalarn 55 kcg.iatan, 

" Berdasarkan API yar.g; diScluark;m o!eh Bank Indonesia pada ;M,g~l 9 Januari 2:004, teniopai 6 
{cmnn} pilar yang mcnjadi lamJasam pembangunaG pcrbankan {ndoncsia, yaitu: Pilar Pcrt:.nna, 
tcrciptanya struktur perbankan nasional yang sch;n; Pilar kcdm:, sistcm pcngaturrm yang cfcknf 
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Sistem perbankan yang sehat dibangun berdasarkan permodalan 

yang kuat sehingga dapat mendorong kepercayaan nasabab, yang 

selanjutnya dapat memberikan kekuatan kepada bank untuk memperkuat 

modalnya melalui pemupukan laba ditahan. 

API sendiri menghendaki pada 10 sampai 15 tahun kc depan, 

perbankan Indonesia memiliki bank dengan 3 {tiga) skala yang bcrbeda 

berrlasarkan besamya modaJ yang dimiliki bank tersebut, yaitu: (I) hank 

dengan skala lntemasional (2-3 bank); (2) bank dengan skala nasional (3-5 

bank); dan (3) dan bank yang kegiatan usahanya terfokus kepada segmen 

tertentu {5 bank), seperti Bank Perkreditan Rakyat serta bank dengan 

kegi.atan usaha terbatas. 

Salah satu pilar yang akan dibahas dan berkaitan erat dengan topik 

Tesis ini adalah pilar yang pertama, yaitu st.ruktur petbankan yang sehat, 

yang perwujudannya adalah dengan memperkuat pcrmodalan bank umum 

(bank umum dengan sistem konvensional maupun Syariah). 

Dengan bertambah kua1nyn struktur permodalan bank, diho.rnpkan 

bank di Indonesia akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam 

berpartisipasi mendukung pertumbuhan kredit yang semakin tinggi, 

meningkatkan skala usaho. dan tingkat keahlian menjadi lebih baik, serta 

memi!iki kemampuan yang ba[k dalam mcnangani resiko usaha yang 

mungkin timbul. 

Dalam rnngka mcmperkuat struktur permodaian perbankan yang 

tennasuk dalam pilar pertama API tersebut, sejak pertengahan ta!mn 2005 

BI tclah mengeluarkan peraturan mengenai jumlah Modal Inti minimum 

yang harus dipenuhi olch perbankan lndonesia7
. 

don cfisicn; Pilar kciiga, system pcn,gawasan p-crbankun yang cfcktif dun indcpcndcm; Pilar 
keempal, terciptany.l tcmbaga pcrbankan yang sehat; Pilar kelima, tersedianya infrastrukttrr 
pcrbankan yang mcndukung d:mmemadai; dan l'ilar kccnam. pcrlindungan lcrhadap konsumcn. 

~ Peraturan Bank Indonesia Nomor 71!5/PBI/2005 tanggal l Juli 2005tentang Jumlah Modol lnli 
Minimum Bank Umum, sebagaimunu Ielah diub<~h dcngan Peramrnn Bank tndonesia Komor 
9/l( .. /PBJ/2007 t:mgg;ll J DeEer.1be: 2007!en!ang l'cmba.!mn alas Pc~alman Blll:k l:1donesia Nomor 
7/15/PBI/2005 tcntang Jumluh .Modallnh Mtmmum B:<~nk l:m"Jm. 
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Secara garis besar, berdasarkan Peraturan BI tersebut, pada akhir 

tahun 2007, seluruh bank umum di Indonesia harus memiliki jumlah 

modal inti minimum sebesar Rp. 80 miliar. Jumlah modal inti tersebut 

han1s terus ditingkatkan sehingga pada akhir tahun 2010 menjadi sebesar 

Rp. 100 milial. Dengan modal inti minimum sebcsar Rp. lOO miliar 

tersebut, diharapkan agar bank umum di Indonesia dapat meningkatkan 

daya salngnya dengan lebih balk serta memperkecH rasio antara 

pendapatan operasional dengan biaya operasional, yang pada akhlrnya 

menjadikan bank tersebut menjadi lebih efisien. 

1.2. PER'\:IASALAHAN 

Dalam rangka memherikan altematif sumber pendanaan bagi 

perbankan untuk dapat memenuhi jumlah modal inti minimum yang 

disyaratkan, pada bulan September 2008 Bank Indonesia telah 

mengeluarkan peraturan baru mengenai Kewajiban Pemcnuhan Modal Inti 

Minimum ( .. KPMM") yang di dalamnya telah memasukkan ketentuan 

bahwa dana hybrid yang bernsai dari pinjaman bilateral atau sindikasi 

yang bersifat jangka panjang dapat dijadikan pennodalan Bank dan masuk 

ke dalam Modal Inti (Tier 1)9
• Jenis modal yang berasal da-ri pinjamau 

jangka panjang tersebut diberi nama modal inovatif atau innovative CGfJital 

instrument ("ModaJ lnovatif'), 

Pada peratumn KPMM sebelumnya pinjaman jangka panJang 

tersebut termasuk ke daiam Tier 3 dari struktur permodalan Bank, yaitu 

st:bagai modal tambahan. 

Masuknya pinjaman jangka panJang sebagai Modal Inti Bank 

tersebut sccara langsung maupun tidak langsung me!ibatkan berbagai 

···------
~ Berdasnrko.n dellnisi y.tng diberikan di Wlo.m Peraturiln Bank Indonesia Nomor IOtiS/PBI/2008 
tanggal 24 September 2008 ten!ang Kewajiban Penyediaan tvlodal Minimum Bank Umum, yang 
dim<~ksud dcngan Modal Inti adalah modal disctor dan cadangan wmbahan modal (disclosed 
IVSC/Ted), 

1 IbM. 
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pennasalahan dan aspek hulcum yang perlu diperhatikan serta harus 

diselaraskan (diharmonisasikan) dengan berbagai ketcntuan peraturan 

perundang-undangan yang telah ada. 

Aspek hukurn tersebut tidak hanya terbatas kepada pengaturan 

yang telah ada di di bidang perbankan, tetapi juga peraturan yang umum 

berlaku untuk perseroan terbatas karena pada umumnya bank urnum di 

Indonesia (khususnya bank swasta) adalah berbentuk perseroan terbatas, 

peraturan di bidang pasar modal (untuk bank yang telah berstatus sebagai 

perusahaan publik), dasar-dasar bukum peijanjian (yang berk:aitan 

Jangsung dengan bentuk perjanjian pemberian pinjaman jangk:a panjang 

yang akan dibuat oleh dan antara bank dengan pemberi dana-kreditur), 

serta peraturan terkait la.innya, 

Dengan Ia tar belakang yang telah diuraikan pada bagian awal Tcsis 

ini, penulis tertnrik untuk membahas secara lebih rinci berbagai aspek 

hukum yang berkaitan dengan pembahan atau masuknya pinjaman jangka 

panjang tersebut yung semula sehagai modal tambahan Tier 2 rnenjadi 

bagian dari Modal Inti atau Tier 1, yaitu: 

a. Aspek~aspck ht1kum apa saja yang sekimnya barus diperha!ikan 

apabila suatu pinjaman jangka panjang dikonversikan atau diubah 

menjadi modal'! Aspek hukum apa saja yang harus diperhatikan 

dalam merumuskan suatu peljanjian pemberian pinjaman agar 

pinjamun tersebul dapat dijadikan modal? 

b. Bagaimana status hukum, perlindungan kepada kreditur, dan 

per11ndungan kepada pemegang saham Bank yang lain sehubungan 

dengan penerlmaan pinjaman oleh Bank yang dapat dimasukkan 

scbagui Modal Inti? 

c. Apakab pernturnn yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

(mengcnni Modal Inovatif) tclah mengakomodasi seluruh aspck 
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hukum maupun pertanyaan yang dikemukan pada butir (a) dan (b) 

di atas? Apakah perlu dibuat penyesuaian/perubahan atas peraturan 

perundang-undangan 1ainnya (selain dari peraturan di bidang 

perbankan) agar penerapan dari Modal Inovatif tersebut dapat 

memberikan hasil yang efektif dan dapat beQalan selaras dengan 

ketentuan hukum dan peraturnn yang berlaku di Indonesis? 

Pembahasan atas seluruh permasalahan tersebut di atas akan 

dibatasi kepada Bank Umum yang berbentuk perseroan terbatas. 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN 

Tujuan dari penelitian yang akan dituangkan di dalam Tesis ini 

adalah: 

a. Melakukan penclitian, anaiisa dan pembahasan mengenai 

karakteristik Modal Inti ditinjau dari peraturnn yang berlaku bagi 

Perseroan Terbatas. 

b. Metakukan penelitian, analisa. dan pembahasan mengenai aspek

aspek hukum yang berkaitan dengan ketcntuan dan persyaratan 

yang harus dipenuhi agar suatu pinjaman jangka panjang dapat 

dijadikan Modal Inti Bank. 

c. Melakukan penelitian, analisu dun pembahusan mengenai aspek~ 

aspek hukum yang bt:rkaitan dan hams diperhatikan sehubungan 

dengan penyusunan peiJ·anjian pemberian pinjaman untuk Modal 

Inovatif, tennasuk aspek-aspek hukurn apabila Modal Inovatif 

tersebut diubah menjadi modal. 

d. Penelitian dan tevielv atas slstim dan produk perundang~undangan 

tcrkait yang te!ah ada, sehubungan dengaf1 pelaksanaan penerimaan 

pinjaman jangka panjang tersebut dan syarat maupun kelenluan 

ya11g harus dipenuhi agar pinjanw.n jangka panjang tersebut dapat 

dijadikan sebagai Modallntl Bank, 
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Manfaat penulisan yang diharapkan dari penelitian di da.lam Tesis 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Dari segi teoriris, Tesis lnl diharapkan dapat bermanfaat dan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pengemhangan ilmu 

hukum pada wnumnya. dan hukum perbankan pada khususnya. 

b. Manfaat dari segi teoritis lainnya adalah, Tesis ini diharapkanjuga 

dapat menjadi bahan Jiteratur untuk melak:ukan penehtian lebih 

Ian jut. 

c. Dari segi prakris, Tesis ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan pelaku dunia usaha di 

bidang perbankan. 

d. Dari segi pengaturan. penelitian ini diharapkan dapat berguna 

sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak yang terlibat 

dalam pcmbentukan peratur.m di bidang pcrbankan. 

1.4. KERk'IGKA TEORI DAN KONSEPSI 

Berdasarkan Pcraturan Bank Indonesia Nomor 10115/PBJ/2008 

tentang rce,.,,ajiban Penyediaan Modal Minimum Bank yang dikduarkan 

pada tanggal24 September 2008 ("'PBI No/1012008"'), modal Bank tcrdiri 

dnri: 

a. Modal Inti ya.ng masuk datum Tier 1; 

b. Modal Pelengkap yang masuk dalam Tier 2; dan 

c. Modal Pelengk:a.p Tambahan yang masuk dalam Tier J 

Ketiga struktur modal Bank tcrsebut mcrupakan salu kesaluan yang 

snling rnelengkapl dan mcngisi snlu sama lain sebagaimana yang aknn 

djjelaskan pada bab-hab berikutnya di dalam Tesis ini. 
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Modal Inti yang dirnaksud di dalam PB! No. 112008 rersebu~ 

terdiri dari10
: 

a. Modal Disetor (paid up capita[); 

b. Cadangan Tambahan Modal (disclosed reserved)~ dan 

c. Modal Inovatlf (innovative capital instrument). 

Isdlah Modal Inovatif tersebut bam diperkenalkan di dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 

2008 lentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. 

Untuk itu, pembahasan di dalam Tesis ini juga akan meliputi uraian 

mengenai pengertian dari Modal Inovatif, apa saja yang dapat 

dikategorikan sebagai Modal Inovatif, termasuk pecsyaratan dan ketentuan 

hukum yang harus dlpenuhi agar suatu komponen bisa dimasukkan 

sebagai Modal Inovatif. 

Hal menarik yang akan dibahas dan menjadi pennasalahan utama 

di dalarn Tesis lni adalah Modal Inovatif yang merupakan salah satu 

komponen dari Modal fnti (Tier 1). 

Dari karakteristik Modal Inovatif tersebut sebagaimana yang akan 

diuraikan dan dibahas di dalam Tesis ini, maka diketalmi bahwa pada 

dasarnya, Modal Inovnlif dilahirkan dari perjanjian atau perikatnn utang 

piutang atau pcrjanjian pinjaman. 

Dcngan demikian, kerangka teori yang dipergunakan di dalam 

Tesis ini adalah teori Hukum Perikatan yang diatur di dalam Buku HI 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi' 

a. Asas kebebasan berkontrak; dan 

b. Syarat-syarat syuhnya perjanjian. 

Asas kebebasan berkontmk diatur dalam Pasal 1338 KUH Pcrdata 

pada dasarnya mcngatm bahwa pnm pihak yang membuat perjanjian behas 

untuk membuat perikatan scsmli dengan kesepakalan para pihak dan 

10 Pusa! <1, 5 dan 6 Pcralurilol Bank fnCone>ia Nor:1o~ !0/!5iP8l/ 2008 t;mggul 24 September 2008 
1enlang Kcwajib:m Pcnycrlimm Modal Minimum Bank t:mum. 
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dengan rnemperhatikan ketentuan mengenai syarat-syarat syahnya 

perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata dan peraturan perundang

undangan yang berlaku. Perikatan atau perjanjian yang demikian 

mengikat secara sah teJ:hadap para pib:ak yang membuatnya dan beriaku 

sebagai undang-undang. 

Urnian mengenai asas kebebasan berkontrak dan syarat syahnya 

petjanjian tersebut dikaitkan dengan Modal Inovatif akan diuraikan lebih 

lanjut di dalam Tesis ini. 

Selain teori mengenai asas kebebasan berkontrak dan syarat-syarat 

syahnya perjanjian. landasam teori yang dipergunakan di dalam T esis ini 

adalah teori yang dipergunakan di dalam Basel II maupun API. yaitu 

mengenai pengaruh dan hubungan antara perbankan yang kuat yang 

didukung oleh struktur permodalan yang kuat. dikaitkan dengan StabHitas 

Sistem Keuangan. 

Sebagaimana tclah dijelaskan pada bagian awal Tesis ini, Stabilitas 

Sistem Keuangan yang baik pada dasamya akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi suatu bangsa. P..kan tetapi, untuk mencapai hal tersebut, perlu 

didnkung oleh perbankan dan lembaga keuangan yang baik dan kuat pula. 

Untuk keperluan penulisan Tesis ini, sebagai tambahan dari •naftar 

Singkatan' yang telah disampaikan dan diuraikan pada bagian awal Tcsis 

ini, berikutadalah kerangka konsepsi atau definisi operasional dari islilah

istilah yang sering dipcrgunakan di dalam Tesis ini: 

"Aktiva Tertimbang Menurut Risiko" atau "ATMR" atau "Capilaf 

Adequacy Ratio" atau "CAR" berarti, rasio kecukupan modal Bank yang 

diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva 

tertimbang menurul risiko; 

"Arsitektur Perbnnkan Indonesia" atau "APJ" berarti, suan1 cetak 

biru (blueprint) yang merupakan kerangka dasar sislcm perbankan 

Indonesia yang mcnycluruh dan membcrikan arab, bentuk, dan tatanan

ta!unan indnstri perbankan untuk rentang waktu sepuluh sampai lima be las 
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tahun ke depan. yang disusun dan diterbitkan oleh Bank Indonesia pada 

tanggal 9 Januari 2004; 

"Anggaran Dasar" berartl, akta pendirian Perseroan Terbatas, 

beirkut setiap perobahannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

''Basel IF' berarti, suatu pedoman kebijakan serta pengawasan yang 

bersifat umum dan memberikan pernyataan yang berlaku umum (best 

practice) yang dikeluarkan oleh Basel Committee di dalam dokumen 

"Jutematlonal Convergence of Capital Measurement aud Capital 

Standards- a Revised FrameworK' atau yang dikenal dengan nama Basel 

11 yang merupa.kan kerangka pcrmodalan baru yang memakai Acord 88 

sebagai struktur dasarnya 11
; 

"Modal" berarti, setoran dari Pemegang Saham di dalam Perseroan 

Terhatas yang terbagi atas saham-saham, yang penyetornnnya dapat 

dilakukan dalam benmk uang tunai atau bentuk lain sesuai dengan 

ketentuan yang diatur di dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya. 

Unluk Perseroan Tcrbatas yang menjalankan kegiatan perbankan1 

ketentuan mengenai pennodalan ini tunduk juga kepada ketentuan yang 

diatur di dalam Pcraturan Perbankan; 

"Modal Dasar" bernrti, keseluruhan rcncana permodalan PerSeroan 

T erbalas y&ng dicanlumkan di dalam Akta Pendirian dan Anggarnn Dasar 

bcrdasa.rkan ketentuan UUPT; 

''!'Vfodal Disctor" bcrartl, jumlah Modal yang telah diselor penuh 

oleh Pcmcgang Saham Perscroan Tcrbatas, yang jumlahnya minimum 

sebesar 25% (dua puhth lima persen) dar:i jumlah Modaf Dasar; 

"Modal Inti" bcrartl modal disctor dan cadangan tambahan modal 

(disclosed reserves) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Bank 

Indonesia tenrang Kcwajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum1z; 

n Loc Cit, hal. 6- 7. 
u Pcrmur.m Bank h:do:.1esia J".io. 9fl6!PI3l/2007 tcntang Jumlah Modal Inti Minimum Bank 
L:nmrn. 
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n Ibid. 

"Modal Inovatif' berarti, salah satu komponen Modal Inti 

Perbankan yang dapat diperhitungkan oleh Bank di dalam menghitung 

jumlah Modal Intinya, Modal Inovatif ini merupakan pinjaman jangka 

panjang subordinasi yang diterima oleh Bank untuk memperkuat struktur 

permodalannya13
; 

"Perseroan Terbatas" be.rarti, badan hukum berbentuk perseroan 

terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang :t-;omor 40 tahun 

2007 ten!:ang Perseroan Terbatas; 

"Pemegang Saham" berarti, inctividu atau badan hukum yang telah 

mengarnbil baglan dan melakukan penyetoran atas saham yang 

dikeluarkan di datam badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas 

(tennasuk Bank) sehlngga berhak menjalankan semua hak dan 

kewajihannya sebagai Pernegang Saham sebagaimana diatur di dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

"Pailit" berarti, kondisl dirnana seorang debitur yang rnempunyai 

dua atau lebib kreditur dan ticlak dapat membayar sedikitnya satu utang 

yang telah jatuh tempo dan d<lpat ditagih pembayarannya, berdasnrkan 

ketentuan yang diatur di dalam UU Kepailitan dan Pemmdaan Kewajiban 

Pembayaran Utang; 

"Perusahaan Anak" bcrarli, badan hukum atau perusahaan di 

bidang keuangan yang sahamnya dimiliki o!eh bank, baik tangsung 

maupun tidak langsung, sebagaimana yang diatur dalam PBI Nomor 

l0/15/PBI/2008 tentar.g Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank. 

"OpSi" berarti, hak untuk mcmilih yang diberiknn kepada suato 

pihak berdasarkan ketentuan suatu perjanjian a tau peratumn perundangan

undangan yang berlaku; 

"Subordinasi" berarti, pmJaman yang pengcmbaliannya bcrada 

padn unnan ynng paUng bawah dibandingkan dengan kreditur yang lain. 

Dalam hal pinjaman Subordinasi, maka apabil<i Leljadi likuid»si, bak 

cagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; 
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"Surveillance" berarti kegiatan memonitor risiko yang mungkin 

timbul pada lembaga dan pasnr keuangan; 

"Tahun Flskal" berarti, jangka waktu selama dua belas bulan 

berturut-turut sebagai dasar penyeleoggaraan dan penutupan huku dan 

suatu badan usaha untuk menefapkan hasil usaha. keadaan keuangan, 

rencana keija dan anggaran; 

"Tier" betarti tingkatan atau iapisan dari suatu urutan. DaJam hai 

ini adalah modal Bank yang terbagl dalam beberapa tingkatan atau lapisan 

dari tingkat yang paling utama sampai yang paling bawah, yaitu Tier I, 

Tier 2, dan Tier 3. 

1.5. METODE PENELIT!AN 

Metode penelit1an yang digunakan adaiah yuridis normatit: Metode 

yuridis nonnalif digunakan untuk menganalisis data yang mengacu kepada 

norma-norma hukum yang terdapat dalam pera1uran penmdang-undangan, 

serta filosofi dan teori hukum mengenai pentingnya permoda.lan bagi 

pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang pada akhimya dapat 

mempengaruhi tumbuh kembangnya stabilitas sistem keuangan yang sehat 

dan baik. 

Data sekunder di hidang hukum yang akan diteliti meliputi bahan

bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan masalah perbank:an, khususnya bank urnum konvensional, selain 

itu buku-buku atau dokumen yang terkait dengan perbankan, Perseroan 

Terbatas, Pasar Modal, dan hukum perjanjian. 

Bahan-bahan hukum primer lainnya yang akan dipergunakan 

adaiah buku-buku atau dokumcn-dokumen yang berhubungan dengiln 

pcrbankan, Perseroan Terba!as, Pasar Modal, dan hukum peljanjian 

(scbaga.imana yang dmnggap relevan dengan iopik dan pembah~.s.'m yang 

akan dinmat di dalam Te:sis ini). 

14 

Unlversllas Jndones[a 

Aspek Hukum..., Diana Arsi Yanti, FH UI, 2008



Sementara itu. bahan-bahan sekunder yang akan diteiiti adalah 

bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer dan 

diharapkan dapat mcmbantu menganalisa dan memahami bahan-bahan 

hukum primer. 

Selain itu, penulis juga akan melakukan diskusi dengan nara 

sumber dari BJ, praktis:i di bidang hukum dan perbankan mengenai topik 

dan pennasalahan yang dibahas di dalam Tesis lni. 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAl'l 

Slstematika penulisan dalam Tesis ini dibagi dalam 5 (lima) Bab, 

yang masing-masing bab tersebut memiliki beberapa sub bab tersendlri, 

yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAll 1- PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar atau pendahuluan dari keseturuhan 

materi yang akan dibahas di dalam Tesis, yang didalamnya akan 

menguraikan secant umum tentang keadaan-keadaan yang berhubungan 

dengan objek pcnelitian, seperti latar belakang permasalahan, pokok 

pcnnasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan 

konsepsional, metode pcnelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAI:AN UMtJM TENTANG PERDANKAN 
INDONESIA, ARSITEKHIR PERJIANKAN INDONESIA DAN 
STABILITAS SISTEM KEUANGAN 

Bab ini akan rnenguraikan t1njauan mengenai perbankan Indonesia 

secara garis besar, yang meliputi sejarah lahirnya pcrbankan di Indonesia 

sena fungsi dan peran perbankan dalam perekonomian Indonesia. Di 

dalam Bab ini Penutis juga akan mengnrnikan mengenai API, tennasuk 

landasan, dasar hukum, dan aspek hukum terkait lalnnnya yang mcndasari 
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kelahiran API yang menjadi salah satu acuan atau pedoman bagi BI dalam 

mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan rencana pengembangan 

dan pengawasan perbankan di Indonesia, 

Pembahasan dl da1am Bab lni JUga akan meliputi penjelasan 

mengenai perbankan dikaitkan dengan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). 

tenna:.-uk pengaruhnya terhadap pembangunan perekonomian secara 

umum, 

BAB 3 - STRUKTUR PERl\I!ODALAN BANK UMUM 

Bab ini akan membahas pengaturan secara umum mengenai 

struktur permodalan Bank Umum dan dilanjutkan dengan pembahasan 

mengenai implementasi API khsusunya yang terkait dengan ketentuan 

Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum (KPMM) yang harus 

dipenuhi oleh Bank Umum, yang meliputi pengaturannya di dalam 

peraturan perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya., 

tujuan dan fungsi modal bagi Bank. sumber dana, serta alternatif 

pendanaannya, sistem penghitungan dan pemeriksaan tingkat kesehatan 

pcrbankan, sanksi hukum atas pelanggaran dari ketentuan KPMM terscbut, 

scrta analisa mengenai struktur pennodalan Bank dikaitkan dengan 

ketentuan hukum yang berlaku di bldang Perseroan Terbatas. 

BAll 4 ASPEK-ASPEK HUKUM YANG HARUS 
DlPERHAT!KAi'l SEHUBUNGAN DNGAN P!NJAMAN JANGKA 
PANJANG SEBAGAI MODAL !NOVATIF YANG MENJADI 
KOMPONEN DAR I MODAL INTI 

Di dalam Bab ini, Penulis akan memaparkan mengenai hal-hal 

yang mcnjadi ]lCnllasalahan dalam penulisan Tesis. Bab ini akao berisi 

uraiun meng..::n.-ti uspck~uspek hukum khususnya yang terkait dengan 

Modal !novatif yang dimaksud dalam PBl No. 10/2008, yaitu mengcnai 

ospek-nspek hukum yang herkai1an dengan status pinjaman yang dijadikan 
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Modal Innovatif, kedudukan dan perlindungan hukum yang dapat 

diberikan kepada pemberi pinjaman, aspek hukum pmjanjian yang t.erkait 

dengan penerimaan pinjaman jangka panjang oleh Bank, aspek hukum 

terkait dengan konversi atau pengubahan pinjaman jangka panjang 

tersebut menjadi Modallnli Bank, serta aspek hukum yang laiunya yang 

sekiranya perlu diperhatikan sehubungan dengan Modal Inovatif yang 

merupakan plnjaman jtmgka panjang. 

BAB 5- KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini merupakanjawaban dari pokok perrnasalahan yang 

yang dibahas di daiam Tesis ini serta saran-saran yang coba disampaikan 

oleh Penulis sehubungan dengan as.pek hukurn apa saja yang harus 

diperhatikan terkait dengan pemenuhan Modal Inti Minimum. khususnya 

yang bcrsumber dari pinjaman jangka panjang. 
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BAB2 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERBAc"<KAN, 

ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA 
DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN 

2.1. PERBANKAN INDO;I!ESIA 

Perbankan merupakan salah satu benluk lernbaga keuangan yang 

sudah dikenal di Indonesia jauh sebelum Indonesia mcrdeka dan te1ah 

menjadi sa.lah satu penopang kegiatan laju pergerakan ekonomi Indonesia 

khususnya, dan di negara~negara lain pada umumnya. 

Dari sejarahnya. perbankan terbukti telah memainkan peranan yang 

cukup signifikan dalam menopang transaksi perdagangan di bcrbagai 

negara dari masa kc masa dan pada akhirnya mcnjadi salah satu tolok ukur 

yang dapat mempengaruhi 1111lju mund•,tmya perekenomian suatu bangsa. 

Secara langsung maupun tidak langsung, baik l:mrukl1,Y.'I kondis:i 

perbankan di suntu negara dapat rncmpengamhi stabilitas keuangan di 

ncgara lersebut secara keseluruhan. 

Hal inl dapat d:ilihal darl pengataman yang te1jadi di lndone.si;:, 

pada era tahun J 997 an sampai saat ini, dimana pada periode itu perbankan 

di Indonesia mengalami guncangan yang cukup hebat sebugai imbas dari 

krisis moneter dan ekonomi duni<t yung terjadi pada masa itu, sehingg.a 

memaksa Pemerintah untuk ttmH Ci!mpur tangan dalum mcmpcrbaiki 

kondisi perbankan indonesia melalui badan yang dibentttk pemerintah 

yaitu Badan Penychatan Perbankan Naslonal atau yang disingkai dengan 

nnmaBPPN. 

Kctcrpurukan perbankan Indonesia yang ierjadi pada masa krisis 

tersebut mcnjadi pelajaran yang amat bcrbarga h.:'lgi dunia perbunkan 

Indonesia, baik bagi otoritns pcmerlntah selaku pcmbuat kebijukan 

maupun para pelaku usaha di bidang perbankan. 
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Berbagai peraruran baru di bidang perbankan terus diluncurkan 

dalam upaya memperbaiki kinerja dan kuaiit.as perbankan Indonesia agar 

bisa bertahan dan terus menlngkatk:an daya saingnya deogan perhankan 

InternasionaL 

Selaln itu, pcrbankan Indonesia juga diharapkan dapat berpcran 

aktif dalam pelaksaoaan kegiatan ekonomi yang sernakin mengarah 

kepada perdagangan global selring dengan berjalannya program-program 

yang disepakati di dalam WTO (World Trade Organit:atio1t). 

Sebagai bagian awal dari pembahasan di dalam Bab ini, Peoulis 

akan mencoba menguraiknn secara singkat sejarah dan perkembangan 

perbankan di dunia dan di Indonesia. 

2.1.1. Sejarah dan Perkembaogan Perbankan di Indonesia 

Sebeium rnemulai pembahasan rncngenai peran dan fungsi 

perbankan dalarn sistem keuangan yang dapat mempengaruhi 

perekonomian suatu Negara, bcrikut adalah ura.ian singkat 

mengena1 sejarah lahirnya perbankan di Indonesia duri mnsa ke 

masa 14
. 

Sejamh mencatat bahwa asal mula dikcnainya kegiatan 

perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan 

Eropa, yaitu dimulai pada zaman Babylonia, di1anjutkan ke zarnan 

Yunani kuno dan Romawi yang kemudian berkcmbang ke wilayab 

Asia Barat dibawa oleh ktnlm pedagang15
. 

Perkembangan Perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika 

JUga dibawa olch bangsa Eropa saat melakukan penjajahan ke 

Negara jajahannya, baik di wilayah Asia, Afrika, maupun benua 

Afrika. Bank-bank yang terkennl di daralan Eropa pada masa itu 

u Kasmir.Bank dan Lembaga Kemmg:.m Lainnya, (Edisi Revisi 200!), !'.nL 27~3:. 
,,~Ibid, !taL 28. 
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adalah Bank Venesia (tahun 1171). disusul dengan Barlk of Genoa 

dan Bank of Barcelona (tahun 1320} 16, 

Pacta awalnya, perbankan hanya menjalankan kegiatan 

penukaran uang. Pada perkembangannya, kegiatan penukaran 

uang tersebut berkembang menjadi pcnitipan uang atau yang 

disebut sekarang ini sebagai kegiatan simpanan. Selanjutnya. 

kegiatan perbankan berkembang 1agi dengan peminjaman uang, 

dimana uang yang disimpan masyarakat di daiam bank disalurkan 

1agi oleh bank kepada masyarakat yang membutuhktm dana, yaitu 

dalam bentuk pemberian Mau penyaluran pinjarnan dari bank 

kepada masyarakat. 

Kegiatan dan jasa perbankan tersebut dari waktu ke waktu 

terns berkembang dan kian be:ragam seiring dengan perkembangan 

dunla perdagangan, kegiatan ekonomi. dan tcknologi. Masyarakat 

semakin membutuhkan perbankan yang secan Jangsung maupun 

tidak langsung telah mampu mernbantu percepatan kegiatan usaha 

dan perekonominn. 

Di Indonesia sendiri, perbankan diperkenalkan pada zaman 

penjajahan Hindia Belanda yang pada nwalnya dibawa oleh 

Belanda dalam melaksanakan kegiatan perdagangannya, Pada 

masa pcnjajahan Belanda, terdapat bebcrapa bank yang memegang 

penman cukup penting dalam kegiatan perdagangan di fndonesia, 

seperti De Jfn•asche NV, De Post Paar Bank, De A!gemenevolks 

Maaatscappij (N/L\1), Natiouale Handles Bank (NHB), dan De 

.tScompto Bank NV. Selain bank-bank Belanda, terdapat juga 

beberapa bank milik pribumi, China, Jepang~ dan Eropa lainnya, 

seperti: Bank Nasional Indonesia, Bank Abu an Saudagar, NV Bank 

Boemi, Tiie Clrarteredbank of India, The Yokohama Species Bauk, 

The lvfatsui Bank, The Bank vfC!n'na, dan Batavia Bank, 

14 Up Cit, haL 28, 
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Selain bankwbank mllik swasta, sejak kumn waktu sela:ma 

masa penjajahan1 masa kemerdekaan, sampai dengan saat ini, 

Indonesia juga memillki beberapa bank yang dimlliki oleh 

Pernerintah~7• Untuk rnendapatkan garnbaran singkat mengenai 

perkernbangan dan sejarah bank millk Pemerintah di Indonesia, 

dapat dilihat dari tabel yang dilampirkan sebagai Lampiran dari 

Tesis Jni. 

Pada perkembangannya, industri perbankan nasional telah 

mengalami perkembangan pasang surut sejak beberapa dekade 

terakhir, Salah satu perkembangan yang menyita banyak perhatian 

adalah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang 

menimbulkan dampak negatif pada industri perbankan Indonesia, 

yang ditandai dengan terkikisnya pennodalarn bank. meningkatnya 

Non~Perjonniug Laan (NPL}. yang pada akhimya memaksa Bank 

Indonesia untuk mclakukan penutupan atau pencabutan ijin usaha 

sejumlah bank. 

Dalam rangka mcngembalikan kondisi perbankan Nasional. 

Pemerintah telah berupaya untuk melakukan bcberapa perbaikan, 

an1ara lain melalui restrukturisasi perbankan dan regulasi yang 

telah dimulai sejak tahun 1998 dan masih terus berlangsung sampai 

saat ini. 

Sepcrti yang tciah dikemukakan pada bagian awal Bab ini, 

tujuan dari restruturisasl perbankan dan rcgulasi di bidang 

perQankan !ersebut bcrtujuan untuk menghasilkan perbankan 

Indonesia yang lebih solid dan kokoh, sehinggn pada akhimya 

memiliki daya saing yang baik di dunia lntemasiona1 serta 

memiliki kekuatan yang baik dalam menghadang gelombang krisis 

ekonomi dan keuangan yang mungkin terjadi. 

Bagaimanapun, iidak dapat dipungkiri bahwa balk 

buruknya c1tra perbankan nkan mempengamhi kepercayaan 

n LocCit,haL29-:\I. 
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masyarakat (baik nasfonal rnaupun Internasional) dalam rnelakukan 

kegiatan usaha dengan peJaku usaha di suatu Negara. 

Selain itu, perbankan yang kokoh akan menjadi indlkator 

yang baik bagi kualitas sistem keuangan suatu Negara. 

2.1.2. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) 

Krisis ekonomi yang tetjadi pada tahun 1997 seolah-olah 

rnenjadi salah satu momentum yang membuktikan bahwa baik

buruknya SSK secara langsung maupun ridak langsung dapat 

mempengaruhi perkembangan perekonomian di suatu negara. 

Suatu sistem keuangan yang stabil: 

a. Akan menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang 

mendukung bagi nasabah penyimpan dan investor untuk 

menyimpan dananya pada Jembaga kcuangan, terrnasuk 

menjamin kepentingan rnasyarakat terulama nasaba.h ke{:il. 

b. Mendorong fungsi itermediasi keunngan yang efisen 

sehingga pada akhimya mendorong investasi dan 

pertumbuhan ekonmi. 

c. Mendorong beropernsinya pasar dan memperbaikj alokasi 

sumber daya perekonomlan. 

Olch karena itulah sejak retjadinya Y.risis ekonomi sampai 

saat ini, pembahasan tenta.ng SSK yang tcrlihnt dari berbngai 

publikasi, hasil kajian, seminar dan konvensi tcms menerus 

dibiearnkan dan menjadi agenda utama para pembuat kebijakan 

baik di tingkat Nasional maupun InlemasionaL 

Walauptm belum ada detinisi baku mengenal SSK, secara 

uml.ltn, SSK dianikan sebaga.i ketahanan sistern keuangan terbadap 

guncangan perekonomian, sehingga diharapkon fungsi 
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intermediasi, sistem pembayaran yang baik dan penyeba:ran resiko 

tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya 18 . 

SSK juga diartikan oleh Schinasi (2006a} sebagai suatu 

koodisi dimana sistem keuangan: 

a. Secara efisien memfnsilitasi alokasi sumber daya dari 

waktu ke walctu, dari deposan ke investor, dan alokasi 

sumber daya ekonomi secara keseluruhan, 

b, Da.pat menilaifmengidentifikasikan dan rnengelola resiko~ 

resiko ~euangan. 

c. Dapat dengan baik menyerap gejolak yang tetjadi pada 

sector keuangan dan ekonomi. 

Untuk mendukung terciptanya SSK diperlukan 4 (empat) 

faktorpendukung. yaitu 19
: 

a. lingkungan ekonomi makro yang stabil; 

b. lembaga keuangan yang dikelo1a dengan baik: 

c. pengawasan institusi keuangan yang cfektif; dan 

d. sis tern pembayaran yang aman dan handal. 

Adanya tekanan padll salah satu faktor tersehut di atas akan 

berpengaruh kepada faktor yang lainnya. 

SSK mcrupakan kebijakan pubJik (Crockett, 1997) 

sehingga secara umum semua pihak yang terkait dengan sistem 

keuangan ikut bcrtnnggung juwab, yaitu: 

a. Pemerinlah (termasuk hank sentral, Lembaga Penjamin 

Simpanan dan lemhaga sejenis) yang berfungsi schagai 

otoritas penthuat aturnn dan pengawasan. 

b. Pelaku kegiatan usaha keuangan seperti bank, pasar modal 

dan lembaga keuangan non-bank, 

c. Puhlik, khususnya dulam hal ini ada!ah pelaku kcgiatan 

ekonom( yang mcngguna k.an jasa kcunngan. 

IS B;mk Indonesia, f:Jooklct Sto.bi/i;as Sislem KerumgmL Apa. Mengapa. dan Bagnfmaua?. haL 2, 
w Ibid, h2l. 2. 

23 

Universitas Indonesia 

Aspek Hukum..., Diana Arsi Yanti, FH UI, 2008



Dibawah ini adalah gambaran mengenai peranan dan 

kedudukan masing-masing subyek yang berperan dalam 

menciptakan SSK yang stabil dan sehat. Dari Gambar 2.1. di 

bawah ini lerlihat bahwa untuk terciptanya SSK yang baik dan 

sehat diperlukan dukungan dari berbaga.i pihak khususnya otoritas 

pengatur dan pengawas bank dan lembaga keuangan. Disamping 

itu, diperlukan juga suatu kerangka hukum yang soild, pembagian 

tugas dan tanggung jawab yang jelas serta mekanh;me koordinasi 

yang efektif antar Iembaga, yang dapat dijadikan landasan atau 

dasar dalam upaya menciptakan dan memelihara SSK yang sehat 

dan baik. 

Sistem 
Pl:'!!!}l!Uf;:l!J 

dun 
Pcu;pwusa;t 

Bl (seb.tgai 
penglwas 

-~----~--

Gambar2.1. 
Kerangka Bangunan untuk Mendptakan 

SSK Yang BaikDan Schat 

Sumbcr: Bank Indonesia, 

Ler.der of Lan Leml:ag1 Kebijakan 
Rewr< Pc:tia.orin Pen:mgannn 

SilllJl:I!Uil Krisis 

Bl (LoLR) LPS Depkt:u, Bl, 
LPS 

Kerangka h\lk\lm yang solid, pembagian lugas dan tanggungjawab J'3ng 
idas dan mckanismc koordin-.si yang cfcktif 

I 
I 
J 

Perbankan yang merupakan salah satu subyek pcnting yang 

tcrlibat di dalam sistem keuo.ngan di suatu Negara. Oleh karena 

itu, perbaikan maupun restrukturisasi di bidang perbankan dan 

regulasinya terns menerus dllakukan dalam upaya meningkatkan 
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kualitas perbankan agar pada akhirnya dapat meningkatkan 

kepcrcayaan publik dan mendukung stabilitas perekonom1an 

ban gsa. 

Dari berbagai hasil penelilian mengenai SSK tennasuk 

penciiti<m yang di1akukan oleh BI melalul Direktorat Penelitian 

dan Pengaturan Perbankan (DPhfJ>), p~konomian suatu negara 

ak:an terpengaruh karena muncu1nya keadaan-sebagai berikut: 

a, perkembangan sektor keuangan yang sangat signi:fikan 

dibaudlngkan dengan perkembangan ekonomi; 

h. proses financial deepening menyebabkan berubahnya 

komposisi sistem keuangan, dimana pangsa moue/my 

assets (secara keseluruhan) semakln turon sementara 

pangsa noiHnonetary assets semakin naik, sehingga 

semakin meningkatkan monetary base; 

c, globali:sasi dan cross border integration menyebabkan 

semakin terintegrasinya system keuangan yang tercermin 

dari berkembangnya konglomerasi; 

d. sisiem keuangan semakin kompleks terutama instrument 

keuangan, produk rlan aktivitas akibat deregulasi dan 

Jiberalisasi, 

Mengingat pentingnya rnasalah SSK tersebut, rnaka bank 

sentral yang terdapat di hampir 50 negara di seluruh dunia telah 

mempunyai fungsi dan unit tersendlri yang bertugas mengawasi 

:sistem keuangan. Pada umumnya, hasH pengawasan tersebut 

dituangkan dalam laporan yang dikenal dengan nama Financial 

Stabilfry Repori/Revfew yang dapat dibaca di website masing~ 

masing bank scntra! Lersebut 

Di Indonesia scndiri, Bank Indones-ia dengan misinyu 

"mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah melalui 

kestabilan monetcr dan pengembangan stabilitas sistcm kcuangan 

25 

Universitas Indonesia 

Aspek Hukum..., Diana Arsi Yanti, FH UI, 2008



untuk pemb_angunan nasional jangka panjang yang 

berkesinambungan", telah mengadopsi 4 (empat) strategi yang 

dipcrgunakan untuk menjaga SSK, yaitu20
: 

a. pemantapan regulasi dan standar, 

b. peningkatan riset dan surveillance; 

c. peningkatan koordinasi dan ketjasama; dan 

d. penetapan jarring pengaman dan penyelesajan krisis, 

Adapun kerangka SSK sesuai visl BI adalah sebagaimana 

yang terlihat dalam Diagram 2.1. beril."Ut ini. 

MisiBJ 

Tujmm SSK 

Suategi SSK 

lnsu:ume 

Diagram 2.1. 
Kerangka KKSK sesuai Misi Bank Indonesia 

Sumber: Bank Indonesia 

"Mcncapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah 
.nrlalui kcmabi!an moneter dan pcngcmbangan 

stahifitas S)""Stem keu"ngan untuk pcmbangunan naslonal 
jungka p;mjang y:<lllg hcrkesir.ambungan" 

l 
P.:m;mla-
poo 
Regulasi & 
St:md::r 

I 
y 

Turn: ~knf n"''lx:ipt:lk:m dan mcmellh:1ra 
sys!Cm ke!llng:m yang stabil d:.m sehal 

l l 1 
Pcningka- Peniugka- Patelapan Jaring 
tan Rise! & wn Pengaman & 
Sun:ei. Kmnrlinasi l>¢:tyclcsainn 
lla~tce &Kerj3sam krisis .. + t 

• Regullsi Sistem Detcksi 
• Koordinasi Lender cflast • & Standar Dini 

IJJ!-c:rn~! 
spt B3Sie [mlikawr ''"" • Komdinasi Koudisl Nomtal c,., Ma\;rp • 

cks1en1a1 . Krisis Si~t<;mi';; 
Prindph:s. Prudensial • l'ih1ydes3illll Krisi> 
SPS!P. • lml:k:llor - Jariug Peo~tJ!U:ll1 IAS,ISA, Mikroprutlcosi ,,b ~r (ag~g~t) 

• Disiplin 
PJsar 

10 Dikutip darl website resmi Bank !Jldonesia; http//www.hi.go.id. 
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2.2. PENGATURAN TENTANG PERBANKAN INDONESIA DAN 

KEDt-nUKAN BAl'lK INDONESIA SELAKU OTORITAS 

PENGATUR DAN PENGAWAS KEGIATAN PERBANKAN D1 

INDONESIA 

Secara umum, kegiatan perbankan dl Indonesia dlatur dalam 

Undang-Undang No. 1 tahun 1992 tentang Petbankan sebagaimana yang 

telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 199821 ("UG 

Perbankan"). 

Sebagai pelaksanaan dari UU Perbankan tetsebut, Bank Indonesia 

juga telah rnenerbitkan berbagai peraturan yang sampai saat ini masih 

terus dikembangkan dan disempurnakan seja1an dengan kebutuhan dan 

perkembangan perbankan maupun kebutuhan dunia usaha yang semakiu 

kompleks. 

Pada awalnya, berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 

tentang Bank Sentral, Bank Indonesia dikukuhkan sebagai Bank Sentraf2
. 

Berdasarkan undang-undang ini, Bank Indonesia memiliki kedudukan 

sebagai pembantu Pemerintah2J. Hal ini menjadikan Bank Indonesia 

mcnjadi tidak indcpenden karena masih mcmbuka peluang adanya 

inlervensi dari pi!tak luar. 

Bamlah pada tahun 1998 dengan dikeiuarkannya Keputusan 

Presiden No. 23 tahun 1998 tentang Pemherian Wewcnang Kebijakan 

Moneter, dan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1998 tentang Pembentukan 

Kepanitiaan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang 

Kemandirian Bank Senlral, mulai dirumuskan suatu undang-undang 

mengenai Bank Sentral yang bcriujuan untuk mcnciptakan Bank Scnrral 

11 Undang~Undang No. 10 tahun 1998 ll'lllllng Pcrbankao 
~: Undang-Um:hmg No. 13 tahun 1968 ten!ang: Bunk Scnlm!. 
ll ibid. 
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yang mandiri, independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh unsur dan 
'b k ,, ptua manapun- . 

Kemandirian dan independensi Bank Sentral ini merupakan kunci 

penting untuk menjamin terlaksananya fungsi pengawasan dan 

peiaksanaan pe-rbankan yang baik dan efektif. 

Berdasarkan hal itula}4 maka pada tahun 1999 dikeiuarkan 

Undang~Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana 

Ielah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 ("UU Br). UU 

BI ini sekaligus merupak.an landasan hukum bagi kemandirian dan 

independensi BL Berdasarkan UU BI ini ditegaskan mengenai tujuan 

tunggal Bank Indonesia serta independensi Bank Indonesia baik dari segi 

kelembagaan, fungsi. manaJemen, personalia pimpinan, maupun 

anggaran25
, 

Berkaitan dengan status sebagai lembaga independen ini, pihak 

lain dilarang mclakukan segala bentuk campur tangan terhadap 

pe1aksanaan tugas BI dan Bl wajib menolak dan!atau mengabaikan segala 

bentuk campur Iangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan 

tugasnyi6. 

Berdasarkan UU BI, status BI merupakan badan hukum, yang 

metiputi badan hukllm publik maupun badan h1.1kum perdata. Dengan 

statusnya tersebut, terlihnt bahwa BI memiliki anggaran yang terpisah dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgara (APBN). Daiam slatusnya 

selaku badan hukum publik, BJ memilikl tugas dan fungsi untuk 

24 Kcputumn Pres1den No. 23 tahun 1998 tt:ntang Pcmberian Wewenilng d.::m Kcbij.ulmn Monctcr 
dan lnstruksi Prcsidcn No. l4 tahun l99S leniang Pcmbcnlukan Kepaniti:.tan untuk menyusun 
Rancungan Und;mg~Undang lentang Kemandiriun Bank SentraL 

n Dalam Paml -t Lindang-Undang No. 23 tatnm 1999 ter.tang Bank Indonesia dirumuskun bahwa 
Dank lndoncsla adalah lembaga Ncgara yang indcprnOOn, bcbas dar! cn:npur 1anga11 Pemda!ah 
dan!atau p1hak-pihak lainnya kccu:lli unluk hal-hal y:;ng .secara 1cgas diatur dalam Und;mg
Undang ini. Scbagai lcmbaga yang lndepemien, Bank Indonesia mcmitiki otonoml peuuh dalam 
pclaksanaan tugasnya. Disamplng itu, untuk lebih menjarnin indepcndensi term::but maka 
kcdudulwn Bank Indonesia berndJ di luor Pemcrinlah. Pcncantuman status mdertendcm dalam 
Undang~lJ:ndang No. 23 tahun 1999 1ersebu1 dipdruku:J unluk mcmbcrikan dasar hukum yang 
!mar, rnenjarnin l.;e_IXlstian bukum dan konsislcnsi status kelernbag.lan Bank [ndonesia. 

26 Pusul9 Undang-Unda:1g No. 23 tilhun !999 tcntung Bank !ndonesi~. 
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menetapkan peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas 

dan kewenangannya. Sedangkan sebagaj badan hukum perdata, BI 

memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum selaku subyek 

hukum perdata21 , 

Berdasarkan lJU BI, BI memiilki tujuan tunggal, yaitu menjaga 

stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap barang dan jasa yang tercerlllin dari 

perkembangan laju inflasi dan stabilitas Rupiah terhadap rnata uang yang 

lain28
• 

Untuk memastikan bahwa tujuan BI tersebut dapat terc:apai secara 

efektif dan efisien, terdapat 3 (tiga) piJar yang merupakan tugas utama 

Bank Indonesia, yaitu: 

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 

b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan 

c. mengatur dan mengawasi bank. 

Selain itu, sebagaimana yang telah dikemukakan pada Sub Bab 

angka 2.1 .2. di atas, Bank Indonesia selaku otoritas pengatur dan 

pengawas perbankan dan lembaga ke.uangan juga memiliki penman yang 

cukup penling dalam menciptakan dan memelihara SSK. Melalui berbagai 

program dan strategi SSK yang dijalankan oleh Bank Indonesia sejak 

tahun 2003, Bank Indonesia telah berperan aktif dalam mendorong 

terciptanya SSK tersebut. 

Pelaksanaan fungsi untuk mendorong dan mengirnplcmentasikan 

program-program SSK tersebut dilaksanakan oleh Bank Indonesia rnelalui 

Direktorat Penelitian dan Pengaturon Perbankan (DPNP) Bank Indonesia 

yang kemudian teiah mernbentuk Biro Stabllitas Sistem Kcuangan 

(BSSK). BSSK ini bcrtugas mclakukan penelitian terhadap SSK temutsuk 

identifiknsi atas hal-hal yang dapat mempengaruhi SSK dari waktu ke 

waktu serta membcrikan rekomendasi analisis dampak sistematik 

penutupnn beberapa bank yang bennasa!ah. HasH penelitian BSSK 

tcrsclml diterbiLkan M..--c.,rn mingguan d.,lam bentuk weekly report dan 

17 Pasai 4 uyut (3) Umlang·Undang No. 23 tahuo 1999\cntang Bank Indonesia. 
;u; Pasal 7 Undo.:lg-Und-.ng No. 23 tatwn 19991cn1<mg Dank lndoncsia 
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laporan triwulanan29
• Lebih lanjut lagi, Bank Indonesia juga telah 

membentuk Komite: Stabilitas Sistern Keuangan (KSSK) yang 

beranggotakan pimpinan satuan keJja terkait di Bank Indonesia sebagai 

wadah untuk saling berkoordinasi dan tukar menukar infonnnsi mengenai 

SSK. 

2.3. ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA 

Dalam rangka melaksanakan refonnasi dan restrukturisasi 

perbankan nasional pasca krisis ekonorni tahun 1997, maka sebagai salah 

satu pelaksamum fungsi dan tugas BI selaku pengawas dan pengatur 

perbankan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu 

dari bab ini, BI Lelah mengeluarkan Arsitektur Perbank:an Indonesia 

("API"} atau cetak biru dari arsitektur Perbankan Indonesia sebagai suatu 

kerangka menye1uruh yang meHputi arah, bentuk dan tatanan industri 

perbankan Indonesia dalam jangka lima sampai sepuiuh tahun ke depan, 

yang berlandaskan pada visi "mencapai suatu sistim perbankan yang sehat, 

kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan shltim keuangan dalam 

rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional''J0. 

APl hukan hany:a mcrupakan suatu policy recommendation bagi 

lndustri perbankan nasional dalam menghadapi segala perubahan yang 

terjadi dt masa mendatang mcbinkan juga merupakan policy direction 

mengcnai arah yang harus ditempuh oleh perbankun dalam kurun waktu 

k . Jl 
yang cu up panJang . 

Menurut pendapat Penulis, API sendiri scbenarnya dapat 

dipergunakan untuk menjawab tantangan bagaimana perbankan nasional 

dapat membctikan dnkungao kepada perekonomian nasionai dalam 

1 ~ Diambil dari si1us resmi Bunk Indonesia: http//www.bi.go.id, dan pcnjcbsan d:m sal;1h salU 
pcrsorril DPNP Bank Indonesia yang. diwawancarai oleh Penulis. 

~ 0 SiaNI!I Per.~ Btmk {ll(ion<tJio, "Pduncuran A:-sitci-<w.r Pcrb-anbm lndoncsiu"', Janul!n 20:::>4. 

01 Sugiarw. Agus, "Arsitcktur Pcrbankan Indonesia: Suatu Kcbu!uban dan Tantangan Perbank.rm 
Kedcj:mn", Artikel yang dimuat di harian Kompas, 5 Juni 2003. hal. l. 

30 

Universitas Indonesia 

Aspek Hukum..., Diana Arsi Yanti, FH UI, 2008



konteks pembangunan nasional yang berlanjut atau sustainable, Hal inL 

menyangkut perbankan dalam kaitan yang Jebih luas (sistim perbankan) 

dan hubungan fungsionaJnya dengan perekonom1an dan pembangunan 

nasional, termasuk kondisi yang ada dengan peluang serta tantangan di 

dalam dan diluar perbankan, 

Sejak diluncurkannya pada tanggal 9 Januari 1994, API telah 

mendapat beragam tanggapan dalam bentuk saran dan kritik membangun 

untuk menjadlkan program-program API lebih ter:integrasi dengan 

program perekonon1ian nasionaL Selaln itu. pcrkembangan perbankan 

secara globaJ juga menuntut adanya penyesuaian terhadap program

program API agar pada industri perbankan nasional memilikl daya saing 

yang baik di dunia lnternasional. Bertolak dari adanya kebutuhan tersebut, 

BI telah rnenyusun kembali program API dan menuangkannya dalam 

Buku API edisi kedua, 

Secara keseluruhan. penyempumaan tersebut menyebabkan 

bertambahnya program dan keglatan API yang akan dilakukan secara 

bertahap sampai dengan tahun 2013, Semula terrliri dari 19 program 

dengan 34 kegiatan, rncnjudi 20 program dengan 55 kegiatan. 

Pada dasamya, implemcntasi API di lndonesia seiring dengan 

implcmentasi arsitektur keusmgan g[obal yang diprakarsai oleh Bm1k for 

Internaslonal Settlements ("BIS") yang merupakan organisasi 

ln!ernasional yang mendorong ketjasama monetcr dan keuangan secara 

lntemaslon;tl dan melakukan tugas :sebagai bank bagi bank senlra132
, 

Dnlam upaya menciptakan pedoman kebijakan dan pengawasan 

bank yang seragam di berbagai Negara, pada tahun !974 BlS membentuk 

Basel Committee 011 Banking Supervision atau lebih dikenal dengan 

sebutan Basel Committee yang merupakan komlte yang dibentuk secara 

sukarela dari otoritas pengawas di beberapn Negara (umtJmnyu Negara 

yang tergabung dalam G~ tO dan beberapa Negara lainnya), 

12 Marc Saidr.mbe:rg dm1 Til Schuermann, "The New Basd Capital Accord and Qucs1ions for 
Research", The Whnrton F"inancial Jnslitulions Center, Federal Reserve Buok of New York: May 
2003, haL 3. 
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Komite ini tidak memiliki badan otoritas pengawasan lintas Negara 

yang resmi dan keputusan yang dihasilkan tidak dimaksudkan sehagai 

dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksau. 

Sebelum mernbahas satu per satu mengenai API, dalam Bab ini Penulis 

akan memberikan uraian mengenai lat.ar beJakang dan dasar pemiklran 

yang rnenjadi basis dalam pembentukan dari API tersebut. 

2.3.1. Basel II Sebagai Basis dari Arsitektur Perbankan Indonesia 

Sebagai pelaksanaan dari fungsi dan tugas yang diemban 

oleh BIS, Basel Committee merumuskan dan mengembangkan 

pedornan kebijakan serta pengawasan yang bersifat umum dan 

memberikan pemyataan yang ber1aku umum (best practice) yang 

diharapka:n agar para otoritas pengawas di masing-masing Nega:ra 

dapat mengadopsi pedoman tersebut sesuai dengan kebijakan 

-pengawasan yang diterapkan di masing-rnasing Ncgara34. 

Salah satu produk utama Basel Committee adalah 

penetapan standar pennodalan minimum untuk bank~bank di 

seluruh dunia yang dikenal dengan nama Basel Capital Accord 1 

atau Accord 88 yang untuk pertama kali dipuhlikasikan pada bulan 

Juli 1988 yang dirumuskan dalam suatu dokumen yang betjudul 

"international Couvergf.mce of Capital Measurement and Capilal 

Standard~;" dan telah ditcrapkan oleh seluruh anggota Basel 

Coumdlte<!5• 

-···----
•~ Bank Indonesia, "$-;:kilas 9aselll", booklet yang diterbitkan olcb Bank Indonesia, hat 41. 
j~ fbid. 
H Op Cit, l1aL 5. 

Basel Accord I :uau Accord 88 tersebul mcmu<tt bcbcrapa rckomcndasi, anlara 
lain mengenai rasio \.;t('Ukup;.m mod:d minimum scbesar 8% yang harus dimiliki oleh 
bank khususnya bank yang me!akukan kegiatan !nter.asional sccara aklif. 

Dengan ra:sio kecukupan modul scbc.."<!r 8% tersebut diy.~kini dapac menur<~okan 
risiko insolvabi:ila.> scrta memporkecil perbedaan y.mg O~::rsif<~l ko:npclltif schingga 
1ercipla keselara:m dalam indu~lri pt"tillmkan internu!onaL 

Dalam standar lerseb41, penghitungan rasio pcnnmhllan di!akukan dengan 
meogclompokkan asct bank dalam bcbempa kategori rislko d;l!l dlbcti bobot tcr1cn1u 
yaitu, o%, 20%, 50o/~ dan 100%. Bank 41persyaratkan untuk mcmisa!lknn ekspo.sumya 
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Seiring dcngan perkembangan sisten keuangan yang 

semakin kompleks, maka pada bulan Juni tahun 2004 Basel 

Commitiee mengeluarkan dokumen "International Convergence of 

Capital Measurement and Capital Standards - a Revised 

Framework" atau yang dikenal dengan nama Basel II yang 

merupakan kerangka permodalan baru yang memakai Acord 88 

sebagai struktur dasamya16, 

Basel II memberikan penekanan kepada perhitungan modal 

yang Jebih sensitifterhadap risiko (risk sensitive capital allocation) 

serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan 

manajemen risiko di bank?7
. 

Tujuan utama Basel JJ adalah untuk meningkatkan 

keamanan dan kesehalan sistem keuangan melalui peningkatan 

kesetaraao dalam persaingan (level playing field) dengan 

menciptakan altematif pendekatan yang lebih komprehenslf dalam 

perhitungan kccukupan modal bank sesuai dengan profil risikonya. 

Meskipun terlihat lebih kompleks, namun prinsip~prinsip dasar 

yang digunakan dalam Basel II dapat diadopsi oleh berbagai jenis 

bank dengan tingkat kerumitan dan kompleksitas bisnis yang 

berbed<!-beda1s. 

kc dalum be:baga: k:negori yang mcnggambarlmn kcsamam: !ipc debituc EksfJ'-"'SUr 
kepada nasabilh Jalarn tipc yang suma (wpcNi eksposur kcp<.~Ja scmua mmabah korporasi) 
ukan mt:mihki persyaratan modal yang sama 1anpa memperha:ikan perbeCrmn 
kcmampuan pcmbayaran kredit dan tisiko yang dimiliki olch masing~masing individu 
nasabah, 

16 Loc Gil, hal. 6 • 7. 
11 /,or. Cit, hal, 7. 
~5 LocCil, hal. 7-11, 

Kcrangka !Jasel {{ disusun bed.\lsa:~m for.vard !<JOking opprzy"~·f; yang 
memungkinkan dilakukanny:a pen.yempumaan dan pcnycsuaiun dmi wak!u 1:1.' wuktu 
sehin~a memungkinkan rc"tlm pcrmodalan ini mengikuti perubahan yang terjudi di pasar 
m:mpm; pcrkembang:m -perkembangan dalam manajcmcn risiko. 

Secara rcsmi Basel II akan diimplementasika~ .se<:ara kesduruhan VJda lah:m 
2007 !Jilll.lk 'Jegara-negar;1 yang tergabtmg dalam 0·10_ Adapun ptner&JKtr. Basel 11 -di 
Negar;~·ncgnri! non-G~IO diserahkan pa.;!a kcbijakan moritas setcmpat dengan 
mcngembangkan p;-iorit<~s, kcsiap:-~n dan infraslruklur yang tersedia. 
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Slruktur Basel IT dapat digambarkan sebagai suatu bentuk 

bangunan seperti yang terlihatpada Gambar 2.2. 

Gambar 2.2. 
Struktur Basel IT 

Sumber; Bank Indonesia 

Darl Gambar tersebut, pada dasarnya struktur Basel 11 

terdiri dari 3 (tiga) pilar ul<~ma, yaitu~9 : 

a. Pilar Pertamu, Minimum Capital Requirements: 

Mcnsyaratkan modal minimum yang harus Jipenuhi oleh 

bank dengan memperhi11mgkan risiko kredit, risiko pasar 

dan risiko operasional dari bank ilu sendiri. 

b. Pilar Kedua, SupervisOJ)' Revie;v Process: Merupakan 

proses pcngaw.nsan yang dilakukan oleh penga\vas untuk 

memastikan bahvn~ tingkat permodalan bank tctap berada 

padn tingkalan yang arnan dan proses perhitungan yang 

digunakan cukup memadai untuk menggamharkan profil 

risiko bank sccara utuh; dan 

•~ l.ocCit, hal. 9-11. 
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c, Pilar Ketiga, Market Dicipli11e: Terkait dengan disiplin 

pasar melalui aspek transparansi dan pengungkapan kepada 

publik (disclosure) sehingga memungkinkan para pelaku 

pasar untuk melakukan peniJaian secara independent 

tcrhadap profil risiko dan kecukupan modal bank. 

2.3.2. Pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia 

Sistim perbankan yang sehat dibangun dengan permodalan 

yang kuat sehingga pada gilirarmya akan mendorong kepercayaan 

nasabah (stakeholder) yang selanjutnya bank akan mampu 

memperkuat pennodalan melaJui pemupukan laba ditahan. 

Selanjutnya perbankan nasional yang beroperasi ~ara efisien 

akan mampu men:ingkatkan daya saingnya sehingga tidak hanya 

jago kandang yaitu hanya mampu bersatng di segmen pasar 

domestlk tetapi justru dihorapkan produk dan jasa perbaokan yang 

ditawarkan bank nasional mampu bersaing di pasar intcrnasionnl. 

Oteh ka.remmya, dalam IO (sepuluh) sampai dengan 15 

(lima betas) tahun kedepan, API menginginkan akan tcrdapat: 

a. 2 {dua) sampai 3 (tiga) bank dengan skala bank 

Intemasional~ 

b. 3 (tlga) sampai 5 (lima) bank dengun skala Nasionnl~ 

c. 30 (llga puluh) sampai 50 (lima puluh) bank yung kegiatan 

usahnnya tcrfokus pada segmen usaha tertentu dan BPR 

(Bank Perkreditan Rakya!) sertn bank dengan keg1atan 

usaha terba1as. 

Pada Gnmbnr 2.2. dapa£ dilihat Stmktur Perbankan 

fndonesla scsuai Vi<>i API~:;. 

~~ Diambil dari .'iJtllS resmi Bank Indonesia: h!tpr/w-ww.bi.go.icl. 
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Gam bar 2.3. 
Struktur Perbankan Indonesia 

Sesuai dcngan Visi Arsitektur Perbankan Indonesia 

fv1ot:taf Inti 
(Rp tnficm) 

Sumber: Bank [ndonsia 

Secara keseluruhan pe\aksanaan program implementasi API 

tcrdiri atas 6 (enam) pilar dan implernentasi piltrr~pilar dimaksud 

dilaksanakan dengan 19 (sembilan belas) inisiatif yang 

pelaksanE.an seluruhnya telnh dimulal sejak tahun 2004. 

Bcrdasarka11 penjelasan resmi yang dikutip dari situs BI 

mengenai Program API, ke~enam pilar program API terscbul 

adalah sebagai berikut: 

a, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang 

mampu memenuhi kebuluhtm masyarakat dan mendorong 

pembangunnn ekonomi nusional yang berkesinambungan; 

b. mcnciptakan sistem pcngaturan clan pengawasan bunk yang 

efeklif dan mengacu pada standar Intemasional; 

c. menciptakan indusrri perbankan yang kunt dan memiliki 

daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam 

menghadupi risiko; 

d. mcnciptakun good corporate gol'emmu:e dalam rangka 

mcmperkuat kondisi internal perbankan rmsional; 

c. mewujurikan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung 

tercipranya industri perbnnkan ynng sehat; dan 
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[, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen 

jasa perbankan. 

Ke-enam Pilar API tersebut di atas disusun dan 

dilaksanakan secara terpadu dan terkail satu sama lainnya, 

sehlngga diharapkan dapat menjadi suatu tatanan yang kokoh 

untuk pengembangan perbankan di Indonesia dimasa mendatang. 

Program API tersebut tidak hanya bcrpengaruh terhadap 

perbankan nasional tetapi dalam internal pengawasan yang 

dilakukan oleh BI juga terdapat aktivitas yang dilakukan melalui 

kegiatan pilar yang ke-3 yaitu peningkatan fungsi pengawas dan 

pemeriksa bank yang selama ini merupakan kewenangan BL 

Ke-enam Pilar API tersebut dapat digarnbarkan sebagal 

suatu bangurum dengan 6 (enam) Pi1ar41 seperti yang terlihat pada 

Gambar2.4, 

Gambar 2.4. 
Struktur Rangunan 6 (enam) Pilar 
Andtektur Perbankan lndoensia 

Sumber: Bank lndoncsi.a 

'
1 Diambil dari situ~ rcsmi Bank Jndor.esi:a: http:lh'Avw.bi.gc.id!web!id. 
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n Ibid. 

Sebubungan dengan pilar pertama dari program API 

tersebut yaitu struktur perbankan yang kuat, merupakan landasan 

yang paling utama dan menjadi target utama dari BI untuk 

pelaksanaan pengembangan dan pengawasan perbankan rli 

Indonesia. 

Pilar pertama tersebut dapat direalisasikan dengan adanya 

moda1 perbankan yang kuat agar perbankan rnemlliki kemarnpuan 

yang lebih baik dalam melaksanakan dan mengembangkan 

kegiatan usaba di masa mendatang. tennasuk mengantisipasi setiap 

risiko yang mungkin dihadapi. 

2.3.3. Pclaksanaan AFI dan Basel II 

Dalam menernpkan Basel I! yang telah ditetjemahkan ke 

dalam API 2004, otoritas perbankan Indonesia, dalam hal ini Bl 

telah menyusun langkah~langkah persiapan dalam mengorganisir 

dan menjadwalkan pelaksanaan setiap tahapan dalam pelaksanaan 

Basel 11 dan API tersebut dalam suatu Roadmap Jmplementasi 

Basel II. Penyusunan Roadmap tersebul dibuat dengan 

mempertimbangkan kondisi perbankan Indonesia saat lni serta 

target yang realistis yang sekirnnya dapat dicapai42
. 

Secara umum, pendekatan yang akan dipcrgunakan adalah 

pcndeka!an yang paling sederhana yaitu Stardardised Approach 

unluk perhitungan risiko kredit dan Basic Indicator Approach 

untuk perhitungan ris:iko operasionarn. 

Sehubungan dengan Roadmap tersebut, .seba:gaimana yang 

dikutip dari buku kccii berjudul • Sekilas Basel fl. Upaya 

Me11iugkutkan Mmwjemeu Risiko Pet·baukan' yang disusun o!eh 

Direktorat Peneli1ian dan Pengaturan Bank, Bank Indonesia, 

•J Bank Indonesia, Dircl..·torn:t Penelitian dan Pcngaturan Perbanki:ln, "Sekifas Bas.:d If Upaya 
!vfem'ugkmkan Mmwjemen Perbankan ... haL 29 
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beberapa langkah persiapan telah dilakukan oleh Bl, antara lain 

mencakup: 

a. Perumusan Ketentuan 

Bl telah membentuk Working Group Basel II yang 

bertugas melakukan kaj ian mengenai beberapa aspek dari 

penerapan dari Basel II di Indonesia. Hasil kajian tersebut 

herupa rekomendasi pengaturan yang selanjutnya akan 

diformu)aslkan dalam bentuk Consultative Paper {CP) yang 

akan didjstribusikan kepada stakeholders untuk 

mendapatkan masukan, pendapat dan saran-saran. Salah 

satu area pengaturan yang diperkirakan akan mengalami 

perubahan signifikan adalah ketentuan mengenai 

permodalan Bank. Perubahan ketentuan mengenat 

pennoda1an akan menjadi acuan utama dalam 

rnensinergikan beberap<~ ketentuan lainnya. Sementara itu, 

beberapa ketentuun teknis terkait akan disusun sebagai 

subordim.~.si dati ketentuan mcngenai pennodalan. 

b. Monitoring Kesiapan Pcrbankan 

Unluk me:mastikan bahwa industri perbankan tclah 

melakukan langkah-langkah persiapan menjelang 

pencrapan Bc:sel II, maka kepada setiap Bank diminta untuk 

membcnluk tim monitoring yang akan berperan sebagai 

konsultan bagi manajemen dalam menyusun langkah

langkah yang dipcrlukan terkai! dengan kesiapan Bank 

untuk menerapkan Basel II. 

c. Penyempumaan Laporan Bulmmn Bank Urnum 

Sebagai bagian dari proses adopsi Intematfoual 

Accou!l!illg Standards di perbankan Indonesia serta 
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mendukung penyedlaan data yang memadai, maka 

penyempurnaan Laporan Bulanan Bank Umum menjadi 

salah satu aspek yang akan disernpumakan. 

d. Program Komunikasi 

Disamping langkah~1angkah yang bmifat teknis, 

untuk meningkatkan pemahaman tentang kerangka 

pennodalan yang baru, BI secara kontinu telah melakukan 

kegiatan sosi&lisasi inforrnasi kepada masyarakat Melalui 

kegiatan ini, diharapkan masyarakat memiliki pemabaman 

yang lebih balk mengenai Basel ff dan penerapannya. 

e. Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilatl Pengawasan 

Bank 

Agar proses penerapan Basel II berjalan lancer, 

maka pada proses awal pcnero.pan Basel 11, Bank harus 

mengikuti tahapnn-tahapan yang ditetapkan oleh BL Pada 

saatnya, apabila Bank bermaksud rnenerapkan internal 

model dan tclah menunjukkan kesiapan dan kemampuan 

yang memadai. maka Bank tersebut dapat mcngajukan 

permohona.n kepada BL Selanjutnya, BI akan melakukan 

penelitian dan vcrifikasi mengenai kcs:iapan Bank yang 

bersankutan sebelum akhimya memberikan izin kepada 

Bank untuk menerapkan internal modelnya sendirL 

Apabila pemenuhan seluruh kondisi dan persyamtan yang 

dltentukan tc1ah tercapai, mnka bank telah siap untuk bcralih ke 

pendekntan yang lebih maju dengan persctujuo.n BL Seluruh Pilar 

da.Jam Basel ll akan dilaksnnakan secara bcrtahnp dan dihurapkan 

dapat ditcrapknn sepenuhnya pada tahun 2010. 

40 

Universitas Jndonesfa 

Aspek Hukum..., Diana Arsi Yanti, FH UI, 2008



« lbid, haL 25, 

Adapun pelaksanaan Basel II di Indonesia difok:uskan 

kepada pengembangan dan peningkatan kualitas manajemen risiko 

oleh perbank:m nasional sesua:i dengan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 5/8/PBIJ2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan 

Mauajemen Risiko Bagi Bank Urnum44
. Upaya peningkatan 

kua1itas manajemen risiko ini akan diterapkan kepada semua Bank, 

baik bank besar maupun kecil. 

Hal ini dihatapkan dapat mengunmgi dampak negati f yang 

mungkin ditimbulkan oleh tingkat persaingan antar Bank yang 

disehabkan oleh perbedaan kemampuan dan kesiapan Bank dalam 

menerapkan dan mengembangkan rnanajemen risiko beserta 

infrastruktumya. 

Khusus m¢ngenai dampak penerapan Basel II terhadap 

modal Bank, sampai saat ini BI bersama-sama dengan sejumlah 

Bank rnasih terus rnengadakan studi untuk mengetahui dampak 

kuantitatif penerapan Base[ II terhadap modal Bank. Manajemen 

Bank hams mengantisipasi dampak perubahan rasio permodalan 

Bunk termausk mempersiapkan berbagai sumber yang tersedia 

untuk mempertahankan rasio permodalan agar be:rnda pada 

tingkatan yang scpadan dengan profil risiko Bank itu sendiri. 

Berdasarkan hasil studi, penurunan CAR (Capital Adequacy Ratio) 

yang cukup besar terjadi pada Bank yang memiliki tingkat risiko 

yang besar juga. 

Dlsisi lain, Bank yang portofolio kreditnya didominasl oleh 

kredit retail dan KPR (Kredit Pemilikau Rumah) hanya rnengalarni 

perubahan rasio permodaian yang relatif keciL Ha[ disebabkan 

ATMR retail dan KPR febih rendah dari yang diterapkan saat ini. 

Dalam kerangka pelak.sanaan API dan Basel II, peningkatan 

perrnodalan Bank merupakan salah satu target ulama. Dengan 

dukungan modal yang baik dan memadai, dlbarapkan Bank dapat 
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mengembangkan sumber daya dan teknolngi infonnasi yang 

diperlukan. 

Agar penerapan Basel Il dan API dapat berjalan dengan 

baik, perlu dilakukan beberapa pemberesan di tingkat perbankan, 

yaitu dimulal dengan penerapan praktek manajcmen rislko yang 

baik, penyesuaian standar akuntansi yang mengacu kepada Standar 

Akuntansi Internasional, penerapan penghitungan permodalan 

secara konsolidasi dengan perusahaan tertentu dalam sektor 

keuangan kecuali asuransi, dan pengakuan perusahaan pemeringkat 

agar dapat melakukan pemeringk:atan yang obyekti f terhadap 

debitur Bank45
. 

2.3.4. Penerapan Basel II di Negara Lain 

·~ Op Cit, h~l. 27. 

Strategi dan cara penerapan yang dipilih oleh suata Negara 

untuk menerpkan Basel JI, bisa berbedn.-be<ia dan bervariasi sesuai 

dengan kondisi dan perkembangan perbankan di masing-masing 

Negara. 

Untuk Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kehijukan 

penerapan Basel II umumnya diawali dengan peoggunaan 

pendekatan yang paling sederhana. Perbeclaan kehijakan terletak 

pada tahapan selanjutnya ketika bank akan melakukan migrnst 

dengan menggunakan pcndekaian yang lebih maju. 

Berikut adaJah uraian singkat mengenai penerapan Basel II 

di beberapa Negara46
: 

a. Perancis: 

:\>fengacu pada High Level Principles for the Coss~border 

lmplememafirm of rite New Accord dan EU Directive 

pYOllisiou, Secretariat General de Ia Commission Bancafre 

~ 6 Loc Cit, haL 34·37. 
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(SGCB) akan bert1ndak sebagai inisiator dalam pengawasan 

berdasarkan konsolidasi untuk bank-bank yang berkantor 

pusat di Perancis. 

b. Jennan: 

Sarna halnya dengan Negara Uni Eropa (EU) Iainnya, 

implementasi Basel 11 di Jerman akan dilakukan sesuai 

dengan araban Komite dan Parlemen EU dengan 

menerapkan Capital Requirement Directive (CRD) mulai 1 

Januari 2007. Setiap Negara EU akan menerapkan CRD 

dengan tetap mempertimbangkan diskresi nastonal. 

Sebagai otoritas pengawas Bank, BaFin akan melakukan 

komunikasi dengan otoritas pengawas lainna terkait dengan 

home-host issues. 

c. Inggris: 

Penerapan Basel If di lnggris didasarkan pada framework 

European Economic Area (EEA) dan the Commitree of 

Eumpeau Banking Supervisors {CEBS) untuk ke~asaml! 

ltome-ltost nntuk EEA countries dan Nou-EJ::A countries. 

d. Austrnlia: 

Basel II akan ditempkan kepo.da seluruh bank mulai akhir 

!alum 2007 bcrdasarkan persetujuan dari APRA (Australian 

Prudential Regulation Authority) dan dipt.>rkirakan hanya 

sekitar !0 (sepuluh) bank yang akan menerapkannya. 

e. Hong Kong: 

Perhankan di Hong Kong diperholehkan memilih 

pendekatun Standardised Approach, Foundation IRB dan 

Advanced JRB untuk pengukuran risiko kredit. Untuk 
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risiko operasional, perbankan juga diperkenankan mernilih 

pendekatan Busic Indfcator Approach atau Standardised 

Approach. Perbankan dapat merencakan sendiri kerangka 

waktu untuk penerapan tersebut. 

f. India: 

Reserve Bank of Judia (otoritas pengawas di India) telah 

menetapkan kebijakan bahwa perbankan harus me1akukan 

penilaian yang mendalarn terhadap setiap altematif 

pendekatan pengukuran risiko dalam proposal Basel D. 

Selain itu, bank diminta untuk membuat roadmap rencana. 

penerapan dan migrasi ke Basel II serla melakukan review 

secara triwulanan. Perbankan diwajihkan menerapkan 

Standardised Approach untuk risiko kredlt dan Basic 

indicator Approach untuk risiko operasionat Setelah 

persyara!an kapasitas kemampuan {skill) telah memadai dan 

mempcroleh izin dati RBI, maka barulah bak diperbolehkan 

memepcrgunakan pendekatan dengan menggunakan 

internal model 

g. Singapura: 

Basel II akan diterapkan kepada seluruh bank di Singapura 

pa.da saat yang bersamaan dcngun Negara-ncgara G-10, 

yaitu selambat-lambatnya pada akhir tahun 2007. Otoritas 

pengawas dl Singapura (Mane/my Authority of Singapore) 

tidak mcwajibkan perbankan untuk menerapkan pendekatan 

tertentu secnra spesifik me!ainkan menghampkan bank 

mene-rapkan pendekal.an yang paling sesuui dengan pmfil 

rjsiko serta konsisten dengan budaya dan system 

manajemen risiko masing-masing bank. Bank yang aknn 

menggunakan pendckalan yang lebih maj11 untuk risiko 
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pasar dan risiko operasional disarankan agar menggunakan 

pendekatan Advanced IRB untuk risiko kredit. 

h. Malaysia: 

Penerapan Basel II di Malaysia akan dilaksanakan da[am 2 

(dua) tahapan, yaitu Fase l yang dimu!ai pada bulan Januari 

2008 dan Fase 2 yang dimulai pada bulan Januar:i 2010. 

Pada Fase yang pertama, seluruh bank akan menerapkan 

Standardised Approach untuk tisiko kredit dan Basic 

Indicator Approach untuk risiko operasionaf bank. Bank 

diwajibkan menyampaikan perhitungan secara parallel 

(Basel I dan Base/If) setiap bulan selama 1 tahun sebe1um 

implementasi Standardised Approach. Pada Fase yang 

kedua, perbankan diwajibkan menyampaikan perhitungan 

permodalan secara parallel setiap bulan selama. 1 tahun. 

1. Philipina: 

Basel II akan diterapkao sepenuhnya pada rnhun 2007 

dengan menggunakan pendekatan Standardised Approach 

untuk bank universal dan komersiaL Bank diperbolchkan 

menggunakan pendekatan yang lebih maju u:ntuk risiko 

kredit dan risiko operasional mulai tahun 20 I 0. Pad a tahun 

terscbut diharapkan pemerintah Philipina le!ah memiliki 

kompHasi database yang tela.h memcnuhi persyaratan 

minimum untuk mendukung pcngguna.an internal model 

dan memberlkan waktu yang cukup bagi industri dan 

otoritas pengawas untuk meningkatkan kemampuan teknis. 
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J. Thailand: 

Penerapan Basel II akan dimulai pada akhlt tahun 2008 

kepada seluruh bank yang akan dilakukan secara paralci 

antara Basel I dan Basel II. 

'***"'** 
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BAB3 
STRUKTURPERMODALANBANK 

3, I. TUJUAN DAN MANFAA T MODAL 

Modal merupakao tulang punggung bagi bank atau badan hukum 

lainnya yang menjalankan kegiatan usaha, da!am memulai, melaksanakan 

maupun mempertahank:an kegiatan usahanya. Tanpa adanya modal, 

mustahil suatu badan usaha dapat rnerealisasikan tujuan pendiriannya 

dengan sebagaimana mestinya. 

Modal rersebut dipergunakan sebagai sarana dalam mencapai 

maksud dan tujuan darl suatu badan usaha sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam anggaran dasar atau dokumen pendirian. Bcsar kecilnya 

modal tcrgantung kepada jenis kegiutan serta rencana dan strategi usaha 

yang hendak dicapai. 

Oleh kmena itu, amatlah beralasan mengapa di dalam program API 

maupun Basel II, "111empcrkuat struktur modal" dimasukkan sebagui pilar 

yang pertama, karcna modal mcrupakan longgak utama yang tcrpcnting 

dalam menentukan tingkat kesehatan dan pwformance suatu Bank. 

Sccar.n unmm, modal tldak hanya memiliki fungsi scbagai 'snrnna' 

partisipasi dari Pemcgang Saham atau pemodal, letapi sekaligus juga 

sebagai indikator untuk menentukan schat lidaknya suatu badan nsaha, 

Sebagaimana diketahui, kegiatan usaha suatu badan usaha sangat 

bergantung kepada kcberadaan dun kecukupan modaL Besar~kecilnya 

usaha, amat berl"'aitan erat dengan modal yang dimiliki oleh badan usaha 

tersebut. 

Di dalam konscp hukum Pcrseroan Terbatas, peranan, fungsl dan 

tanggung jtnvab antara Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi 
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Perseroan adalah terpisah dan berdlri sendiri. Masing-masing rnemiliki 

fungsi dan tanggungjawnb yang tidak dimiliki oleb organ lainnya47
• 

Sehubungan dengan modal, tanggung jawab utama dari Pemegang 

Saham adalah melakukau penyetoran atas modaL Selanjutnya, setelah 

melaksanaknn penyetoran modal tersebul, Pemegang Sa ham berhak untuk 

menjalankan setiap hak yang diberikan kepadanya sebagai Pemegang 

Saham. 

Direksi selaku ujung tombak yang melaksanakan operasiona1 dan 

kegiatan usaha Perseroan, memlliki tanggung jawab untuk menjaiankan 

maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diga.riskan di 

dalam Anggaran Dasar. 

Untuk bisa melaksanakan tanggung jawabnya tersebut. Direksi 

berhak untuk mempergunakan modal yang telah disetorkan oleh 

Pemegang Saham. Guna memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab Direksi, Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan 

pcngawasan terhadap DireksL 

Sehubungan dcngatl kcgiatan Bank yang jugu dapat melakukan 

kcgiatan penghimpunan dana dari masyarakaf13
, maka Bank juga dapat 

~ 7 P'asal l ayat (4) Cr.dang-Undung Nomor 40 w.huu 2007 ten tang Pcrscroan Tcrbalas. 

•~ Pasal 5 UU Perbankan. 
Jenis kegiatan usaha Bank adalah: (a} menghimpun dana dari masy:rraimt daiilffi 

bcn!uk giro, deposilo berjang:ka. scrti:ftlrot deposito, tabungan danla!au bentuk ltti:nnya 
yang dipcrsamakan dcng;m itu: (h) mer.;be:lkan kreditl {c) m:merbltkan surnt pengakuan 
hutaog; (d) mcrnbc!i. mcnjunl atau menjamin at<ls risiko scndiri maupun untuk 
kcpcntingan dan alas perintah nnsabalmya, inslrumen-instmmen sural berharga yang 
di1emukan dalam VlJ f>crbankan; (c) mcmir.dahkan uang b.lik untuk kcpcntingan scndiri 
nmupun untuk kcpentingan na9abah; {f) mcncmpatk:m dana, meminjam dana dari, atau 
meminjamkan dana kcpada bank lain, baik dcngun mcnggunakan sural, $arana 
telckomunikasi maupun dcngan wcscl unjuk, cek atau sarana lainnya; (g} mcncrimu 
pcmbayarnn dari tagih.an alas sural bcrharga dan me!akukan perhitungan dcngan atau 
antar pil::<~k keiiga; (h) mcnycdiakan ternpa! 1,.mtuk menyimpan barung dan surllt bcr~argll; 
{i} mclakukan kcgiatan pcnitipan unwk kcpcntingan pihak lair, berths<~rklln suaw 
koo:rak; (j) mdah:ukan pcne:npiltan rlana dari nasabah kcpatfu nasabah lainnya da!am 
bentuk n:r.-.t bcrharga yang !ldak lercatJ.I di Bursa Efek; {k) mcmbcli mclalui pclelangan 
agu:mn baik scmua maupun scbagian dalam hal debitut tidak m;;mcnuhi kcwajibannya 
kcpada Bank, dcngan ke~cntuan agunan yang d!bdi :erscbut wajib <hcai:knn secepatnya; 
(I) melakuk11n kegiatan anjak pittang. usaha bnu krcdil dan kegiatar. wali :mmna!; (w.) 
mcnyediakan pembiayaan bagi ni:lsab:~h berda.<;arlwn prinstp bagi hasil ses1.1ai dengan 
ketentuan y.tng dih:!upkan dalam Pcrawran Pemerimah; dan (n) mdakukun kcgiat;m lain 
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mengelola dan 1memberdaynkan' dana dari mas:yarakat tersebut sebagal 

bagian dari mata ranlai pelaksanaan kegiatan usahanya, 

Bagi suatu bank, perrnodalan dapat juga berfungsu untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan 

fungsinya sebagai lembaga keuangan. 

Oleh karena. itulah, untuk memastikan bah'.-va industri perbankan 

memilikJ permodalan yang cukup guna mendukung keglatan usahanya, 

otoritas pengawas perbanka.n {dalam hal ini BI), bertanggung jawab untuk 

menetapkan jumJah minimum permodalan yang harus dimiliki oleh Bank 

(regulatory capital} yang harus dijadibn acuan oleh industri perbankan. 

Pemenuhan kecukupan modal tersebut juga merupakan salah satu 

komponen peniJaian dalam pengawasan bank yang tercermin dari 

pemenuhan rasio kecukupan modaL 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan disini, tujuan dan fungsi 

modal ba&ri perbankan {khususnya Bank Umum), adalah antara lain: 

a. sarana bagi Pemegang Saham untuk menyalurbn investasinya 

dania tau partisipusinya di dalam kegialan usaha Bank; 

b. snrana awal (yang bisa clipergunakan oleh Direksi) untuk 

operasional Bank, seperli, membeli kebutuban peralatan untuk 

modal usaha, membayar gaji karyawan, mengurus perijinan uso.ha 

dan dokumen perusahaan, dan lain-lain; 

c. sarana unluk menjalankan kegiatan usaha dalam rangka mcncapai 

maksud dan tnjuan usaha, misalnya; ur.tuk memberikan kredit atau 

fasilitus pinjaman kepada nasabah, untuk dana jaminnn yang hams 

yang lazim dilakukan olch Bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pcrbrmkan dan 
permurnn perundang~unda~an yang bcrlaku. 

Lebih lru~ju!, Pasal {j UU Perbankan mcncntukan tmhwa Bank Umum clapat juga 
menjalankan: (n) keg1tnan d;:dam valula asiog ill:nga:n mcmcnuhl kctentuan yang 
ditclepkan 81; (b) kcgialan penycf\por, modal pad<t bank atau pcrusal1uan hun dt bid1mg 
kcmmgan, scpcr:i sc;\a gm:a us.aha, modal venwra, perusah:tttn cfek, asuransi, scrta 
lcmbagn klt;ing pcnycics;lian dun pcnyimpanan, dengan m;:m~nubi kcte111'Jan yang 
dite!aplmr. o!ch Bl; {c) kcgl<:~!ar. ;~cnycrtaan modal scmcmara umuk rncngatasi nkiba~ 
kcg:.galu: kred11, deng:m syzral hnr JS mt.."Tlmik kcm6ali p~nycrt.Jannyil, dcJJg:m mcmcnnhi 
kctcntuan }'1.tr:g ditctaplrnn 131: dan (d} bcnindak scbagai pcndiri dana pcnsiun da.1 
pengurus dana pc:miun scsmu dcngun kc:cnt1mn peraluran pcru:1dang-und:mg:m dana 
pcnsiun yang ber!aku. 
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diserahk.an kepada Bl sebagai peserta kliring. untuk membayar 

premi sebagai peserta LPS, dan lain-lain; 

d. sarana untuk memperkuat posisi keuangan Bank dalam 

mengantisipasi kerugian!resiko yang mungkin timbu1 dari k:egiatan 

usaha. kegaga1an krcdit atau resiko lainnya. 

3.2. PENGATIJRAN MENGENAI MODAL DA:'ol PERMODALAN 

BANKUMIJM 

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab ll Tesis lnl, penguatan 

struktur permodalan perbankan merupakan Pilar yang pertama dari API 

yang sekaligus juga mempakan Pilar pertama dari Basel II. Perbankan 

yang memiliki struktur permodalan yang kuat diharapkan memiliki 

kemampuan yang bail< dalam menopang dan menyerap rislko yang 

dih.adapi. 

Di Indonesia, pengaturan mengenai struktur permodalan Perseroan 

secara umum maupun struktur permodalan Bank khusus:nya, diatur datam 

beberapa produk peraluran yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat, Pemerintah dan Bank Indonesia, dimulai dari Undang·Undnng 

(UU), Peraturan Pemerintah (PP) atau lnstruksi Preslden (Inpres). 

Peraturan Bank Indonesia (PBl), Smut Edanm Bank Indonesia (SEBI), dan 

berbagai peraturan lainnya. 

Khmms untuk pcraturan yang berkuitan deogan stntktur 

permodalan, pelaporan dan pe1Hksanaan kegiatan pcrbankan serta modal 

inti minimum perbankan yang akan dibahas dalam Tesis 1m, 

pengaturannya adalah antara lain sebagaimana yang dimUIH di dalam; 

(a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tcntang Perbankan 

sebagaimana tclah diubah dengan Umlang-Undang Nomor lO 

tahun 1998; 
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(b) Undang-Undang Nornor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

sebagaimana lelah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2004; 

(c) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentan_g Perseroan Terbatas, 

beserta seluruh peraturan pelaksauaannya {"UUPT'1; 

(d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1SIPBII2008 tangga1 24 

September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

BankUmum 

(e) Surat Edaran Bank Indonesia Nornor 10/26/DPNP tangga1 15 Juli 

2008 ten tang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

8/15/DPNP tangga1 12 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank 

Umum; 

{f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor l0/3/UKMI tanggai 8 

Februari 2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum; 

(g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/t/PBII2008 tanggal 29 

Januari 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 8/5/PB1'2006 tentang Mediasi perbankan; 

(h) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 

Desember 2007 teniang Pedoman Penggunaan Metode Slandar 

Dalam Pethiiungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank 

Umum dengan memperhitungkan Ris:iko Pasar; 

(i) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/DPNP tanggal 12 

Desember 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam 

Penggunaan Teknologi Infonnasi oteh Bank Umurn; 

(i) Surat Edaran Balik Indonesia Nomor 9/32/DPNP tanggaJ 12 

Desember 2007 tenlang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan 

Indonesia; 

(k) Pemtumn Bank lndonesia Komor 91I6/PBI/2007 tunggal 3 

Desember 2007 tenlang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 7/l5/PBV2005 K'11tang Jumlah Modal Inti Minimum Bank 

Umum; 
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(!) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/J 3/PBJJ2007 tanggal 1 

November 2007 tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum 

Bank Umum dengan Memperhituogkan Risiko Pasar; dan 

{m) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9112/DPNP tanggal 30 Mei 

2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Govemance bagi Bnnk 

Umum. 

Sejalan denga.n perkembangan pelaksanaan program API, sampai 

saat ini BI masih terns mempersiapkan produk regulasi baru di bidang 

perbankan yang harus dijadikan dasar bagi perbankan dalam menjalankan 

kegiatan usahanya, sehingga target yang ingin dicapai melalui program~ 

program API dapat direali:sasikan dengan sebagaimana mestinya. 

Tentu saja hal tersebut barus diimbangi juga dengan kesesuaian 

antara pernturnn yang dike1uaikan oieh BI dengan pernturan perundang

undangan lainnya, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan 

pertentangan ntau lr..erancuan antarn satu dengan yang lainnya. 

3.3. STRUKTUR PERli10DALAN PERBA."iKAN BERDASARKAN 

UUPT DAN PERA TURAN PERBANKAN 

3.3.1. Keteutuan Mengenni Mod;:al dan Struktur Permodalan 

Bcrdasnrkan UUPT 

Berdnsarknn UU Perbankan, salah satu bentuk badan 

hukum Bank adalah Perseroan Terbatas49
. Semua bank umum 

milik Pemerintah yang berbentuk Perusnhaan Perseroa.n 

(PERSERO) yang merupakan Badan Usaha Milik Negura50 dan 

u Pus<~l21 ayal (!) UU Perbankan, 
llc:~tuk badan huh:m Ba:1i< unmm dapal berupa sal<:~h satu dari: (<~) Pcru$ahuun 

Per5eroan {PERSERO); (b) Pcmsahm.m D.ilcrah; (c) Kop::rnsi; ata'J (d) Perseroan 
Tcrbatas. 

10 Und:mg.Undang Nomor l91ahun 20C3Jcm:mg Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN'l 
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bank umum milik swasta di Indonesia, memilJk:i bentuk badan 

hukum Perseroan Terbatas. 

Dengan demikian, semua ketentuan yang diatur dalam 

UUPT berlak:u pula bagi perbankan sebagai lex generalis, 

sedangkan ketenluan yang diatur oleh Bt berlaku sebagai lex 

specialist. Demikian pula dengan ketentuan peraturan di bidang 

pasar modal1 akan berlaku sebagai lex specialist bagi Bank yang 

telah ben;tatus perusahaan publik. 

Struktur pennodalan Perseroan yang diatur dalarn UUPT 

pada dasamya terdiri dari5 1
: 

a, Modal Dasar (Authorized Capital); 

h. Modal Ditempatkan (Issued Capital); dan 

c. Modal Disetor (Paid Up Capital). 

Setiap Perseroa.n harus memiliki Modal Dasar sebesar 

minimum Rp. 50 juta~z. Dari Modal Dasar tersebut, harus telah 

ditempatkan dan disetor penuh sebesar minimum 25% (dua puluh 

lima persen):s3
• Untuk selanjutnya, setiap pengeluaran saham a tau 

modal baru, harus disetor penuh seluruhnya oleh Pemegang Saharn 

yang mengumbil bagian atas pengeluaran modal atau saham baru 

tersebut54
. 

Modal Dasar Perseroan terd[ri dari scluruh nilai nominal 

saham55
. Setiap saham yang telah dikeiuarkan oleh Perseman 

rnemberikan hak kepada pcmiliknya sesnai deng.:'!ri ketentuan ynng 

diatur datam UUPT (misalnya. hak untuk hadir dan memberikan 

Bcrdusarlrnr. UU .BIJMN, BUMN tcrdiri C.ari PERSERO dan PERUM Un!Uk 
BUMN Pcrsc!O ha.n.Js berbenwk Perscroon T<.--rb<t\Us, dan deng<~n dcmikian hmduk kcpada 
kctcntuan yt~ng diatur da!am UUPT berib1 selu~uh perall!Dn pelaksanaMnya, 

51 Pasal 32 dan Pasn! 33 UUPT, 
51 Pa.>al32 ayat (1) lJUJlT. 
~) Pasal JJ aynt ( l) UUPT. 
5~ Pasal 33 ay:ll (3) UUPT. 
55 Pasal 31 ayat (I) UUPT). 
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suara di dalam RUPS. hak untuk menerima deviden atas saham dan 

lain-lain). 

Penyetoran modal ofeh Pemegang Saham dapat dilakukan 

dalam bentuk tunai atau dalam bentuk lainnya dcngan 

mempcrhatikan ketenluan dan pcrsyaratan yang diatur da1am 

UUPT''. 
Mengingat pentingnya modal bagi Pcrseroan serta maofaat 

adanya penyctoran modal oleh Pemegang Saham1 UUPT juga 

me-ngatur beberapu ketentuan yang harus diperhatikan sehubungan 

dengan penyetoran modal serta. kepemilikan saham di dalarn 

Perseroan, yang pada dasamya merupakan perlindungan terhadap 

modal Perseroan, yaitu antara lain: 

a. Setiap pengeluaran saham dan perubahan slrnktur 

permodalan (termasuk pengurangan modal) harus terlebih 

dahulu mempcroJeh persetujuan dari RUPS; 

b. Keharusan untuk mengumumkan di 2 (dua) sural kahar 

harlan untuk penyetoran saham da.lam bentuk benda tidak 

bergcrak57
; 

c. Larangan kepada Pemegang Saham atau kreditor yang 

% Paso1 34 ayat (I) UUPT. 

mempunyai tagiha.n kepada Perscroan untuk 

mengkompcnsasikan hak iagilmya sebagai penyetoran 

modal, kccuali tetah memperoleh pcrsetujuun RUPS5~; 

Berdas:arkan Penjclasan resmi Pasal 34 ay-at (\) dan ayat {2) UUPT, p<~da 

umunmya pcnyeloran saham dilakukan dalam bc:l(uk uang t•Jnai" Akna !etapi, tiduk 
tertulup kcmungkinan untuk tlilakukannya penyelornn saltam dalnm bcntuk lain, b.aik 
bc."'Upa ben6 berwujud maupun bcnda tldak bcrwujud y:mg dapat dmilai dengrm. uang 
dun yang scc:ua nyata telah <iitelinm oleh pcrscroan. Pcnyctorun saham dnlam bemuk 
lain selam tunal, harus dlsertni rincian yang mencrangkan nilai alau harga, jenis atau 
m;tcam, slalus, Lcmpul kcduduknn, dan laft1];;tln y<~ng di<lnggap pl-rlu untuk mcmbcrikan 
kejelasan mengenai JlCnyc!onm lcrscbut. Sel<iin ilu, !erhnd:::.p obyek y<~ng nlwn dijndik:l.n 
sctor:m modal harus tcrlel:tih dahu\u ditakukan pt:ndaian o!ch pcnil<~i lndepm:denl untuk 
mcncntuk.an n]ai waja: (ynitu uilai paso.r) dllri obyck icrscbut. 

:P Pasal 34 ay.t! (3) LUPT. 

'IS Pasal 35 ayat (l) UUPT. 
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d. Larangan kepemilikan silang (cross l1olding) dimana 

Perseroan memiliki saham di dalam induk perusahaannya59
; 

e. Larangan kepada Perseroan untuk mengeluarkan saham 

untuk dimiliki sendiri~(); 

f. Kemungkinan kepada PerSeroan untuk melakukan 

pernbelian kembali alas saham yang telah dikeluarkan 

berdasarkan ketentuan yang diarur dalam UUPr1
; 

g. Kewajiban kepada Diroksi untuk membuat Daftar Khusus 

Pemegang Saham yang memuat kepemil.ikan saham oleh 

anggota Direksi, Komisaris danlatau anggota keluarga 

Direksi atau Kornisaris di dalam Perseroan yang 

bersangkutan maupun di dalam perusahaan lain61
. 

3.3.2. Kedudukan dan Status Modal Milik Pemegang Sabam 

Berdasarkan UUPT 

Dari aspek hukum Perseroan Terbatas, kedudukan modal 

tidak hanya sebagai wujud partisipasi pc:mcgang snhnm di da.lam 

Perseroan yang dl dalamr.ya terkandung hak-hak dan kewajiban-

S'i Pusal 36 ayal {l) UUPT, 
w Jbui. 
61 Pasal 37 ayat { l) IJUPT. 

Untuk pcrnbelian kembali saham yang tcl:oh dikclwrkan olch Jl'<)rseman terba!as, 
Pas;.i 37 LUPT mcncntukan bahwa pembelian kembali terscbut (a) lidak mengakibatkan 
kckayaan bersih perseroan menjadl lcbih kcci! dari modal yang ditempalka.n dan 
cadang:m wajib yang lela.h disisihkan; (b} jumlah nilai nominal scluruh saham yang dibeli 
kemba!i olch pcrscroan dan gadai saham a\au jamimm fidusia alas sahnm yang dipcgang 
oleh pcrscroan scndiri danlatau perseroan lain yang sahamnya Sc;;:am hmgsung atau lidak 
l:mgsung dimiliki oleh perseroan tidak mckbihi lO% (sepuluh persen} dari jumlah moda! 
>·;mg di1cmpatkar. dalam pcrseroan, kecuaH diatur l<1in da!am pcramran pcrur.&ng~ 
~mdangar. di bidang ;;aSilr modal; (c) ;;cmbclian kemtJaE saham dan pt.·ngaEhunny;l lcbih 
lanjut hanya bok:h dilakuk:tn berdasrukan persrtujmm RUPS, kecuah dhentukan !ain 
d;dam pcra:uran pcrundang~undangan di bid;;ng pasar modtl: (d) Sl.ltiap pcmbehan 
kcmbaH saham atau penga!ihanny.A lcbih l;mjut yang berlentanga!'l dengan kelentU<~n 

tersebut adal:ah batal demi hukum, 

~! Pasal 50 ay.tl {2) CUPT. 
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kewajiban pemegang saham sebagairnana yang diberikan oleh 

UUPT. 

Melalui modal (yang dibagikan kepada Pemegang Saham) 

dalam bentuk saham~saham, Pemegang Saham memiliki hak untuk 

mencntukan berbagai arah kebijakan yang dijalankan Perseroan 

melalui keputusan-keputusan yang di::tmbil oleh Pemegang Saham 

di dalam RUPS. 

Sejalan dengan itu puta, Pemegang Saham rnemiliki 

tanggung jawab atas segala kerugian yang dialami Perseroan 

termasuk dalam hal Perseroan dilikuidasi. Tanggung jawab 

Pemegang Saham ini terbatas kcpada kepemilikan saham masing

masing di dalam Pcrseroan, dengan catatm bahwa tanggungjawab 

yang terbatas tersebut bisa menjadi tanggung jawab pribadi apabila 

terbukti hahwa kerugian yang diaiami Perseroan merupakan 

kesalahan atau kelaiaian pribadi dari Pemcgang Saham. 

Apabila teQadi likuidasi atas Perseroan, hak Pemegang 

Saham untuk memperoleh pengemballan atas saham atau modal 

yang disetorkannya di dalam Perseroan bcrada pada urutan yang 

paling akhir setelah Perseroan menyclesaikan seluruh kewajiban 

pajak, ke\vajiban kepada knryawau. kewajiban kepada kredltur, dan 

kcwajiban lain-1ainnya. Hal inl merupakan konsekwensl hukum 

yang meJekat kepada Pemegang Saham. 

Dengan demikian, amatlah beralasan apabila Pemcgang 

Saham berkepentingan untuk memastikan bahwa Perseroan akan 

dijalankan dengan baik sehingga bisa mendatangkan keuntungan 

bagi Pemegang Sa ham, 

Dalam kasus kepaiiitan~ Kurator yang sekaiigus bertindak 

sebagai Likuidalor Perseroan, bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa bocdel pailit atau harta k:ekayaan Pcrseroan 

akan dipergunakan untuk lerlebib dahulu menyelesaikan kewajiban 

Pcrscroan kepada "Kegare (pajak}, karyawan, kredilur, dan pihak 
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lainnya sebelum pada akhimya melaporkan sisa harta yang masih 

ada untuk dibagikan kepada Pemegang Saham. 

Untuk Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai 

Bank, ketentuan mengenal pengembalian modal kepada Pemegang 

Saham (dalam hal tctjOOi likuidasi atau kepailitan) beduku 

ketentuan yang diatur oleh BI. 

Pa.da dasamya, pedindungan hukum yang utama diberikan 

kepada deposan atau nasabah Bank untuk terlebih dahulu 

mcmperoleh pengembalian atas dana yang mereka simpan di Bank. 

Hal ini tentu saja dilandaskan kepada alasan bahwa pihak ketiga 

depasan atau nasabah merupakan pihak yang beritikad baik dan 

tidak turut campur di dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank 

tersebut. Dengan demikian, segala kerugian yang dialami Bank 

tidak secarn otomatis harus ditanggung oleh nasabah atau deposan. 

Kondisi terpuruknya perbankan Indonesia pada periode 

tahun 1998 memaksa otoritas perbankan untuk melikuidasi, 

mencabut izin usaha, bahkan melikuidasi bank~bank yang dinilai 

tidak sehat dan tidak memiliki kecukupan modal untuk menutupi 

kerugian. Tentu saja hal lni berdampak kcpada menurunnya 

kepercayaan publik terhadap institusi perbankun yang seharusnya 

bisa dipercaya sebagai institusi yang kompeten dalam menghimpun 

dan menyalurknn dana Uari dan kepada masya.raka.t. 

3.3.3. Struktur Permodnhm Perbankan Hcrdasarknn Peraturan 

Perbankan 

Seperti halnya pengatumn yang dimuat dalam UUPT, 

semua Bank yang berbentuk perseroan terba!as htlrus merniliki 

struktur modal scbagai berikut (a) Modal Dasar; (b) Modal 

Dilempatkan; dan (c) Modal Disetor. 
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Pengaturan mengenai modal dan struktur modal yang 

dimaksud dalam peralura.n perbanka.n berbeda dengan pengaturan 

yang ditentukan di dalam UUPT. Perbedaan te(sebut tentu saja 

dimungkinkan agar bisa memuat ketentuan lebih rinci dikaitkan 

dengan kegiatan dan risiko yang harus. diantisipasi oleh l>ank. 

Sebagai lex specialist nya, BI menentukan bahwa seluruh 

bank umum di Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2007 wajib 

merniliki Modal Inti minimum sebesar Rp. 80 miliar. Jumlah 

Modal Inti tersebut harus ditingkatkan lagi pada tanggal 31 

Desember 2010 hingga sekurang-kurangnya mencap1n sejumlah 

Rp. 1 00 miliar63
. 

Sebagai gambaran, dapat penulis sarnpaikan disini bahwa 

instrumen permodalan di dalam perbankan yang diperkenalkan di 

dalam Basel ll (dan diterapkan dalam API) pada dasarnya terdiri 

dari 3 (tiga) tingkatan (Tier), yaifu Tier 1. Tier 1 dan Tier 3. 

Sebuah instrumen permodalan dapat dikelompokkan ke dalam satu 

Tier jika memenuhi kriteria tertentu. Penerapon kriteria tersebut 

bertujuan untuk menjamin konsistensi perhitungan modal yang 

akan mendorong penyelarasan antar bank-bank yang ak:tif secara 

intemas.ionaL 

Adapun pene!apan prporsi dan peranan maslng-masing 

kelompok modal tersebut, dapat d.iuraikan secara singkat sebagai 

berikut: 

a. Modal lnti (Tier I): 

Modal dalam kelompok ini terdiri dad instrumcn yang 

memiliki kapasitas terbcsar untuk me11yerap kemgian yang 

teijadi settap saat 

' 1 Pcratumn !3ank Jndonesia Nomor 711 5iPBli2003 tcntang Jumlah Modal Inti Mimmum Bank 
Umum. 

58 

Universitas rndonesia 

Aspek Hukum..., Diana Arsi Yanti, FH UI, 2008



b. Modal Pelengkap (Tier 2): 

Kelompok ini terdiri dari campuran instrumen ekuitas 

secara umum. Kelompok daiam Tier 2 ini terbagi menjadi 

2 (dua) kategori, yaitu Tier 2 Level Atas dun Tier 2 Level 

Ba\\<ah. 

c. Modal Pelengkap Tambaha (Tier 3): 

Ke1ompok modal int hanya digunakan untuk memenuhi 

persyaratan modal pada risiko pal'iar. 

Berdasarkan PBI No, 1012008, struktur permodalan Bank 

ter<lirl dari 3 (tiga) lapisan utama, yaitu64
: 

a. Modal Inti (Tier 1); 

b. Modal Pelengkap (Tier 2); dan 

c. Modal Pelengkap Tambaha11 (Tier 3), 

Adapun komponen Modal Intl (Tier 1) terdiri dari65
: 

a. Modal Disetor; 

b. cadungan t.ambahanmodal (disclosed reserve), dan 

c. Modal Inovatif {innovative capital mstrument). 

Adapun yang lermasuk sebagai Modal Pelengkap (Tier 2), 

terdiri dari6'6: 

a. Modal Pelengkap Level Atas (Upper Level Tier 2); dan 

b. Modal Pelengkap Level Bawab (Lower Level Tier 2). 

Sed<Jngkan Modnl Pelengkap Tambahan meliputi67
: 

~· Pasal 4ay<~t (I) PBI ~o. !012008. 
~' Pasal 6ay<~t {2) PBI No. ! OJ200R. 
~~ Pus~d 14 avat (2) F'Bl No. 10/1008. 
61 Pasal 21 a}<at {4) PBJ No. 1 012008. 
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~ 

a. Pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi jangka 

pendek; 

b" Modal pelcngkap yang tidak dialokasikan untuk menutup 

beban modal untuk resiko kredit danlatau beban modal 

untuk resiko opemsional namun memenuhi syarat sebagai 

modal pelengkap (un-used eligible Tier 2); dan 

c. Bagian dari modal pelengkap level bawah (Lower Tier 2) 

yang melebihi batasan modal pelengkap level bawah (lower 

Level Tier 2). 

Untuk rnendapal.kan gambaran yang lebih mudah mengenai 

struktur permodalan perbankan tersebut, dapat dilihat dari 

Diagram 3.1. di bawah ini. 

Diagram 3.1. 
Struktur Permodalan Bank 

M~iil ln_iL-· 
~ 

·:. Miitlltl -¥e,;rtglg.J{_ ;_:_ 
f-

·. i\ib'diiFP~Ie~gka'p· ' -{'l'l()!-1 ) ~. • · · (Tl"c'l : .· Ta·m_~tib~~'(rier-3) 

~ ~ ~ 
' Modal I I. Modal Pdcngbp ! . PiJtiaman 

Disetor. I l.G\'CI Atas. subordin:1si mau 
1. Cadangan 2. Modul Pc!engkap obllga.si 

Tambahan Level B;nvah. subordinast 
Modal jangka pendek. 
(dis dosed 2- Modal pclcngkap 
reserved), y.mg tidak 

J. t.·fodal ;-------------------~ dialokasikan 
fnov<ttif : Jumlllh: Minimum 5% ' untuk mc:nutup H dariATMR ' 
(innovative ' beb11b modal ' ' ' capital ·--------------------' rcsiko krcdit atau 

'-~· 
instrument). ope:asional. 

J. bagian dari modal 

,~~~----------------; pclengkap bawak 
' Jumlah' Mmimum S% ' ' 

d4riATMR ' ' ' ' : ___ ... -. -T ----- ____ , 
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Modal Inti (Tier 1) dimaksudkan sebagai tulang punggung 

yang menjadi penyokong utama permodalan Bank. Kewajiban 

pemenuhan Modat Inti ini mernihki porsi terbesar dalam jumlah 

permodalan minimum bank dibandingkan dengan modal pelengkap 

dan modal pelengkap tambahan. 

Pe<aturan perbankan mengena1 KPMM (PBI No, !0/2008) 

pada dasarnya memberikan pengaturan dan uraian yang lebih rinci 

mengenai komponen apa saja yang bisa dimasukkan sebagai modal 

sehingga bisa diperhitungkan dalarn menentukan ATMR yang pada 

gilirannya dapat dipakai juga scbagai indikator untuk menilai 

tingkat kesehatan bank tersebut. Peraturan tersebut juga 

memberikan rincian mengenai faktor yang bisa dipergunakan 

sebagai penambah dan pengurang modaL 

Sesuai dengan pokok pennasalahan Tesis ini, pembahasan 

akan dititikberatkan kepada pembahasan mengenai komponen~ 

komponen dari Mod-al Inti (Tier 1 ), yaitu khususnya Modal 

Inovatif yang baru saja diperkenalkan pada bulan September 2008 

melaluf PBI No. 10/2008. 

Dari segi aspek hukum korporasi. salah satu komponen 

Modal Intl tersebut ad.alah Modal Ditempatkan dan Disetor, 

Artinya, kescluruhan modal tcrsebut haruslah modal yang 

sesungguhnya telah dikeluarkan, ielah masuk, ditcrima dan 

menjadi miliknya Bank sehingga dapat dipergunakan untuk 

menopang pelaksanaan kegintnnnya. 

Penjaharan lcbih rinci mengenai Modal Inti ini akan 

dluraikart dl dalam Sub Bab 3.4. di bawah ini. 
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3.4. MODAL INTI BANK 

Berdasarkan Pasal 2 FBI 10/2008, Bank wajib menyediakan modal 

minimum sebesar 8% (delapan pcrscn) dari Aset Tertimbang Menurut 

Risiko ("ATMR")". 

Pembahasan mengenai bagaimana penghitungan dnn cara 

menghitung ATMR tersebut lebih banyak bets:ifat teknis keuangan dan 

akuntansi. Untuk itulah. pembahasan yang akan diuraikan di dalam Bab 3 

ini hanya akan memberikan pemaparan mengenal ketentuan-ketentuan 

hukum yang mengatur mengenai struktur pennodalan perbankan yang 

perlu diberikan sebagai pengantar dalam pembahasan Bab 4 rnengenai 

aspek hukum pinjaman jangka panjang sebagai komponen Modal Inti 

minimum Bank:. 

Akan tetapi, untuk memberikan sedikit gambaran mengenai ATMR 

tersebut, dapat diuraikan disini bahwa penghitungan A TMR tersebut 

meliputifl9: 

11. ATMR untuk risiko kredie0
; 

b. A TMR untuk risiko operasional' 1; dan 

c, ATMR untuk risiko pasarn, 

t.ll Bt:'d:tsarkan pcnjclasan Pas:.~! 2 PBI No, 10!200S, ATMR mcncakup unluk Risiktl Kredi!, 
Rislko Pasar dan Risiko Operasiooa!. 
w Pasal 23 PBI ':\lo, I 0/2008. 
ln Pasal JO l.lyat ( l) PB[ No. I 0!2008. 

Perhiluogan ATMR untuk Risiko Kredit, Bank mcnggunukan: (a) Pcndck<.llan 
Slandar (Si(wdwdi:zed Approach) danla1au (h) Pendekalan berdasarkan Tntemal Rating 
(brterna{ Raling Baser! Approac.ll), Un!\Jk penygunaan pendeka!an berdasarkan [nterna! 
RUling based approach, Bank harm: rnempero[eh perselujuan terlcbih dubulu dari Bl. 

' 1 Pas:~l J! ayot (I) PBJ No. l0!200S. 
Pcrhilungan ATMR unt1.1k Rlsiko Operosional, Bank menggunakan: {a) 

Pendelm!an lndika!cr (Brute fmfitxttor Approach}; (b) Pcndekalan St:mdar (Standardized 
Approm1r); -dadalau (...:) Prndck:uan yang !chill kompkks {Adt•twcerl Measlllt.'l'Wm 
Approach). Cn!Jk meng.gunakat1 pcm.lck<lwn Standard <Jn kompleks, BanK h;uvs 
mcmpcrolch p~rsctujuan terlebih dahulu tlari Ill. 

:! P;lsn132 PUI No. 10/2008. 
Risiko Pa.sar yang wajib diperhltungkan oleh Bank secara indivkhml dan sccara 

konsolidasi dengan Perusahaan Aoak adalah: {a) rislko suku bung<!, d:tnfatau {b) ris.iko 
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Setiap Bank harus memperhitungkan A TMR untuk risik<l kredit 

dan untuk risiko operasional sebagaimana yang disebutkan pada humf a 

dan b di atas73
• Akan tetapi, ATMR untuk risiko pasar hanya berlaku 

untuk; (i) Bank yang rnemiliki jaringan kantor dan/a tau Perusahaan Anak 

di negara lain meupun di kantor ca:bang dari Bank yang kantor pusatnya 

berkedudukan di luar negeri, dan (ii) Bank yang memenuhi kategori 

sebagai berikue4
: 

a., Bank yang secara individual memenuhi salah satu !criteria sebagai 

berikut: 

• Bank dengan total aset sebesar Rp, 10.000.000.000,-

(sepuluh miliar Rupiah) atau lehih; 

• Bank devisa dengan posisi instrurnen keuangan berupa 

surat berharga danlatau transaksi derivatif dalam Trading 

Book sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh rniliar 

Rupiah) arau teblh; 

• Bank bukan Bank devisa dengan posisi instrumcm keuangan 

berupa surat berharga danlatau transaksi dcrivatif suku 

bunga dalam Trading Book sebesar Rp. 25.000,000.000,

(dua puluh lima miliar Rupiah} atau lebih; danlatau 

b. Bank yang secara konsolidasi dcngan Perusabaan Anak memcnuhl 

salah satu kriteria scbagai berikut: 

• Bank devisa yang sccara konsolidasi dengan Perusahaan 

Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat 

berharga termnsuk instrurnen keuangan yang terekspos 

Risiko Ekuitas dan/a tau Transaksi Derivatif dalam Trading 

Book danlatau instrumcn keuangan yang terekspos Rlsiko 

n:Jai ~ukar. Adapt;.n pendektWJ.n J""ng dipcrgunakan Bank d:J!am Mempethi!ungk;m 
Risiko Pasar adalah: (a} M:etode Slanda: (Suwdard ,\Ielhmf), danlatau (b) Y.odel !merna: 
(fntC.m<ff Met!uul). Untuk pcnggunaan pendekaton MOOd fntcmai, Bank hams 
memperoleh perse!ujuan terlebih dahulu dari BL 

H Pasa! 24 ayal (1), (2) dan (3) PBI t\o !0!2UOS, 
u Pusal25 PB! 1'\o. 1(!12008 
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• 

Komoditas dalam Trading Book dan Banking Book sebesar 

Rp, 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau lebih; 

Bank bukan Bank devisa yang secara konsolidasi dengan 

Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan 

bcrupa surat berharga termasuk inslrumen keuangan berupa 

surat berharga termasuk instrumen keuangan yang 

terekspos Risiko Ekuitas danfatau Tnmsaksi DeriYatif 

dalam Trading Book dan/atau instrumen keuangan yang 

terckspos Risiko Komoditas dalnm Trading Book dan 

Banking Book sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh 

lima limiar Rupiah) atau lebih, 

Berdasarkan l'asal 6 ayat (1) PBI No. 1012007, Bank harus 

memiliki Modal Inti minimum sebesar 5% {lima persen) dari ATMR 

baik secara individual maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anae'. 
Yang dJmaksud dengan konsolidasi dengan Perusahaan Anak 

adalah, perhitungan jumlah modal secara 'gabungan' denga:n 

mcmperhitungkan pernbukuan pada Perusahaan Anak7c.. 

-----······-
'H Pasal2 ayal {2) PBl No. 1011008. 

Dalam memperhitungkan modal sccara konsolidasi, komponen modal 
Perusahaan Anak yang dap:l! diperhitungk;m sebagai Modal Inti, Modal l'elcngkap, dan 
Mod<~! Pclcngkap Tambahan harus memenuhi pcrsyaratan yang bedaku untuk masing~ 
masing komponcn modal sebagaimana di!ernpkan hagi Bank sce>~ra ind\vldual. 

1" Pall111 l angka 2 Peraluran Bank !ot!oncsla Nomo~ 10/15/PBI/2008 temang Kcw<.~jiban 
Pemen\lhan MoCal Minimum Bank Umum. 

Yang dlmak.<;ud dcngan Pcrusahuan Anak ad~lah badan hukurn atuu pcrusahmm 
yang dimiliki danfatau dikcndaliknn olch Bank secara Jangsung maupun tidak hmgsung 
buik di dalam maupun di luar negeri, yang mclakukan kcgiatan usaha di bidang keu;mgan, 
yang tcrdiri dari: {a) Perusahaan Subsidiari {subsidiary company) yaitu Perusahmm Anak 
dcngan kepemilikan Bank lebih duri 50"/n (lima puluh persen), (b) Perusahaan Partisipasi 
(pa..'"iicipatior. company) adalah Peru~haao Anak dengan kcpcmilikar. Bank 50% {lirr.a 
pd:th p~rscn) alau kunmg, namun Bank memili;;i peng:cndallan tcrlmdilp pcrusahann; (c) 
Pcrusahaan dengan kcpemilikan Bank Je.hih dari 20% {dua pnluh persen) sampni dengan 
5~4 (Emu pu!ult persen) yang memenuhi persyaralan yaitu: (i) kcpemih!um Bank dan 
pam pihak lainny.l padn Pcrmmhaan Anak ada!ah masin£!~masing sama besar, d•m (li} 
masicg-rn;1sing pcmilik melak\lkan pengendalian secara bersama krhadap Pcrusnhaan 
Anak. 
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Komponen-komponen yang bisa dimasukkan sebagai bagian dari 

Modal Inti harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat dijadikan faktor 

penambnh dan faktor pengurangnya sebagaimana yang dirinci di dalarn 

I'BI No. 10/2008. 

Komponen dari Modal Inti Bank tersebut terdiri dari: 

a. Modal Disetor: 

Modal Disetor ini harus memenuhi syarat sebagai berikut11
: 

(i) dlterbitkan dan telah dibayar penuh; 

(ii) bersifat pem1anen; 

(iii) tersedia untuk menyerap kerugian yang tetjadi sebeium 

likuidasl maupun pada saat likuidasi; 

(iv) perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat 

diakumulasikan antu periode; dan 

(v) tidak diproieksi maupun d~jamin oleh Bank atau 

Perusahaan Anak. 

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalarn UUPT, 

ketentuan mengenai Modal Disetor adalah modal yang telah disetor 

dan dibuyar penuh oleh Pemegang Saha.m. Adapun penyetQran 

dari Modal Disetor tersebut dapat dilakukan dengan cara setoran 

tunai a. tau bentuk penyetoran lainnya. 

Ketenluan lainnya mengena1 persyaratan Modal Disetor 

sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 10/2007 tidak lain 

bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa Modal Disetor 

tcrsebul hams tcrsedia tanpa syarat dan risiko apapun, sehingga 

dupat dipcrgunakan oleh Bank setiap saat scwaktu dibutuhkan. 

" Pnsa! 7 PBf No. 10/2008. 
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Adapun yang termasuk sebagai komponcn dari Modal 

Disetor berdasarkan PBI No. 1Qi2008 adalah78 : 

(i) saham preferen non-kumulatif yang ditcrbitkan untuk 

tujuan k.husus dan memiliki fitur opsi beli (call option), 

apabila mcmcnuhl syarnl Modal Disetor; dan apabila 

terdapat opsi beli, maka opsi beli tersebut dapat dieksekusi 

dengan memenuhi persyaratan: (i) hanya atas InisiatifBank, 

(H) sctelah 5 tahun sejak penerbitan atau tujuan penerbitan 

batal dilaksanakan, (iii) telah mempcroleh pernetujuan dari 

BI1 (iv) tidak menyebabkan penurunan modal dibawah 

persyaratan minimum (ATMR dan perhitungan secara 

individu maupun konsolidasi). 

(ii) pembelian kembali saham (lreasury stock) dengan syarat: 

(i) setelah jangka waktu 5 tahun sejak pcnerbitan, (ii) untuk 

tujuan tertentu, (iii) wajib mengacu pada peraturan 

perundaogan yang berlaku, (iv) telah memperoleh 

persetujuan Bl. dan (v) tidak menycbabkan penurunan 

modal dibawah persyarutan minimum (ATMR dan 

perhitlmgan baik secara individual mat1pun konsolidasi)" 

Faktor-faktor yang dapat menjadi f:tktor pcngurang Modal 

Inti adalah 19
; 

a. Goodwill; 

b. Asset tidak berwujud !alnnya; danlatau 

c. Faktor pengurang Modal Inti lainnya, yang mencakupS{): 

(i) Penycrtaan Bank yang melipuli: 

rs P;1su! 8. Pl3ll'io, 10!2008. 
7'J Pasul 13 PBl f\.o. 10/2008. 

' Scluruh pcnyertaan Bank kcpada Pentsahaan 

Anak, kecuali penyertaan modal scmcntara 

dalam nmgka restrukturisasi kredit; 

Sll Pasal20ayaJ (l) PB!l\o" 1012008. 
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\ 

\ 
\ 
' 

• Seluruh penyertaan kepada perusahaan atau 

badan hukum dengan kepemilikan Bank 

lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai 

dengan 50% (iima puluh persen) namun 

Bank tidak memilild pengendulian; 

• Seluruh penyertaan kepada perusahaan 

asurans1. 

(li) K.ekurangan modal (shorlfalf) dari pcmenuhan 

tingkat solvabilitas minimum (Risk Based 

Capital/RBC minimum) pada perusahaan asuransi 

yang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank; 

(iii) Eksposur sekuritisasi. 

Dari segi aspek hukurn Perseroan Terbatas, hanya 

komponen 'Modal Disetor' inilah yang dikenal sebagai saJah salu 

bagian dari 'stroktur pennodalan' di dalam Perseroatl, dim ana: 

(i) jumlah minimum Modal Dlsetor adalah sebesar 25% (dua 

puluh lima persen) dari Modal Dasar; 

(ii) jumlah Modal Disetor lersebut hams dicantumkan di dalam 

Anggaran Dasar, sehingga setiap pcrubahannya: (i) harus 

dinyatakan dalam akla notaris, (ii) diberilahukan kepada 

Menteri Hukum dan HAM, (iii) didaftarkan di dalam Daftar 

Perusuhaan dan WajilJ Daftar Penesahaan, dan (iii) 

Dengan demikian, 

perubahan Modal Disetor yang dimaksud disini baru 

berlaku efcktif pada tangga! diterimanya pemberitahuan 

~: Berdasarkan Posai 21 ayal (J} l.L:PT, pcrub<~!lan Mo:!al Discwr mcn;.pakao pc:ubah:m 
Anggarua Dusur yang WUJih diberi1ahukan l:epada Menter: liul:u:n dan H.-\~1. Sctiap pe::ubahun 
Anggaran Dusar (b'ctik yang mc:ncrlnk:m pcrs::tujuan dari - m:mpun )1'lng cuk:tp eibcritalmkan 
kcpada • Mcntcri H~;ku:n 6m HAM), waji":: didaflarkan rli dalam D:tHar Pcrus:thaao da:t Wa;ib 
Dafiar Pcrmmhrum sclia dimnmkan di dalam BNRL 
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perubahan Anggaran Dasar o1eh Menteri Hukum dan 

HAM. 

(iii) setiap pengeluaranny'B. harus tetlebih dahulu mendapatkan 

persetujuan dari RUPS; dan 

(iv) k:husus untuk pengurangan atas jumlah Modal Disetor 

harus: (i) mendapatkan persetujuan dari RUPS, dan (ii) 

disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM81
, Dengan 

demikian, perubahan atas Modal Disetor yang dimaksud 

dlsini, baru berlaku pada tanggal diperolehnya persetujl:an 

Menteri Hukum dan HAM atas perubahan dimaksud; dan 

(v) mernberikan hak kepada pemegangnya untuk menjalankan 

semua hak yang diberikan kepada pemegang saham 

berdasarkan UUPT, yaitu: (i) hak untuk hadir dan 

memberikan :.1Jara di dalam RUPS; (ii) hak untuk menerima 

deviden; dan (iii) hak-hak lain yang diatur da1am angganm 

dasar dan UUPT. 

h. Cadangan Tambahan Modal (disclosed reserved) 

Cadangan tambahan modal yang dimaksud dis-ini dan dapat 

menjadi faktor penarnbah Modallnti Bank adalah83
; 

(i) Agio; 

(ii) Modal sumbangan; 

(iii) Cadangan urnum modal; 

(iv) Cadangan tujuan modal; 

(v) Laba tahun-tahun lalu; 

(vi) Laba talmo betjalan sebesar 50% (lima puluh persen)~ 

(vii) Selisih lebih penjabaran lnporan kcuangan; 

n Pasal 2 t ayat (2) UUPT. 
n Pasul JO ayat (l) hurufa PBI No, 10/2008. 
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(viii) Dana setoran modal, yang memenuhi syarat sebagai 

berikut: (I) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan 

modal, namun belum didukung dengan kelengkapan 

persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor, 

seperti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) maupun pengesahan Anggaran Dasar dari instansi 

yang berwenang; (2) ditempatkan pada rekening khusus 

(escrow account) yang tidak diberikan imbal basil; (3) tidak 

boleh ditarik kembali oleh Pemegang Saham I calon 

pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; 

dan (4) penggunaan dana harus dengan persetujuan BI; 

(ix) Warran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang 

saham bank sebesar 5% (lima persen), dengan syarat: (i) 

instrumen yang mendasari adalah saham biasa; (ii) tidak 

dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan (iii) 

nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari Warran 

pada tanggal pencrbitannya; 

(x) Opsi Saham (stock option) yang diterbitkan melalui 

program kompensasi pegawai/ rnanajemen berbasis saham 

(employee/ management stock option) sebesar 50% (lima 

puluh persen), dengan syarat: (i) tidak dapat dikonversi ke 

dalam bentuk selain saham; (ii) nilai yang diperhitungkan 

adalah nilai wajar dari stock option pad a tanggal pemberian 

kompensasi. 

Adapun fakior yang dapal menjadi pengurang Cadangan 

Tambahan Modal adalah84
: 

(i) Disagio; 

(ii) Rugi tahun-tahun lalu; 

(iii) Rugi talmn berjalan; 

~~ PasallO ayal (1) hurufb PBl No. 10/2008. 
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(iv) Selisih kurang penjabaran laporan keuangan; 

(v) Pendapatan komprehensif \ainnya yang negatif, yang 

mencakup kerugian yang belum terea.Jisasi yang timbul dari 

penurunan nilai wajar penyertaan yang di klarifikasikan 

dalam kelompok tersedia untuk dijual; 

(vi) Selisih kurang anta:ra penyisihan penghapusan aset at&s aset 

produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai aset 

keuangan atas aset produktlf; 

(vii) Selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap basil 

valuasj dari instrumen keuangan daJam Trading Booll'5 dan 

jumlah penyesuaian berdasarkan standar akutansl keuangnn 

yang berlak:u. 

UUPT tidak mengakui cadangan tamba.han modal tersebut 

sebagai bagian dari struktur permodalan Perseroan yang 

dicantumkan di dalam Anggaran Dasar. 

Akan tetapl, UUPT mengenal adanya 'cadangan wajib' a tau 

mandalory reserve yang diatur di dalam Pasal 70 ayat (1), (2), (3) 

dan (4) UCPT. 13erdasarkan Pasa1 70 UUPT tersebut, apabila 

Perseroan mempunyai sa!do positif pada sa:tu tahun buk:u maka 

Pcrseroan diwajibkan mcnyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih 

setiap tahun untuk cadangan wajib hingga mencapaJ 200/o (dua 

pulub perscn) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Modal 

Disetors6
• Cadangan wajib tcrsebut hanya dapat rlipergunakan 

B Bcrdasarkan Pasul L aynt (7) PBl No. 1012008, peugcrtlan Tradt'ug Book adalah seluruh posisi 
lnstrumr:n keuangan dulam neraca dan rckcning administratif termasuk transaksi dcrivatif yang 
dimlliki untuk (!} !ujuan dipcrdngangkan dan t.lap:tll dipindahtangrmkan dcngan bebas atnu dnpat 
di!indung nilai secara kcseluruhan. buik dari ;ransaksi untuk kepentiogan scndiri (pmpnewry 
positio11s), atas permintaan rwsabnl1 ::uaupun kegialan peranlaman (brokeri11g), dun da:mn rangk:t 
pcmben!uk;m pas:!r (market making}, yang mcliputi: (i) posisi yang dimiliki untuk diy.ml kcrnbali 
dalam jangka pcndek, (ii) posisi y.mg dimilikl umuk tuJtmn mcmpcro!eh keu1w,mgan jungka 
pemkk scct~ra aktu<l! daniatau po1ensial dad pergerukan harga (pnce mowmem), atau (iii) posisl 
y;mg dimiliki un.tuk lnjuan mem~--rtahankan keur.hmgan arb\tras<: (locki~tg iH arbl/n1gt: profiH): 
(2) t:Jjmm lmdung niiai atas posisi Jamnya dalam Trading JJook 
th Pasal 70 ayal {l ). {2) rlun (3) UUPT, 
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untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat ditutup dari 

cadanga:n lain. 

Selain kewajiban untuk membentuk cadangan wajib~ dari 

laba bersih setiap tahunnya. Perseroan juga dapat mcmbcntuk 

cadangan l.alnnya yang dapat dipergunakan untuk: (a) periuasnn 

kegiatan usaha Perseroan; (b) deviden; (c) kegiatan sosiai; danlatau 

(d) kebutuhan Perseroan lainnya. Tidak ada ketentuan jumlah 

mmimum tertentu yang harus dipenuhi o.ntuk cadangan lain 

tersebut. 

Setiap penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib 

maupun cadangan lainnya, termasuk penggunaannya, harus 

dilaksanakan berdasarkan pe.rsetujuan dari RUPS81
. Sisa \aba 

bersih setelah dikurangi cadangan wajib tersebut, dapat dibagikan 

kepada pemegang saham sebagai deviden sesuai dengan kcputusan 

RUPS88, dengan ketentuan bahwa buku Perseroan memiliki saldo 

yang positif setelah diakumulasi dengan kerugian Perseroan pada 

tahun~tahun sebelunmya8'). 

c. Modal Inovatif(imwvative capital iustrument). 

dcogun: 

Bcrdasarkan ketentuan Pnsal II PBI No. 10/2008, Modal 

[novatif yang dapat dijadikan :Vfodal Tnt[ Bank adalah sebanyak-

BcrCasarkan Pcnjclasan rcsmi Pasal 70 ay:at {I). (2) UUPT, yang d:maksc>:! 

(a) 'laba bcrsih' adalah keunmugll:n tahun bcrjalan sc!clah dikurangl pajak; 
(b} 's:aldo taba posiHf adalM laba b~rsth Perseroan dalam lahun buku berjalan yang 

(c) 

(d) 

<elah menulup akumu!asi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya; 
'cadangan waJib' adalah jumlah tcr1enlu y;mg wajib disis~hkan oleh Pen;eroan 
sctlap tahun buku yang digunakan untuk rnenutup kemungkman kerugian 
Pe~croan pada masa yang alum daumg. Cadangan wajib ini lidak han:s s:clalu 
berbeotuk uang !unai, tetapi dapal berbentuk aset lainnya ynog mudah dkairkart 
dJ.n tidal< dap<t! dibagik<ln sebagai deviden; 
'cadangan laJnnya' adalah cadungan diluar cad:mgan Wlljib yang dapat 
dipcrgunalon uoluk bcrbagai kcpcrlmm Pcrscrrnm, misaloya unluk pcrlu;):-;an 
J.lS<lhil, t.mtuk pcmhaglan deviden, untuk tujuan sosial, dan lain se}:mgainya, 

"'Pasal71 ayal(l) UUPT, 
H~ Pasa! 71ayat (2) UUPT. 
~1 Pasa! 71 ayat (3) UUPH 
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banyaknya sebesar 10% dari Modal Inti, dengan syarat sebagai 

berikut: 

(i) diterbitkan dan telah dibayar penuh; 

(ii) tidak memiliki jangka waktu dan tidak ada persyaratan 

yang mewajibkan pelunasan oleh bank di masa mendatang; 

(iii) tersedia untuk menyerap kerugian yang teijadi sebelum 

likuidasi meupun pada saat likuidasi dan bersifat 

subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam 

dokumentasi penerbitanipe:tjanjian; 

(iv) tidak diproteksi maupun dijamin oleh bank atau Perusahaan 

Anak; 

(v) apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus 

memenuhi persyaratan: ( l) hanya dapat dieksekusi paling 

kurang 10 (sepuJuh) tabun sebelum instromen modal 

diterbitkan; (2) dokumentasi penerbitan harus meuyatakan 

bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetu.iuan Bank 

Indonesia; (3) dalam hal instrumen modal inovatif 

mengandung fHur step-up, maka fitur step-up tersebut harus 

memenuhi syarat yang dltentukan dalam PBI No. 1 OnQQ8; 

dan 

(vi) telah memperoleh persetujuan dari BI untuk diperhitungkan 

sebagai komponen modal. 

Berdasarknn penjelasan Pasal 6 huruf c PBI No, l 0/2008 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :Viodal Jnovatif adalah 

instrumen Ufang yang memiliki karakteristik modal (lnstrumen 

hybrid), yang meliputi: 

(i) intrumen utang yang memilild karnkteristik Stlbortlinnsi, 

tidak memiliki jangka waktu, dan pembayaran imbal hasll 

tidak dapat diakurnulasikan (perpetual uou~clmJmulotive 

subordinated tlebf); 
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(ii) instrumen hybrid lainnya yang tidak memiliki jangk:a waktu 

dan pembayaran imbal basil tidak dapat diakumuiasikan 

(perpetual danJwtt~cummulative). 

Dari pembahasan terdahulu, Modal Inovatif mcrupaknn 

salah satu komponen yang dapat dimasukkan sebagai Modal Inti 

Bank. 

Dari ketiga jenis komponen Modal Inti tersebut di atas, 

dapat disimpulkan bahwa Modal Inti tersebut memiliki 

karakteristik dasar sebagai berikut; 

(i) harus tclah disetor dan dibayar penuh- sehingga di dalam 

pembukuan Bank harus tercatat sebagai 'equity' yang 

merupakan gabungan dari modai, kekayaan atau aset Bank; 

(ii) memiliki karakter sebagai 'saham', 'modal', atau produk 

derivatif dari saharn; 

( 
... , 
111, tersedia untuk menyerap kerugian Bank sebelum maupun 

sctelah likuidast; 

(iv} tidak menimbulkan kewajiban kepada Bank untuk 

melakukan pengembalian atau pemhayaran kembali. 

melainkan dapat memberikan hak kepada pcmiliknya untuk 

menjadikan moda1lersebut sebagai saham; 

(v) pelaksaoaan pembahnn setiap komponen Modal Inti yang 

hendak dijadikan modal, harus dilaksanakan dengan 

persctujuun Bl dan dengan memperhatikan ketentuan 

peraturan pcrundang-undangan yang berlaku; 

(vi) Kecuali untuk komponen 'Modal Disetor', komponen lain 

dad Modal Inti, bukan merupaknn komponen modal yang 

tem1asuk dalam struktur pem10dalan sebagaimana yang 

dimaksml dalam UUPT dan dicanmmkan di dalam 

Anggaran Dasar. 
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Modal Inovatif ini sebetulnya merupakan pinjaman yang 

timbul berdasarkan suatu peijanjian pemberian pinjaman antara 

pihak pemberi pinjaman dengan Bank (uraian lebih lanjut 

mengenai aspek hukum peijanjian pinjaman ini akan diuraikan 

pada sub Bab 4 di bawah ini). 

Walaupun UUPT tidak mengakui atau mengatur Modal 

Inovatif ini sebagai bagian dari struktur permodalan Perseroan, 

akan tetapi UUPT sebenarnya memungkinkan dilakukannya 

konversi atau perubahan pinjaman menjadi modal, sepanjang 

memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang diatur di dalam 

UUPT dan peraturan pelaksanaannya. 

Sejak dikeluarkannya UUPT yang baru, belum ada 

Peraturan Pelaksanaan yang mengatur secara rinci ketentuan 

mengenat perubahan pinjaman menjadi modal. Peraturan 

Pelaksanaan yang telah ada adalah sebagaimana yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1998 tentang Bentuk

Bentuk Tagihan yang Dapat Dikompensasikan Menjadi Saham 

("PP No. 16/1998") yang merupakan pelaksanaan dari Undang

Undang Nomor I tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

UUPT memberikan kemungkinan adanya perubahan 

instrumen utang untuk dijadikan penyertaan atau setoran saham 

scpanj:mg memenuhi ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar 

dan UUPT. 

Penjabaran lebih lanjut mengenai ketenluan dan aspek 

hukum untuk pengubahan inslrumen pinjaman menjadi penycrtaan 

atau saham, akan diuraikan di dalam Bab 4 Tesis ini. 

***** 
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BAB4 
ASPEK-ASPEK HUKUM YANG HARUS DIPERHATIKAN 
SEHUBUNGAN DENGAN PINJAMAN JANGKA PANJANG 

SEBAGAI MODAL !NOV ATIF YANG MENJADI KOMPONEN 
DARI MODAL INTI 

4.1. MODAL INOVATIF SEBAGAI MODAL INTI 

Sebelum dikeluarkannya PEl No. 10/2008, pmJaman jangka 

panjang atau modal hybrid dimasukkan ke dalam kelompok Modal 

Pelengkap (Tier 2). Akan tetapi, di dalam PBI No. 10/2008, instrumen 

pinjam:m jangka panjang tersebut di perkenalkan dengan nama baru yaitu 

Modal Inovatifyang dikelompokkan sebagai Modal Inti (Tier 1). 

Dalam pembahasan terdahulu kita sudah memahami apa yang 

dimaksud dengan modal bank terrnasuk komponen-komponennya. Di 

dalam Bab 4 ini sampailah kita kepada pembahasan mengenai Modal 

Inovatif yang dijadikan sebagai salah satu komponen dari Modal Inti 

perbankan. 

4.1.1. Karakteristik Modal Inovatir 

Modal Inovatif didefinisikan sebagai instrumen utang yang 

memiliki karakteristik modal (i11strumen !Jybl"id), dengan 

karakteristik dasar: (i) jangka panjang, dan (ii) subordinasi, yang 

I . ·90 me tputl : 

a. instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, yaitu: 

(i) bersifat subordinasi, (ii) tidak memiliki jangka waktu, 

dan (iii) pembayaran imbal basil tidak dapat diakumulasi 

(pe1petualnon cwnulative sub-ordinated debt); 

~ 0 Pcnjelasan rcsmi Pasal 6 ayat (2) huruf c PBI No. 1 0!2008. 
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b. instrumen hybrid lainnya yang tidak memiliki jangka waktu 

dan pembayaran imbal basil tidak dapat diakumulasikan 

(perpetual dcm non cummuladve). 

4.1.1.1. Modallnovatif Adalah Utnng 

Sesuai dengan karakteristik dasar dari Modal 

Inovatif itu sebagai lnstrumen utang, rnaka hubungan 

hukum yang mendasari lahimya Modal Inovatif tersebut 

adalah utang-piutang yang diatur daiam suatu perjanjian 

pinjaman atau ut.ang antara Bank dengan pihak pemberi 

pinjaman. Dari aspek hukum perdata, hubungan hukum 

yang mengatur mengenai utang piutang ini diatur dalam 

Buku m Bab Xlll KUH Perdata. 

Dengan demikian, perjanjian pinjaman atau utang 

piutang yang rnenjadi dasar lahimya pinjarnan jangka 

panjang tersebut barns dibuat berdasarka kctcntuan yang 

diatur dalam KUH Perdata, temmsuk ketentuan mengenai 

syarat syahnya perjanjian dan lain-lain. Uraian mengenai 

aspek hukum perdata dari suatu pel]anjian, akan dibahas 

lebih lanjul di bawah lni. 

Apabila dikaitkan dcngao karakrerist1k Modal 

Inovatif dan persyaratan pinjaman yang dapat dijadikan 

Modal Inovaiif sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 

10/2008, maka dapat diuraikan disini, bahwa perjanjian 

utang {loan agreement) tersebut: 

a. dapat disepakati dengan tanpa batasanjangka waktu 

tertentu yang mewajibkan Bank untuk melunasi 

utang~ 
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b. dapat disepakati untuk tidak mengenakan bun~1. 

daiam jumlah tertentu yang harus dibayar oleh Bank 

kepada pemberi pinjaman91
• 

Dengan demikian, pada saat Modal lnovatif 

dimasukkan sebagai bagian dari Modal Inti, ia masth 

memiliki bentuk dan status huk-um sebagai utang yang 

diterima oleh Bank dari pihak pemberi utang. Sebagai 

akibatnya: 

a. Dasar hukum munculnya Modal Inovatif adalah 

peJjanjian pinjarnan atau peljanjlan utang piutang 

yang dibuat oleh Bank dengan pemberi pinjaman; 

b. Dana yang dipero1eh dari utang atau pinjaman 

tersebut tidak dapat dianggap sebagai setoran modal 

atau penyertaan dari pemberi utang (sebagaimana 

halnya penyetoran modal yang dilakukan oleh 

Pemegang Saham); 

c. Karena sifatnya adalah utang, maka pemberian 

pinjaman ini tidak memberikan hak kepada pernberi 

pinjaman sebagaimana hak-hak yang dlbcrikan 

kepada Pemegang Sahum (seperti, hak untuk hadir 

dan memberikan suara di dalam RUPS, hak untuk 

menerima deviden); 

d. Kedudukan pinjaman dalam rangka Modal Inovatif 

ini sama seperti pinjaman kepada pemegang saham 

(sub ordinasi), schingga prioritas pengembaliannya 

sama seperti pinjaman yang dite.rima oleh Bank dari 

9' Pusa! 1766 Kl!B Perdu!:!., bcrbunyi: "Slupa y.mg te!ah mencrima pinjamm: dan membayar bmtgn 
yang tidak !elah diperjaujikan, tidak dapa1 menuntu!nya kcmbuli, mnupun mcnguranginya dari 
jurnlah pokok, kccuuiJ apabi!a bunga y;1:1g dibayar i!u mcleb1hi bunga rr.enurut undar.g-undang; 
dalam hal mana uan~ }'dng ldah dibuyJ: sdcbiimyu dapat diluntut kcrr.bali atau dikurangkan dari 
jmnlah pokok. Pt~mbayaran bung;~. yang lidak telah di?Crjanjikan 1idak mewajibkan si :rerutang 
untuk rncm~\}1lrnya sclcmsnya; (Cla;>i bur.ga y;mg leiah diperJanjikan harus dibayar sampai pada 
penge~balian atau j.lCUitipan u:mg pokolmya, bimpun pcngcmbalian awu penitipan ini Ieiah 
dl!akukan setela!: lewatnya w<~k~u utang yang dapai ditagih." 
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Pemegang Saham ( walaupun pemberi pmJaman 

Modal Inovatif belum tentu Pemegang Saham, 

tetapi bisa juga pihak ketiga di luar Pemega.ng 

Saham Bank); 

e. Bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan 

utang tersebut kepada pemberi pinjaman, sesuai 

dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan di 

dalarn pexjanjian pemberian pinjaman. Tentu saja, 

khusus untuk pinjaman yang dimasukkan ke dalam 

Modal Inovatif m1, ketentuan mengenai 

pengembalian pinjarnan ini selain memperhatikan 

ketentuan yang diatur dalam perjanjian pemberian 

pinjaman, juga hams memperhatikan ketentuan 

yang diatur di dalam PBI No. I 012008. 

Dcngan memperhatikan uratan tersehut di atas1 

memang jelas bahwa status hukum Modal Inovatif in.i 

adalah uta!lg dan belum menjadi modal atau 

penyertaan sabam sampai dcngan dilakukannya 

konversi atau pengubahan atas instrumen utang tersebut 

menjadl saham aiau penyertaan setelah terpenubinya 

selurub ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam 

peljanjian penerbitannya dan/atau ketentuan yang diatur 

oleh BI. 

Hal ini dapat dilihat juga dari sisi pembukuan Bank, 

dimana Modal Inovatif ini masih dimasukkan ke dalam 

kelompok passiva yang merupakan liabilities atau 

kewajiban Bank, karena keberadaannya tctap 

menimbulkan kewajiban kepada Bank untuk me1akukan 

pengembalian sesuai dengan ketenruan dan persyaratan 

yang ditentukan di dalam perjanjiun pencrbitannyu dan 

peraturan Bl. 
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4.1.1.2, Modal InovatifTidak Memilikl Jangka Waktu 

Berdasarkan PBI 10/2008, Modal Inti merupakan 

pinjaman jangka panjang yung jangka waktunya tidak 

ditentukan dan tidak ada kewajlbau kepada Bank untuk 

mengembalikannya daJam suatu waktu yang lelah 

ditentukan. Tentu saja hal ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa instrumen utang jangka panjang yang 

dijadikan kornponen Modal Inti terse:but bisa 

dipergunakan oleh Bank tanpa adanya batasan waktu. 

Dengan demikian1 perjanjian pinjaman semacam 

ini tidak mencantumkan ketentuan mengenai berakhirnya 

peijanjian pada suatu waktu yang ditentukan. 

Dari aspek hukum Pcrikatan, untuk mengakhiri atau 

pcngakhiran perjanjian yang tidak menetapka.n jangka 

waktu berakhimya, perlu diJ)Crhatikan hal-hal sebagai 

berikut 

a. Kebatalan atau Pembatalan Pcrjonjian: 

Dalam konteks Hukum Perikatan, kebatalan 

atau pembatalan suatu perjanjian ada 2 (dua) ,, 
macam, y:-utu : 

(i) Pembatalan mutlak (absolute nietrgheid), 

dimana suatu perjanjian harus dianggap 

batal mesldpun tidak diminta oleh suatu 

pihak, dan pcljo.njian itu diangap tidak ada 

sejak semuJa dan terbadap siapapun jug<L 

Pembata!an yang mutlak ini disebabkan oleh 

tidak tcrpenuhinya syarat Obycktif untuk 

91 
Wi1)'0IIO Prodjodikoro, ''Azas-az.as Hukum Perja1:jian", hal. 196. 
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• 

syahnya suatu perjanjian yang diatur dalam 

Pasal 1320 KUH Perdata; dan 

(ii) Pembatalan tidak mutlak (relatie/) yang 

hanya terjadi jika diminta oleh orang tertentu 

dan hanya berlaku terhadap orang tertenlu 

tersebut Pembatalan ini dapat dilakukan 

apabila suatu peijanjian tidak mcmenuhi 

syarat Subyektif untuk syahnya perjanjian 

sepertl yang diatut dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata. 

Perjanjian tidak dapat dibatalkan tanpa 

persetujuan kedua beiah pihak yang membuatnya9l, 

Apabila petjanjian telah dibuat secara sah, artinya 

telah memenuhi seluruh syarat sahnya petjtnljian 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal l320 

KUH Perdata, maka perjanjian tersebut tidak dapat 

dibatalkan secara sepihak. 

PembataJan aLas perjanjian scpcrti ini oleh 

sa!ah satu pihak dapat dilakukan apabila terpenuhi 

kondisi yang dapal menyebabkan berakhirnya 

pe~anjian sebagaimana yang diatur di dalam 

per;anJian tersebut, misalnya, adanya kejadian 

tertentu yang mcnimbulkan hak kepnda salah satu 

pihak untuk rneminta agar peljanjian dibatalkan at.au 

diakhiri. Akibat hukum dari pembatalan atau 

pengakhiran perjanjian ini adalah~ utang tersebut 

menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar oleh 

Bank. 

'1 Pasal 1338 KUH Perda1a memuat ketentuan bah.wa "Persel'Jjuan-pe<se:ujuan 1idak dapatditarik 
kembali se!ain dengrm kesepekatan kedua belah pihak atau ...... ". 
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Dalam hal teljadi peristiwa seperti ini, 

berpotensi menimbulkan kesulitan kepada Bank. 

Apabila pada saat yang bersamaan, Bank tengah 

mengalami kesulitan modal dan likuiditas, rnaka 

munculnya kewajiban pembayaran kembali atas 

pinjaman jangka panjang Modal lnovatif ini akan 

menambah kesulitan bagi Bank. 

PBI No. l 0/2008 mengatur ketentuan 

mengenai opsi beli (call option), dimana disini Bank 

diberi peluang untuk mempmjanjikan adanya hak 

Bank untuk membeli (melunasi) pinjaman. 

Pelaksanaannyapun dibatasi dengan ketentuan 

khususm yaitu hanya dapat dllaksanakan 10 

(sepuluh) tahun seteiah instrumen utang tersebut 

diterbitkan, pelaksanaannya harus dengan 

persetujuan BI. dan lain-lain seperti yang diatur 

dalarn PBJ No. 10/2008. Akan tetapi, PBI No. 

10/2008 tidak memberikan pengaturan yang jelas 

mengenai apakah masing.masing pihak di dalam 

peiJanJian dimungkinkan untuk mengakhiri 

pezjanjian secnra sepihak dalam hat terjadi suatu 

peristiwa atau kejadian yang disepakati oleh para 

pihak dan diann di dah1.m perjanjian pemberian 

pinjaman. 

b. Perjanjian Berakhir Setelah Para Pihak Memenuhi 

Scluruh Preslasi yang DipeQanjikan: 

Kondisi loin yang blsa membuat perjarljian 

menjadi berakhir adalah apabila akibat-nkibat 

hukum yang dituju di dal.um perjanjian telah selesai 

dan terpenuhi. 
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Dengan demikian, untuk perjanjian 

pinjaman yang tidak mencanturnkan suatu jangh 

waktu sebagai jangka waktu berakhimya peijanji.lm, 

rnaka perjanjian tersebut akan berakhir pada saat 

Bank telah melakukan pembayaran dan melunasi 

seluruh kewajiban pembayarannya kepada pemberi 

pinjaman. 

Apabila untuk pinjarnan Modal Inovatif ini 

pembayaran atau pelunasannya dilaksanakan 

dengan cara konversi atau pengubahan plnjaman 

menjadi penyertaan saham, atau dengan kata lain, 

jumlah utang telah dibayar dengan saham, maka 

perjanjian pinjaman akan berakhir pada saat 

dilakukannya konversi tersebut 

Ketentuan mengenai Daluwarsa (verjaring): 

Walaupun peiJanJJan tidak menentukan 

ba.tasan suatu jangka waktu tertentu untuk 

berakhirnya pel)aOJHm, ketentuan mengenni 

Daluwarsa yang dintur dalam Buku IV Bab VII 

KC'H Perdalajuga harus diperhatikan. 

KUH Perdata mengenai 2 (dua) mae-am 

daluwnrsn sebagni cam untuk melepaskan diri dari 

'k . " pen atan, ya1tu : 

(i) Jangka waktu 30 {tiga puluh) tahun untuk 

segala perikatan yang disehutkan dalam 

undang~undang; 

(ii) Jangka waktu yang lebih pendck dalam 

perhubungau tertentu yang disebutkan dalam 

undang-undang. 
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I)ada dasarnya, segala tuntutan huJ..-um, baik 

yang bersifat kebendaan maupun perseorangan, 

hapus karena daluwarsa. dengan 1ewatnya waktu 30 

(liga puluh) lahun". 

Dengan demikian, untuk peiJanJJan 

pinjaman dalam ragka Modal Inovatif ini, walaupun 

tfdak memiliki jangka waktu lertentu, tetap harus 

mempethatika.n ketentuan mengenai Daluwarsa ini. 

Hal ini penting untuk membcrikan perlindungan 

hukum kepada kreditur pemberi pinjaman bahwa 

hak lagih yang dimilikinya terhadap Bank lidak 

akan hilang atau hapus hanya karena lewatnya suatu 

waktu atau terpenuhinya persya:ratan daluwarsa 

yang diatur dalam KUH Perdata. 

4.1.1.3. Modal Inovatif Bersifat Subordinas! 

~5 P;tsal ! 967 KUJ-1 PcrOata. 

Pinjaman yang tem1asuk dalam Modal lnovatif 

harus bersifat subordinasi. Dengan demikiau, hak 

pemberi pinjaman untuk menagib pembayamn utung 

tidak diistlmewakan dari kredi.tur yang Jain, mclainkan 

bemda pada urutan paling akhir scbclum hak yang 

dimHiki olch pemegang saham. 

Dari definisi 'subordinasi' berdasarkan SEBI 

No.26/IIBPPP tanggal 29 Mei 1993 lentang pinjaman 

subrodinasi (subordinated loan) yang dikulip dari kamus 

isti!ah yang dirnuat dalam situs resmi Bank Indonesia96
, 

dapo.t dJsimpulkan dlslni bahwa yang dimaksud dengan 

'* Dikulip rlari situs rcsml Rank fndones1a. < hnrr!!ww:yJ:i.go.irl!wcbiid!Kamus.h!m?id""P&s!.ar1 
~ I 2&..:-urpag:c~ l4&scarch-False&.m!£:;fonvard>. 
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pinjarnan yang bersifat subordinasi adalah pinjaman yang 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. ada perjanjian tertuiis antara bank dan pemberi 

pinjaman; 

b. ada persetujuan terlebih dahulu dan Bank Indonesia; 

dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan 

permohonan. bank harus menyampaikan program 

pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut; 

c. tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan 

teJah dlsetor penuh; 

d. minimum betjangka waktu 5 tahun; 

e. apabila pelunasan. sebelum jatuh tempo haros ada 

persetujuan dari Bank Indonesia; dengan pelunasan 

tersebut permodalan bank tetap sehat; 

f apabila teljadi likuidasi. hak tagihnya berlaku 

paling akhir dari segala pinjaman yang ada; 

pengertian pinjaman subordinasi tersebut tennasuk 

pula utang, dalam rangka kredit yang dananya 

berasal dari Bank Dunia, Nordic Investment Bank, 

dan lembaga Kcuangan lniemasional serupa; 

perlakuan sebagai pinjaman subordinasi tersebut 

nwlai sejak diterimanya dana dimaksud oich bank 

sampai dengan saat jntuh tempo menurnt perjanjian 

penerusan pinjaman tcrsebut; jumlah pinjaman 

subordinasi yang dapai dlperhitungkan sebagai 

modal unruk sisa jangka waktu lima talmn terakhir 

adalah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi 

yang dihitung dcngnn menggunakan mctodc gans 

lurus (pro rata) scbesar 50% dari modal inti. 
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4.1.2. Jnstrumen Modal Jnovatif 

Adapun bentuk-bentuk instrumen utang yang memiliki 

karakteristik modal dan dapat dijadikan Modal Inovatif yang 

menjadi bagian dari Modal Inti, adalah antara lain97: 

a. pinjaman, baik dalam Rupiah maupun valuta asing yang 

dilakukan berdasarkan suatu perjanjian pinjaman (loan 

agreement); 

b. surat berharga baik dalam Rupiah maupun valuta asing, 

yang dHerbitkan di pasar keuangan dalam negeri maupun 

Interoasional; 

c. surat berharga yang diternpatkan secara terbatas (private 

placement); 

d. bentuk kewajiban dan surat berharga sebagaimana di 

sebutkan di atas, yang diterbitkan berdasarkan prinsip 

Syariah. Surat berharga tersebut dapat berupa Bond, 

Commercial Paper, Promissory Note..'>, Medium Term Notes 

(MTN), Negotiable Certificate Deposit (NCD) dan bentuk 

surat berharga Jainnya_ 

Dari JCOJS atau instrumcn yang blsa dijadikan Modak 

Inovatif, PBI No. 10/2008 memberikan pembatasan mengenai 

jumlah dan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu pinjaman 

yang dikategorikan scbagai Modal Ino>•atif ini dapat dimasukJ<:an 

scbagai bagian dari Modal Inti, yaitu: 

a. Jumlahnya secara keseluruhan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen) darijumlah Modal fnti9s; 

b. Telah disetujui olch BI untuk dimasukk:an scbagai 

komponen Modal Inti; 

97 Surat Edoran Bank Jndon<:Si<l No. 9/1/Dinllanggal 15 Februari 2007\cntang Pinjmmm Luar 
Negeri Bank 
9 ~ Paso.l II ay.ll (!) 1'!31 l'><o. l0t200&. 
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c. Tidak memiliki jangka waktu. Artinya tidak memilik:i 

tanggal jatuh tempo pembayaran yang menimbulkan 

kewajiban kepada Bank untuk rnelakukan pembayanm atau 

pelunasan pada suatu tanggal tertentu; 

d. Dapat dikonversi menjadi saham setclah memperoleh 

persetujuan dari BI, dengan syarat dan ketentuan konversi 

yang telah ditetapk:an dan disetujui sebelumnya pada saat 

diterbitkannya instrumen utang tersebut; 

e. Tidak dijamin oieh Bank atau Perusahaan Anak; 

f. Apabila disertai dengan opsi beli {call option), maka: (i) 

eksekusinya barn dapat dilak.sanakan paling kurang 10 

(scpuluh) tahun setelah tanggal diterbitkannya instrumen 

tersebut; (ii) telah memperoleh persetujuan BI; {iii) tidak 

menyehabka:n penurunan modal dibawah persyaratan 

minimnm; dan (iv) digantikan dengan instrumen modal 

yang memiliki kualitas sama atau leblh balk dan dalam 

jumlah yang sama atau jumlah lainnya sepanjang tidak 

melcbihi 10% (sepulub persen) dari Modai Inti. 

Pcmbalasan terse but tentu saja bertujuan untuk memastikan 

bahwa pinjaman atau instrumen utang jangk.n panjang yang 

dimasukkan sebagai salah satu komponen Modal [nti tersebut dapat 

dipergunaknn oleh Bank untuk menyerap risiko kcrugi.an yang 

tidak dnpat diserap oleh komponcn modallainnya. 

Dalam hal ini, melalui mekanisme perselujuan yang 

disyaratkan oleh BI, Bank wajib meruastikan bahwa instrumen 

utang yang dapat dirnasukkan sebagai Modal Inti ini telah 

memenuhi scluruh ketentuo.n tersebut di atas. 
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4.1.3. Pengubahan (Konversi) Modal InovatifMenjadi Modal 

Secara umum, agar suatu pmJaman atau tagihan dapat 

diubah atau dikonversi menjadi saham, UUPT mensyaratkan 

dipenuhinya hal-hal berikut ini99
: 

a. Telah disetujui oleh RUPS; 

b. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda 

berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai 

dengan uang; 

c. Pihak yang menjadi penanggung atau penJamm utang 

Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar 

yang ditanggung atau dijamin; a tau 

d. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari 

pihak kctiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa 

uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang 

langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima 

Perseroan. 

Dengan dernikian, apabila sualu pnuaman yang 

dimasukkan sebagai Modal Inovatif dan menjadi salah satu 

komponen Modal Inti hendak diubah atau dikonversikan menjadi 

bagian dari Modal Oisetor, maka akan berlaku seluruh ketentuan 

yang disyaratkan di dalam UUPT dan peraturan perundang

undangan lainnya yang terkait. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, apabila Modal 

Inovatif akan diubah menjadi modal, maka seluruh syarat dan 

kctcntuan yang berlaku untuk konversi atau perubahan tersebut 

harus telah disepakati terlebih dahulu di dalam dokumen 

penerbitannya alau perjanjia pinjaman. Hal ini pun harus disctujui 

tcrlcbih dahulu olch BI. Dcngnn dcmikian, Bank maupun pihak 

99 Pasat 35 ayal (2) UUPT. 
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pemberi pinjaman seharusnya telah memahami setiap tahapan 

maupun persyaratan yang harus dipenuhi untuk keper1uan konversi 

terse but. 

Adapun uraian lebih rinci mengenai aspck hukum yang 

terkait dengan masalah konversi atau pengubahan pinjaman 

menjadi modal ini akan dijabarkan di dalam Sub Bab 4.2. bawah 

ini. Sebagai gambaran umum, pelaksanaan konversi tersebul. akan 

membawa rlampak a tau berpcngaruh kepada hal-hal berikut ini: 

a. Peningkatan modal Bank: 

Bank wajib memastikan bahwa saham yang akan 

dipergunakan untuk membayar kewajiban utang Bank 

kepada pemberi pinjaman telah tersedia pada saat 

dilakukannya konversi. 

Bl tidak mengatur secara lebih terperinci mengenai 

apakah saham tersebul harus diambil dari portofolio, atau 

bisa bernsal dari saham yang telah diterbitkan dan dimiliki 

oleh Pemegang Saham Bank yang lain. Akan letapi, 

berdasarkan lo&,rika berpikir bahwa tujuan dari penerimaan 

pinjaman adalall untuk mcmperkuat pennodalan Bank, 

maka seharusnya saham yang dimaksud disini adalah 

sahanHmham di dalam portofolio yang haru akan 

dikeluarkan oleh Bank sesuai kebutuhan pengeluaran 

modal. 

Bank harus mengeluarkan saham-saham baru dalam 

jumlah yang cukup untuk keperluan konversi. Penge!uaran 

saham baru tersehur memcdukan persctujunn dari RUPS 

berdasarkan keientuan yang diatur daiam Anggaran Dusar 

dan UUPT. 

Untuk Bank yang tclah mcmilikl statns sebagai 

perusahaan pubtik, penerbitan saham hams dilnkukan 
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berdasarkan ketentuan yang diatur daiam Peraturan 

BAPEPAM-LK No. IX.D.L tentang Hak Momesan Efek 

Terlebih Dahulu ("Rights Issue"). yang mensyaratkan 

perusahaan publik untuk menyampaikan Pemyataan 

Pendafiaran kepada BAPEPAM-LK untuk menerbitkan 

.saharn-saham baru dan memberikan hak kepada pemegang 

saham untuk: terlebih dahulu mengambilbagian atas sa.ham

saham baru yang dikeluarkan tersebut. Akan tetapi, 

berdasarkan Peraturan BAPEPAM No. IX.D.4. ttmtang 

Penerbltan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu, apabila pada saat penerlmaan danlatau penerbitan 

instrumen utangjangka panjang ini Bank telah memperoleh 

persetujuan dari RUPS, maka Bank tidak diwajibkan untuk 

melaksanakan Rights Issue seperti yang disyaratkan di 

dalam Peraturan BAPEPAM No. IXO.l. tersebut 

Untuk keperluan ini, penghitungan harga saham 

harus dHaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang diatur 

dalam pe!janjian pinjamaR Mengingat hahwa pinjaman 

untuk Modal Inovatif ini memilikl jangka waktu panjang 

yang tidak terbalas, maka dalam hal konversi, bisa timbul 

permasalahan mengenai penentuan harga. Barga dan nilai 

pinjamann mungkin telah berubah sejalan dengan 

berlalunya \Yaktu yang cukup lama. Perhitungan yang telah 

disepakati di dalam perjanjian bisa judi sud<!h tidak 

mencerminkan lagi kondisi pada saat konversi itu 

dilaksanakan. 

b. Pre-emptive rights pemegang saham yang lain: 

Apabila terhadap penerbitan saham baru ini lclah 

memperoleh persetujuan dari RUPS, maka Pemegang 

Saham dianggap tclah setuju untuk mengesamplngkan Pre-
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emtive rights mereka, selringga saham baru tersebut bisa 

diambilbagian oleh kreditur pemberi pinJaman yang 

bennaksud melakukan konversi atas piutang yang 

dirnilik.inya terhadap Bank. 

c. Perubahan pengendalian: 

Akibat hukwn lain yang mungkin timbul 

sehubungan dengan dilakukannya konvers utang menjadi 

saham adalah adanya perubahan pengendalian. Dengan 

masuknya kreditur pemberi pinjaman sebagai pemegang 

saham Bank, maka sangat rnungkin akan teljadi perubahan 

pengendalian di dalam Bank yang disebabkan oleh dilusi 

kepemilik:an saham oleh Pemegang Saham yang Jain. 

Masalah akan timbul apabiia pihak yang kemudian 

menjadi pengendali barn adala.h pihak luar yang 

sebelumnya bukan merupakan pomegang saham pengendaii 

di dalam Bank. Apabila terjadi ha! seperti ini, maka 

seluruh kctentuan yang diatur dalam UUPT dan peraturan 

perundang-undangan terkait Jainnya harus dilaksanakan 

dcngan sebagaimana mestinya. 

Perubahan pengendalian danlatau masuknya 

Pemegang Sa ham baru di dalam Bank juga harus t<:riebih 

dahulu mendapat persetujuan dari 8[, termasuk persetujuan 

yang terkait dengan ketentuan mengenaifit and proper test. 
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4.2. ASPEK-ASPEK HUKUM YANG HARUS DIPERRATIRAN 
SEHUBUNGAN DENGAN PINJAMAN YANG DIMASUKKAN 
SEBAGAI MODAL INOVATIF DAN DIUBAH MENJADI 
SETORAN MODAL 

Setelah pembahasan mengenai komponen Modal Inti berda.sarkan 

peraturan perbankan dan UUPT, sampaliah kita kepada pembahasan 

mengenai aspek hukum pinjaman jangk:a panjang yang dijadikan modaL 

Beberapa aspek hukum yang terkait dengan Modal Inovatif dan 

pengubahan {konversi) Modal Inovatif menjadi sa ham sebcnamya sudah 

disinggung juga dalam pembahasan terdahulu dari Bab 4 ini. Pembahasan 

dalam sub bab ini akan menambhakan pembahasan mengenai: (a) 

beberapa aspek hukurn untuk penerimaan pinjaman oleh Bank maupun 

pemberian pinjaman oleh kreditur, (h) kctentuan dan syarat yang harus 

dicantumkan di dalam pcnjanjian pemberian pinjaman untuk Modal 

Inovatif, {c) siapa saja yang dapat menjadi kreditur untuk pinjaman ini, 

dan (d) perlindul!g.an hukum apa soja yang dapat diberikan kcpada pihak 

kreditur atau pemberi pinjaman khususnya dengan memperhatikan 

kamkteristik dari r)injaman jangka pnnjang sebagai Modallnovalif 

4.2.1. Aspek llukum Pcrbankau 

Unmk kcperlwm penerimaan pinjaman jungka panjang 

yang ditujukan scbagai Modal tnovatif dan dapat dijadikan saluh 

:,;atu komponen Modal Inti, maka beberapa ketentuan di dalam 

peraturan penmdang~J.mdangan di bidang pcrbankan harus 

diperhatikan, yaitu: 

a. Kctcnman mengenai Modal Inovatif sebagai Bagiau dnri 

Modal Inti: 

Scbagatmana tdah dikemukakan pada pembahasan 

terdahulu, mengingat bahwa tujuan pe11etlmaan pinjaman 
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jangka panjang ini adalah untuk dijadikan bag1an dari 

Modal Inti, maka ketentuan yang diatur dalam PBI No, 

10/2008 harus diperhatikan) yaituwa: 

11 Jumlahnya (secara kumulatif dan keselurnhan), 

setinggi-tingginya adalah 10% dari Modal lnti; 

• Tidak memiliki jangka waktu dan tidak ada 

persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh bank 

dj masa mendatang; 

• Bersifat subordinasi; 

• Perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan 

tidak dapat diakumulasikan antar periode; 

• Tidak diproteksi ataupun dijamin oleh Bank atau 

Perusahaan Anak 101
; 

• Dapat disertai dengan fitur opsi belt (call option) 

sesuai ketentuan dalam PBI No, 10/2008 162
; 

HKl Pii.S3I ll aya: (I), (2) d.l.n (3) PBT No. LOiiOOS. 
101 Bcrda<>arknn pcnjclasan resm1 Pasal L I aya.l (1) huruf c PBT No. 10/200&, yang lermasuk dalam 
kal:cgori tllproteksi maupun dijamin olch Bank alau pcrusahoan Anak yaltu proteksi maupun 
jaminan yung dircrimo oleh pi!u:k lain \e!upi dllakuk<tn melalui Bank atuu Pr:rusah:aan at1ak, 
rnisalnya premiifcc dulum rangka pcnjaminan dibayar oleh Bank atau i>crusahaan Anak. 

10l13erdasarkan Pas a I II ayat (2) buruf f dan ayat (3) PBI No. I 012008, ditentukan scbagai berikul: 
Apabila pinjamanj;mgka panjaog y.mg rlimasukkan wbagai lV1odal loti mcmiliki 

fitur opsi beli (cafl option}, ma~: 
I. hanya dapat dicksekusi palmg kurang 10 (scpuluh) tahun sddah instrument mod.JI 

ditcrbitkan; 
2. dokumcntasi pcnerbitan hams mcn:·,nakan bahwa <)psi h:mya dafX>l dicksekusi alas 

persetuju;m Bl; dan 
.3. dalam hal instrument Modal lncvatif mengandung fitur step-up, maka fitur step-up 

harus mc:ncnuhl persyar:mm: (a) dibaUJ.si, ditcmpkun dan dinyatakan secara jdm; 
dalam petjunjian penerbilan instrument; (b) hanyu dapat dtrealisasi satu kali selama 
peri ode instrumcn, yaitu .setel<h jangka wakw paling kurang 10 (sepuluh) tahun $ejak 
ditt:rbitkan; dan (c) b:csamya fitur step·11p rclevan dan sejillan dcngan kondisi pas11r 
scrl<l tid:lk lebih hesar dari salah satu ba!.asan: 100 {scratus) basis poilft a!au 50% 
(lima puluh perscn} dar! ml!rjin (aedir spread) awal. 

Yang dimaksud dcngan fitu> sk:p·up udalah fitur yang me:Jjaujik:Jn kenaikun lingk:n 
suku bungu apabil aopsi beli !idak dieksekusi pad a jangka waklu yllng dilC!apkan 

Eksckusi opsi beli lcrscbut h:.mya dupm dilakukan okh Bunk scpanJang: \U) lda.b 
mcmpe<olch pcrsc'lujuan Bl; (b) tidak menycbabkan penurumm modal dibaw<th 
pcrsyamtun minimum; dan (c) digantikan dengan ii'.Strumcnt moda\ yang mcmpunyai 
kualiUls sarna a:au lcbih balk dan jum!ah yar.g sarna a1au jumloh y .. mg bcrbeda sepanjang 
Lidak mclcbihi 10% (sepuluh pctscn) dari Modal Inti. 
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• Telah memperoleh persetujuan dari BI untuk 

diperhitungkan seba.gai komponen modal. 

b. Ketentuan mengenai Pinjaman Luar Negeri Bank: 

Berdasarkan Peraturan Bank indonesia Nomor 

7/l/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman 

Lw.r Negeri Bank (PLN Bank) ("l'BI No. 7/2005'") 

sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 10/20/PBf/2008 tangga1 14 Oktober 2008 ('"PBI 

No. 7/2008"), setiap Bank yang menerima pinjaman Juar 

negeri harus terlebih dahulu mernperoleh persetujuan BI 

persetujuan mana akan diberikan sesuai dengan Rencana 

Bisnis Bank yang disampaikan oleh Bank untuk disetujui 

oleh BI 11n. 

Yang dlmaksud dengan PLN Bank disini adalah 

semua bentuk pinjaman atau kewajiban Bank kepada bukan 

penduduk dalam valuta asing maupun Rupiah dan surat 

berharga dalam val uta asing yang diterbitkan oleh Bank104
• 

PLN Bank tersebul dapat berupa PLN Bankjangka pendek 

(berjangka waktu sumpai dengan 1 tahun), atau PLN Bank 

jangka panjang (berjangka waktu lebih dari l tahun). 

''*~ Pasa.l 8 uyat (I) dan (2) PBI No, i/2005. 
;11-1 Pasal 3 PBf No 712005 mcnycbuJkau haltwa bentuK·bentuk PLN OOpat berupa: (a) pinj:nnan 
haik dalam Rupiah maupun valum using dari Bnkan Penduduk yang dilakukan berdasarkan 
perjanjian pinjnman (loan agreement); (b) suml berharga baik dalarn Rupiah mauptm valu!a asing 
yang diterhitkan di pasar kcuang:m mtem:.>s:on:11; {e) sural berharga baik tlalam ru;Hah maupuu 
''lllmas Ming yang dijua! secaro over the eoumcr (UrC) kepada Bukan Pend'.lduk; (d) surat 
bcrhurga dalmn valuta asing yang d!terbllkan di pa&~r keuangan dalum m::gcri; (c) smat bcrharg;;~ 
dalam valu!-a -using yang clijual st:cara OTC kepada penciuduk; (f) kewajibar:. duhun bcntok giro, 
dcpos:to, ;a~n:;gan, cal! money dan kewaj!b>\n lainnya kcpada Bukan Pcnduduk baik dalam 
Rupiah maupun valuht :osing; (g) b::ntuk kC\-\o'ajiban .can surat berharga sebag:timuna dimaksud 
dalarn huruf (a) sampa1 dengan huruf (f) berdasark:m pr:insip Syariah. 
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Untuk PLN Bank jangka pendek tidak memerlukan 

persetujuan dari BI105 , 

Sesuai dengan karakteristik Modal Inovatif yang 

merupakan pinjaman jangka panjang1 maka apabila pihak 

pemberi pirUaman adalah non penduduk Indonesia, maka 

semua ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan PLN 

Bank, harus dipenuhi. 

4.2.2. Aspek Hukum :Perdata dan Jlukum Perikatnn 

Dari aspek hukum Perikatan, perikatan pinjam meminjam 

ini merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian. Dengan 

demikian, para pihak yang membuat perjanjjan ini terik.at secarn. 

hukum satu sama lain dan perjanjian ini berlaku pula sebagai 

undang-undang bagi yang membuatnya. 

Sebagaimana telah dibabas pada sub bah terdahulu. seluruh 

asas dan ketcntuan yang berlaku untuk soatu peljanjian, berlaku 

pula terhadap perjanjian pinjanum ini, terrnasuk asas kcbebasan 

berkonirak dan syarat sahnya perjanj!an yang harus dlperhatikan 

dan dipcnuhi oleh para pihak agar perjanjian pemberian pinjaman 

rcrsebut mempuoyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat 

diiaksanakan sesuai ketcntuan yang diatur di dalamnya (vafill, 

binding and enforceable). 

Dari segi hukurn perikatan, untuk syahnya pcrjanjian 

pinjaman dalam rangka Modal Inovatif ini adalah: 

a. Syarat Subyektif: 

Pihak-pihak yang mcmbuat pc;janjian pinjaman 

memiliki kccakapan dan kewenangan yang sah berdasarkan 

hukum. Masing-masing pihak harus tclah menlperoleh 

setiap persetujuan yang dipcrlukan unluk dapat membuat 

IQJ Pasal l angka 2 PBJ ::--lo. 712005. 
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peijanjian pinjaman ini, termasuk persetujuan dari Bank 

Indonesia, persetujuan dari organ perseroan, maupun 

persetujuan lain yang sekiranya diperlukan berdasarkan 

peraturan perundang~undangan yang berlaku. 

b. Syarat Obyektif: 

Tujuan dari penerimaan pinjaman o1eh Bank adalah 

untuk dijadikan salah satu komponen Modal Inti. Dengan 

demikian, berdasarkan PBJ No, 10/2008, untuk dapat 

menerima pinjaman ini, Bank memerlukan persetujuan dari 

Bl. 

Berdasarkan PBI No. I 0/2008, pinjaman yang 

dimasukkan sehagai Modal lnovatif tidak boleb dijamin 

oleh Bank atau Perusahaan Anak. Dengan demikian, setiap 

perjanjian pinjaman untuk Modal Inovatif yang 

memasukkan ketentuan mengenai pemberian jaminan dari 

Bank a tau Perusahaan Anak adalah batal demi hukum. 

4.2. 3. Aspek Hokum Korporasi 

Aspek hukum korporasi yang harus dlperhatikan 

sehubungan deugan pinjaman sebagai Modal [novatif ini, harus 

dilihat dnri 2 (dua} sisi, yaitu dari sisi Bank selaku penerirna 

pinjaman dan kreditur pemberi pinjaman apabila krcditur tersebut 

merupakan badan hukum Indonesia yang tunduk kepada peraturan 

dan ketentuan hukum yang berlaktl di Indonesia. Kendali 

demikian, tidnk rerluiup kemungkinan bahwa pihak yang 

memberikan pinjaman adalah iodividu mau plllak as\ng yang 

merniliki slatus hukum dan tunduk kepada ketentuan hukurn negara 

asmg. 

Apabila dilihat duri sisi Bank selaku penerima pinjaman, 

hal·hal yang barns dipcrhatlkan: (i} sebelum menerima pinjaman 
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Modal lnovatif , dan/atau (ii) pada saat melakukan pengub.ahan 

atau konversi atas pinjaman tersebut, dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Pcrsetujuan dari organ Bank: 

Walaupun Modal Jnovatif yang bisa dijadikan 

komponen Modal Inti ini hanya sebesar maksimal 10% 

(sepuluh persen) dari jumlah Moda1 Inti, tetap harus 

diperhatikan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran 

Dasar Bank khususnya mengenai persetujuan yang harus 

diperoleh dari organ Bank sebelum memperoleh suatu 

pinjaman. A:nggaran Dasar dapat mensyaratkan 

persetujuan dari RUPS dan/atau Dewan Komisarls sebelum 

Bank dapat memperoleh pinjama.n dari pihak ketiga. 

Selain itu, menging<~.t karakteristik pinjaman m1 

yang bisa menjadi modal, mak2 harus diperhatikan juga 

pre-emptive rights dati pcmegang saham Bank, khususnya 

apabila pinjaman tersebut di konversi menjndi saham. 

Persetujuan ini bisa diberikan dcngan cara: (i) turut 

menandatangani dokumen pcmberian pinjaman, atau (ii) 

diputuskan dalam RUPS atau rapat Dewan Komisaris, atau 

(iii) melnlui sural persetujuan yang ditandalangani oleh 

seluruh Pemegung Snham atau seluruh anggota Dewan 

Komisaris Bank. 

Apabila pinjarnan dalam rangka Modal Inovatif inl 

diubah rnenjadi modal, Lerdapot beberapa hal yang harus 

diperhntikan: 
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b. Persetujuan dari BI: 

PBI No. 10/2008 mensyaratkan adanya persetujuan 

dati BI untuk dapat memasukkan pinjaman sebagai 

kompnen dari Modal Inti. Persetujuan BI ini juga 

diperlukan untuk keperluan pengubahan atau konversi 

pinjaman rnenjadi modat 

Mengingat bahwa pinjaman ini berkaitan erat 

dengan struktur permodaian Bank, maka rencana 

penerlmaan pinjaman ini (termasuk rencana permodalan 

Bank) harus dimasukkan ke dalam Rencana T ahunan Bank 

yang disampalkan dan diselujui oleh BI. Reneana Tahunan 

ini harus disetujui tedebih dahulu oleh RUPS dan Dewan 

Kon1isaris Bank. 

Sebaliknya, apabila dil1hat dari sisi kreditur atau pihak 

ketiga pemberi pinjaman, untuk dapat rnemberikan pinjaman yang 

dimasukkan sebagai Modal Inovatif ini p~rlu dipcrhatikan juga 

ketentuan dalam Anggaran Dasar nya dan ketentuan hukum yang 

bedaku tcrhadapnya yang mungkin mensyaratkan persetujuan dari 

organ tertentu perusahaan yang harus diperoleb sebelum bisa 

memberikan pinjamtm kepada pihak ketiga manapun. 

4.2.4. Aspek Hokum Pcrpajakan 

Aspek hukum perpajakan yang dimaksud disini adalah, 

bagaimana perlakuan pajak at1ts dana yang diberikan oleh pihak 

ketiga pemberi pinjaman kepada Bank yang dijadikan Modal 

]novatif ini? 

Sebagaimana diketahui, pada umumnya, atas suatu 

pinjaman dapat dikenakan bunga atau imbalan jasa dalam jumlah 

97 

Univ:ersitas Indonesia 

Aspek Hukum..., Diana Arsi Yanti, FH UI, 2008



dan tarif tertentu. Bunga yang diterima oleh pemberi pinja.man ini 

merupakan obyek pajak yang harus dibayar oleh pihak pemberi 

pinjaman. 

Peratunm Bl tidak merinci 1ebih lanjut mengenai pertakuan 

perpajakan terhada:p pinjamnn jungka. panjang untuk Modal 

lnovatif ini. Dari karakteristik Modal Inovatif ltu sendiri diketahui 

bahwa pinjaman ini tidak boleh menentukan adanya pembebanan 

suatu bunga atau keuntungan yang dapat diperhitungkan. Dengan 

demikian, dari sudut pemberi pil!Jaman, ia tidak akan menikmati 

keuntungan dari pinjarnan. Alum tetapi, dari sudut Bank penerima 

pinjarnan, hal ini blsa menarnbahkan keuntungan Bank yang harus 

dibuk:ukan sebagai income. 

4.2.5. Aspek Hukum Pasar Modal 

Apabi!a Bank atau pihak pemberi pinjaman merupakan 

Perseroan yang te1ab berstatus perusahaan publik, maka seluruh 

ketcntuan di bidang pasar modal harus diperhatikan. 

Mengingat k arakten'stik Modal Inovatif yang hampir sama 

scpcrti mod~! alau pen}ertaan, maka logikanya. kreditur ynng 

mcmberikan pinjaman jangka panjang untuk dimasukkan sebagai 

Modallnovatifini pastinya mempakan pihak yang sudah mengcnal 

dan mengctahui kondisi Bank yang akan diberi pinjaman. Selain 

itu, kreditur ini tentu bcrkepentingnn untuk rnemastikan bahwa 

dana yang dipinjamkant1ya akan dipergunakan dengan baik dan 

sebngaimana mestinya, sehingga kreditur perlu untuk melakukan 

pengawasan dan menetapkan persyaratan dan larangan yang harus 

dipatuhi oleh Bank. 

Pemegang Saham mcrupakan salah satu pihak yang cocok 

dan bcrpotensi untuk bisa mcnjadi krcditur pinjaman unluk Modal 

Inovatif ini. Dengan demikian, ditinjau dari aspek Hukum Pasar 

Modal. penerimaan p1njaman seperti ini o!ell Bank ynng telah 
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memiliki status sebagai perusahaan publik, berpotensi 

dikategorikan sebagai transaksi Afiliasi Can!atau transaksl yang 

mcngandung benturan kepentingan sebagairnana yang diatur dalarn 

Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.l. 

Untuk itu, diper!ukan: (i) persetujuan dari pemegang sahnm 

independen (yang tidak rnemiliki benturan kepentingan dengan 

transaksi yang akan dilaksanakan}; (ii) 1aporan dari penllai 

independen mengena! kewajaran nilai transaksi; dan (iii) 

ketetbukaan kepada publik 

Selain itu, apabila transaksi penerimaan pinjaman tersebut 

mcrupak.an trnnsaksi material sebagaimana yang diatur dalam 

Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2., maka untuk penerimaan 

pinjaman jangka panjang tersebut harus disetujui oJeh RUPS yang 

dihadiri oleh minimum % dari jumlah seluruh saham yang telah 

dikeluarkan dan distujui oleh minimum % dari jumlah suara yang 

dikeluarkan secarn sah di datam rnpat. 

Apabila pinjaman jangka panjang dikonversi menjad1 

saham dan hal tersebut menyebabkan perubahan pengendalian, 

maka berlaku kctentuan yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM

LK No. JXH.l tentang Pengambilalihan Perusahaan Publik, yang 

mcn;;yaralkan untuk dilakukannya Tender Offer bagi pengendali 

bnru untuk membeli sduruh saham yang dimiliki oleh pemegang 

salunil lain. 

4.3. lSI PERJANJIAN PINJAIIIAl'l JANGKA PANJA-'!G UNTUK 
:\10DAL !NOV ATIF 

4.3.1. Siapa saja yang bisa Menjadi Kreditur Pemberi Pinjaman"! 

Padn dasamya tidak ada pembatasan yang diatur oleh Bl 

mengenai siapa saja atau pihak mana saja yang dapat memberikan 

pinjaman kepada Bank untuk dimasukkan sebagai Modal Inovatif 
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ini. Pihak pemberi pinjaman ini bisa penduduk maupun non~ 

penduduk. Untuk pinjaman dari non-penduduk, maka herlaku 

ketentuan yang ber!aku mengenai PLN Bank sebagaimana yang 

telah diuraik:ao pada sub bah terdahulu. 

Mengingat karakteristik subordinasi yang disyaratkan untuk 

pinjaman yang dapat dimasukkan sebagai Modal Inovatif1 tentu 

saja pihak pemberi pinjaman ini tidak dapat disamakan dengan 

pihak pemberi pinjaman pada i:ransaksi pinjam meminjam komersil 

pada umumnya. 

Dengan demikian, siapapun pihak yang akan mcmberikan 

pinjaman kepada Bank untuk dimasukkan sebagai Modal Inovatif 

harus hetul~betu1 memaha.mi kedudukan dan status hukum 

pinjaman yang diberikaMya tersebut, temtama dengan 

memperhatikan karakteristik dan persyaratan pinjaman jangka 

panjang Modal lnovatif seperti yang telah diumikan di dalam Bah 

4ini. 

Walaupun BI tidak mcmberikan pengaturan dan 

pemhafasan meng('l;ai pihak yang bisa memberikan pinjaman 

untuk Modal Jnovatlf Uti. harus dimengcrti bahwa penerimaan 

pinjaman jangk:a panjang untuk dimasukkan sebagai Modal Inti 

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dar! Bl. Dengan 

demikian, seharusnya hal ini bisa dipak.ai sebagai sarana atau alat 

oleh BI dalam mclakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran atas ketentuan Br atau peraturan bukum lainnya, 

tennasuk ketentuan yang berlaku, yaitu: {i) ketentuan mengenai 

!arangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak 

Sehat; dan {ii) ketentuan mengenai Kepemilikan Tunggal di dalam 

Pcrbankan (single presence policy). 
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4.3.2. lsi Perjanjian Pinjaman 

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, pada dasamya 

para pihak hebns untuk mengatur dan menentukan sendiri hutir

butir kcsepakatan yang akan dituangkan di dalam peljanjian 

pinjarnan1 satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan BI. 

Anggaran Dasar, UUPT, UU Pasar Modal (sebagaimana relevan), 

dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. 

Peraturan BI tidak secara khusus menentukan isi, bentuk 

dan fonnat fisik dari peljanjian pinajamn untuk Modal Inovatif 

tersebut Dengan demikian, tidak ada pembatasan khusus bahwa 

peijanjian itu harus dibuat dalam bentuk akta notaris, 

mempergunakan bahasa Indonesia atau dalam hahasa lain. 

Secam umum, dengan memperhalikan kantkteristik dan 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh Modal Inovetif, dapat 

disimpulkan disini bahwa hal penting yang harus: dimasukkan ke 

dalam petjanjian pinjaman untuk Modal lnovatiT adalah sekurang

kurangnya sebagai berikut: 

a. Pihak~pihak di dalam perjanjian. 

b. Tujuan perjanjlan harus jelas, yaitu pemberian pinJaman 

yang akan dijadikan komponen Modal Inti dan dengan 

demikian harus tunduk kepada seluruh ketentmm yang 

diatur olch BL 

c. 

d. 

Jumlah pinjaman. 

Saat efektifnya perpnJtan, yaiw pad a saat 

ditandatanganinya perjanjian atau pada saat Bank telah 

mcncrima dana yang dipinjam olehnya. 

e. Status pinjaman s:ebngai pinjaman s.ubordinasL 

[ Pengawasan atns pcnggunaan pinjaman. 

g. Kelentuan dan syarat yang harus dipcnuhi unluk 

pclaksanaao konversi pinja.man mcnjadi saham. 
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h. Ketentuan mengenai ops:i bell (cali optiOtt), apabila ada, 

i. Ketentuan mengenai hal~ha1 yang harus dipatuhi oieh Bank 

sehubungan dengan pinjaman yang rliterimanya. 

j. Pilihan Hukum. 

k Penyelesaian Perselisihan, 

4.3.2. PerHndungan kepada Kreditur: 

Pada dasamya, dari semua uraian mengenai karakteristik 

dan persyaratan pinjaman jangka panjang yang bisa dijadikan 

Modal Inti, hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana 

memberilcan perlindungan hukum kepada kreditur. 

BI selaku otoritas pcngatur dan pengawas Bank memi1iki 

peran yang cuk:up penting dalam menjamin terlaksana dan 

terpenuhinya seluruh ketentuan yang teiah digariskan, Pada 

gillrannya, hal ini abm membantu menciptakan ik1im yang sehat 

dan menumbuhkan kepercayaan lnvestor dan dunia Intemasional 

terhadap ins1itusi perbankan di lndonesia. 

Pcrlindungan kepada kredltur ini tidak semata-mata 

bertujuan untuk memberikan pcrlindungan dan kepastian hukum 

kepada kreditur. melainkan juga memberikan perlindungnn kepada 

modal Bank agar dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan 

baik dan sebagaimana mestinya, 

PBI No. 10/2008 mernnng relalif baru sehingga masih sulil 

ditemukan adanya kasus yang bisa diteliti dan dljadikan contoh di 

dalam pembahasan Tesis ini. Walaupun demikian, dari uraian 

yang disampaikan di dalam Tesis ini, sudah terlihat adanya potensi 

masalnh hukum yang mungkin perlu diatur secara lebih lanju! Jan 

lebih rinci untuk memastikan tidak lerjadi tumpang tindih maupun 

inconsistency dengan pcraturan !ainnyu yang Lelah ndu. 

***** 
102 

Universllas Indonesia 

Aspek Hukum..., Diana Arsi Yanti, FH UI, 2008



BABS 
KESIMPULAN DAN S".!JtAN 

Dari uraian yang disampaikan pada Bab-bab terdahulu, sampailah kita 

kepada Bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran yang bisa diberikan 

oleh Pcnulis sehubungan dengan hal-hal yang dibahas di dalam Tesis ini. 

5.1. KESIMI'ULAN 

KesimpuJan yang diperoleh dari pemapatan pada Bab terdahulu 

adaloh sebagai berikut 

a. Aspek-aspek hukum yang harus diperhatikan sehubungan dengan 

pinjaman jangka panjang yang bisa dijadikan Modal Inti: 

Ada bcberapa aspek hukum pcnting yang harus 

diperhatikan khususnya mcngingat karakteristik pinjaman jangka 

panjang yang bisa tlijadikan komponen dari Modal Inti. Aspck 

hukum tersebut tldak terbalas kepada aspck hukum perbankan saja, 

mclainkan juga aspek hukum korporasl. aspck hukum perikatan, 

aspck hukum pasar modal (untuk Bank yang telah memillki stahts 

scbagai perusahaan publik), dan aspek hukum perpajakan. 

Bcgitu pula dengan perumusan perjanjian pinjaman untuk 

dijadiknn :vfadal fnovatif \Valaupun Modal Inovatif dilahirkan 

dari perjanjian pinjamnn, akan ietapi pinjaman dalam rangka 

Modal Inovatif inl tidak dapat disamakan dengan perjanjian 

pinjuman pada umumnya. Ada banyak sekali ketenhnm dan 

pcrsynratan dari BJ yang hams di pcrhatikan dan mungkin perlu 

di1u;mgk<IH secara jelns di da!am pe1janjian agar semun pibak 
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memahami dan rnengerti betul mengenai hak dan kewajiban 

maslng~masing. 

b. PerHndungan kepada Kredltur dan pemegang saham Jain 

sehubungan dengan pcnerimaan pinjaman jangka panjang dalam 

rangka Modal Inovatif: 

Perlindungan terhadap kreditur merupakan aspek yang 

penting sehubungan dcngan penerimaan pinjaman jangka panjang 

oleh Bank untuk dimasukkan seba~j salah satu komponen Modal 

Inti. Hal ini berhubungan erat dengan karakteristik dari Modal 

Inovatif sebagaimana yang diuraikan di dalam bab terdahulu dari 

Tesis ini. Bantuan pinjaman yang dibcrikan oleh kreditur untuk 

menyokong permodalan Bank, justru tidak mendapatkan privilege 

apapun (baca kembali uraian mengenai Modal lnovatif yang tanpa 

batasan waktu dan bersifat subordinasi). 

Sebetulnya1 hal ini tidak menjadi masalah sepanjang 

krcditurnya sendiri sudah memahami dan rnengetahui hak dan 

kewajibannya yang timbul berdasarkan pinjaman, tennnsuk re.siko 

yang mungkin hnrus dihadapi apabiia Bank tirlak bisa 

mengcmbalikan pinjaman tersehut 

Dengan demikian, penman BI selaku regulator dan 

pengawas Bank arnatluh penting. Penetapan ketcntuan me:ngenai 

system dan pedoman manajemen resiko pada Bank, ketentuan 

mengenai pelapman berkala Bank, serta ketentuan perbankan 

lainnya yang diatur di daJarn berbagai pemturan Bl merupakan 

bentuk pengaturan yang teLah dlberikan olch BI gunu memastikan 

bahwa kegiatan operasiona! Bank akan dilaksanakan herdasarkan 

prinsip bt:rusaho. yang baik dan henar. 

Secara tidak langsung, hal ini akan mcmba\va dampak 

positif terhndap tingkat pertumbuhan Bank itu sendiri karena 

rnodal merupa.kan lulang punggung Bank da!am menja!ankan 
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kegiatan usahanya, sekaligus untuk mengantisipasi resiko kerugian 

yang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan usahanya tersebut. 

Apablla Bank memiiiki struktur permodalan yang baik dan sehat, 

niscaya alam berlanjut kepada meningkatnya kepercayaan pubiik 

dan investor untuk menanamkan dananya di perbankan. Manfaat 

lebih luas yang bisa dirasakan adala.h terciptanya stabilitas sistem 

keuangan yang bisa monjadi penopang dan pendukung 

pertumbuhan tingkat pertumbuhan ekonomi, 

Oleh karena.nya, lldaklah berlebihan mengapa dalam 

program API dan Basel 11, penguatan struktur permodalan 

dijadikan sebagai pilar yang utama guna menciptakan institusi 

perbankan yang sehat dan kuat dalam rnenopang stabilitas sistem 

keuangan Negara. 

c. Pengatunm oleh BI untuk mengakomodasi ketentuan lain yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan lain: 

Pinjaman jangka panjang yang dijadikan Modal Inovatif 

merupakan suatu terobosan dalam upaya membantu dan 

mcnyokong kuailtas dan performance perbankan, khususnya dalam 

menghadapi risiko kerugian yang mungkin iimbuL 

Pemanfaatan dan pe!aksanaan penedmaan pinjaman jangka 

panjang dalnm rangka. Modnllnovatif ini hams dilakukan dcngan 

prinsip kehati~hatian scrta pengawasan yang baik dari BL 

Mengingat banyaknya aspek hukurn yang terlibal di 

dalamnya, maka dalam merumuskan peijanjian pinjaman jangka 

panjang dalam rangka Modal Tnovatif ini, perlu dibuat pengaturan 

yang hati-hati agar lidak melanggar ketentuan hukum yang 

berlaku, dan agar peljanjian pinjaman jangka panjang tersebut 

dapat dilaksnnakan sesuai ketentuan yang dialur di dahmmya. 
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5.2. SARAN 

Berdasarkan hasH peneHtia.n dan k:esimputan yang telah 

disampaikan di dalam Tesis, berikut adalah beberapa saran yang dapat 

disampailam oleh Penulis; 

a, BI perlu menyempurnak.an pengaturan mengenai penenmaan 

pinjaman jangka panjang untuk Modal Inovatif ini, khususnya 

dalam rangka: (i) memberikau perlindungan hukum yang lebih 

baik dan jelas kepada kreditur pemberi pinjaman: dan (ii) untuk 

memberikan petunjuk dan araban yang jelas kepada pelal-u usaha 

di dunia perbankan dalam merumuskan, membuat dan 

melaksanakan petjanjian pemberian pinjaman yang dapat 

digunakan sebagai Modal Inovatif. 

b. S.ejahm dengan visl BI dalam upaya menciptakan SSK yang baik, 

koordinasl. intra-departemenllembaga yang terlibat dida!am 

pengawasan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, agar lebih 

ditingkatkan, dcngan tujuan untuk menjalankan kescluruhan 

program API. Khusus untuk penerupan dan pelaksanaan 

penerimaan pinjaman jangka panjang dalam rangka Modallnovatif 

(yang termasuk dalam pilar pertama APJ-memperkuat struktur 

permodalan Bank), koordinasi juga diperlukan agar Modal fnov3.tif 

ini tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang dibarapkan. 

c. Perlu dilakukan studi dan pemeriksaan menyeJuruh terhadap 

ketentuan·ketentuan lain yang diatur di dalam peraturan 

penmdang-undnngun lainnyu. Hal ini penting: dalam rangka 

memastikan tercapa.inya kcpa.stian hukum dan perlindungan hukum 

kcpada semua pillak yang terlibat. Sekali lugi, hal lni akan 

menumlmhkan kcpcrcayaon publik kepada inst1tusi pcrbankan 
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yang pada akhimya mendorong perturnbuhan SSK yang baik dan 

sehaL 

**"'*** 
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LAMP IRAN 

TABEL PERKEMBANGAN PERBANKAN DIINDONESIA 
DARI MASA KE MASA 

Cre<liet Bank atau 

Syomi11 Cinko 

(BNI), yang didirikan fungsi BNJ UnIt 

pada tanggalS Jt1li 1946 III denga.n 

UndangwUndang 

No. 17 talmn 

1968 

Ralcyat lndonesia, yang 

didirikan pod a tanggal22 

Fcbruari t946 

(Maskapai Adil Makmur) 

yang didirikan pada tabun 

1945 di Solo 

Indonesia tahun i946 di 

Medan 

COI])()n:IJiOII tahun 194 7 

di Yogyakarta yung 

ke-mudi:.ut diubah menj:idi 

Bank Amerta 
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. NV Bank Sulawesi di . . 

Manado tahun 1946 

. Bank Dagang Indonesia . . 

NV di Banjarrnasin tahun 

1949 

. Kalimantan Corporation . . 

Trading di Samarinda 

tahun 1950, yang 

kemudian merger dengan 

Bank Pasifik 

. Bank Timur NV di . . 

Semarang yang berganti 

nama menjadi Bank 

Gemari, kcmudian 

merger dengan Bank 

Central Asia (RCA) pada 

talmn 1949 

De Javasche Bank, Bank Sentral atau Bank diregaskan kt:mbali dalam UU No. 

yang dinasionalisasi Indonesia yang didirikan 23 tahun 1999 

oleh Pemerintah berdasarkan UUNo. 13 

Indonesia pad a tahun lahun 1968 

1951 

De Algemene Diubah mcnjadi Bank Dilebur menjadi 

Volkcrediet Bank Rakyat Indonesia dan bank tunggal 

Bank Ekspor Impor. dengan nama 

Bank Nasional 

Indonesia (BNI) 

Unit II. 

Dipisahkan lagi Digabung 

untuk kegiatan {merger) 

mral, dijalankan mcnjadi 

olch Bunk Rakyal Bank Mandiri 

Indonesia (BRI) (pada lahun 

dan untuk 1999) 

kegialan ckspor 
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impor dijalankan 

oleh Bank Exim 

berdasarkan UU 

No. 22tahun 

1968 

Escompto Bank yang Bank Dagang Negara -

di nasionalisasi (BDN). 

berdasarkan PP No. 13 

tahun 1960 yang 

kemudian dicabut dan 

diganti dengan UU 

No. 18 talmn 1968 
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